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Bab Pendidikan: Sebuah 


Pengantar 


A. Pengertian Pendidikan 


Dalam pemahaman arti pendidikan, ada banyak pendapat yang 


dapat diambil pengertiannya supaya dapat lebih mengerti dan 
memahami pendidikan, tetapi secara etimologi telah muncul 
pendapat-pendapat tentang pendidikan antara lain: 


1. 


Bahasa Indonesia 

W.J.S Purwadarminta (1976) mengartikan kata pendidikan 
sebagai perbuatan (hal, cara) mendidik. Sedangkan arti kata 
mendidik ialah memelihara dan memberi latihan (ajaran, 
pimpinan ) mengenai akhlak dan kecerdaan pikiran. 

Bahasa Jawa. 

Pendidikan dalam bahasa jawa adalah Penggulawentah, yang 
berarti mengolah, jadi mengolah kejiwaannya ialah 
mematangkan perasaan, pkiran, kemauan dan watak sang anak. 
Bahasa Inggris 

Dalam bahasa Inggris, pendidikan dikenal dengan istilah 
Education, (yang berasal dari bahasa Romawi: Educare) 
sedangkan mendidik diterjemahkan dari Educate, yang artinya: 
to develop or train the mind of to teach, to prepare for a spesial 
proffesion or vocation (Lewis M Adams, 1965). 
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Dalam gambaran tersebut mendidik disamakan dengan 
mengajar dan juga mempersiapkan untuk suatu jabatan tertentu. 
Sedangkan istilah pengetahuan tentang pendidikan atau yang 
berhubungan dengan pendidikan, diterjemahkan dari 
educational. Istilah yang terakhir inilah yang kemudian 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “Kependidikan”. 
Dengan membandingkan kedua sumber analisa kebahasaan di 
atas dapat disimpulkan bahwa antara istilah ilmu pendidikan 
dan kependidikan (educational) dapat disamakan atau ada 
persamaannya. 

Adapun yang bersumber pada bahasa Romawi educare, berarti 
mengeluarkan (mengembangkan) atau menuntun, dengan 
menuntun mengandung arti tindakan untuk merealisasikan 
potensi (kemampuan) anak yang dibawa waktu lahir. 

Bahasa Belanda 

Dalam bahasa Belanda, pendidikan artinya sama dengan 
Paedagogi. Sedangkan ilmu pendidikan sama dengan 
paedagogik. 

Paedagogik berasal dari bahasa Yunani, paedagogi kata 
turunan dari perkataan Paedagogis. Paedagogia berasal dari 
kata “Paes” (anak) dan “ago” (saya membimbing, memimpin). 
Paedagogike ialah seorang laki-laki atau bujang atau pesuruh, 
pelayan yang tugasnya mengantar/membawa anak ke tempat 
belajar/sekolah. 


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan mendidik 


itu hanyalah membimbing belaka dan suatu saat dilepaskan. Dari sini 
dapat terlihat dengan jelas perbedaan antara paedagogi (pendidikan 
atau perbuatan/praktek mendidik) dan paedagogik (ilmu pengetahuan 
atau ilmu mendidik). Pendidikan lebih menekankan pada betapa 
keadaan atau hakekat obyeknya. 


Penjelasan berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi dari 


pendidikan yang diambil dari pendapat tokoh-tokoh pendidikan yang 
ada, antara lain : 
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1. S. Brodjonegoro, dalam usaha menerangkan pengertian 
pendidikan mengadakan analisa terhadap istilah-istilah yang 
mengandung arti mendidik : 


a. 


Paeagogik atau teori pendidikan berasal dari perkataan 
Pais yang berarti “anak” dan agogos yang berarti 
“penuntun”. Pada jaman yunani kuno, seorang anak yang 
pergi ke sekolah diantar oleh seorang yang disebut gogos. 
Ia mengantar anak. membawakan pulang alat-alatnya 
setelah sekolah tutup, gogos membawa anak pulang ke 
rumah, dalam lingkungan keluarga gogos diberi tugas 
untuk mengawasi sang anak, oleh karena itu, paedagogik 
berarti: Ilmu menuntun anak. 

Opvoeding (bahasa Belanda) pada permulaannya berarti 
“membesarkan” dengan makanan, jadi membesarkan anak 
dalam arti jasmaniah. Akan tetapi lambat laun tindakan 
membesarkan ini dikenakan juga pada pertumbuhan rohani 
anak. Jadi pertumbuhan pikiran, perasaan dan kemauan 
anak dan pertumbuhan wataknya juga. Dalam arti yang 
luas Opvoeding berarti tindakan untuk membesarkan anak 
dalam arti geestelyk (kebatinan, Jawa) 

Panggulawentah (bahasa Jawa) berarti mengolah, jadi 
mengubah kejiwaannya, ialah mematangkan perasaan, 
pikiran, kemauan dan watak sang anak (mengenai 
pemberian pengetahuan dipergunakan istilah onderwis atau 
pengajaran). 

Dalam bahasa Romawi (termasuk Inggris) dikenal ada 
istilah “educare” yang berarti mengeluarkan atau 
menuntun, istilah ini menunjukkan tindakan untuk 
merealisasikan potensi anak, yang dibawa waktu dilahirkan 
di dunia. Jadi educare berarti juga “membangunkan” 
kekutan yang terpendam atau mengaktifkan potensiil yang 
dimiliki anak. 

Erzitchung (sebuah perkataan dalam bahasa Jerman) yang 
mempunyai penafsiran hampir sama dengan educare, jadi 
mengeluarkan dan menuntun. 
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Setelah menjelaskan kelima istilah tersebut di atas, 

selanjutnya Brodjonegoro merumuskan pengertian pendidikan 
sebagai berikut: 
Pendidikan/mendidik adalah tuntunan kepada manusia yang 
belum dewasa untuk menyiapkan agar dapat memenuhi sendiri 
tugas hidupnya atau secara singkat, pendidikan adalah tuntunan 
kepada pertumbuhan manusia mulai dari lahir sampai 
tercapainya kedewasaan dalam arti jasmaniah dan rohaniah. 


Ki Hajar Dewantara dalam kongres Taman Siswa yang pertama 
pada tahun 1930 mengemukakan: Pendidikan yaitu tuntunan di 
dalam hidup tumbuhnya anak-anak, sehingga pendidikan juga 
diartikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak- 
anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 
masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagian 
yang setinggi-tingginya. 

Di dalam tulisannya yang lain Ki Hajar Dewantara merumuskan 
pengetian pendidikan sebagai berikut: “pendidikan berarti daya 
upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan 
batin), pikiran (intelek) dan jasmani anak. Maksudnya ialah 
supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu 
kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya 
dan masyarakatnya (Ihsan, 2003). 


Ahmad D. Marimba dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam 
menjelaskan pengertian pendidikan sebagai berikut: 
“Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 
si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si 
terdidik j')”' menuju terbentuknya kepribadian yang utama” 
Menurutnya dalam pendidikan terdapat unsur-unsur : 

a. Usaha (kegiatan), dimana usaha itu bersifat bimbingan 
(pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar, 
Ada pendidik atau pembimbing atau penolong, 

Ada yang dididik atau terdidik, 
Bimbingan itu mempunyai dasar atau tujuan, 
Dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang digunakan. 


po 
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4. Langeveld mengemukakan mendidik adalah memberi 
pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak 
(yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju ke arah 
kedewasaan, dalam arti berdiri sendiri (self standing) dan 
bertanggung jawab susila atas segala tindakannya menurut 
pilihannya sendiri (Ahmadi, 1991). 


5. Prof. Lodge di dalam bukunya yang berjudul “Philosophy of 

Education” menyatakan: Perkataan pendidikan dipakai kadang- 
kadang dalam pengertian yang lebih luas, atau kadang kadang 
dalam pengertian yang lebih sempit. ...In the wider sense, all 
experience is said to the educative ... live is education and 
education is live (dalam pengertian luas, Semua pengalaman 
dapat dikatakan sebagai pendidikan ... hidup adalah pendidikan 
dan pendidikan adalah hidup). 
Selanjutnya dalam pengertian yang lebih sempit “pendidikan” 
dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri 
atas penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan latar belakang 
sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga 
masyarakat generasi berikutnya dan demikian seterusnya. Dan 
dalam pengertian sempit ini, “.... In the narrower sense, 
education becomes, in practice identical with schooling, i.e. 
formal instruction under controlled conditions” (pendidikan 
berarti bahwa prakteknya identik dengan sekolah yaitu 
pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur) (Lodge, 
1947) 


6. John Dewey dalam buku pendidikannya “Democracy and 
education”, menyatakan pendidikan adalah suatu usaha manusia 
untuk membantu proses hidup. Hidup itu adalah suatu proses 
yang selalu berubah, tidak ada hal sesuatu yang tetap abadi. 
Dewey menegaskan pula bahwa sebenarnya filsafat hidup itu 
berubah menurut pengalaman dan pendidikan. Sedangkan 
pendidikan berusaha memajukan dan memperbaiki filsafat 
hidup. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan usaha 
bersama atas dasar saling mengerti dan menghargai. 
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Hoogeveld menyatakan bahwa mendidik adalah membantu 
anak supaya ia cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas 
tanggung jawabnya sendiri (Ahmadi, 1991) 


Dari uraian tentang pengertian pendidikan di atas dapat 


dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 


a. 


Bahwasanya pendidikan itu tidak lain daripada bantuan 
(bimbingan) belaka. Hal ini berarti pula, dalam diri anak didik 
ada kemampuan atau potensi untuk memperkembangkan 
dirinya sendiri. 

Di dalam bimbingan ada seorang pembimbing (Si pendidik) dan 
juga ada yang dibimbing (Si terdidik). 

Bimbingan yang diberikan mempunyai arah yang bertitik tolak 
pada dasar pendidikan dan berakhir pada tujuan pendidikan 
Bimbingan tadi berlangsung pada suatu tempat atau lingkungan 
atau juga lembaga pendidikan tertentu. 

Karena bimbingan itu merupakan proses, maka proses ini 
berlangsung dalam jangka waktu tertentu. 

Di dalam bimbingan tadi terdapat bahan dan metode yang 
disampaikan kepada anak didik untuk mengembangkan pribadi 
yang kita inginkan. 


Dari keenam unsur di atas mengandung persoalan-persoalan 


(problematic) pendidikan yang menjadi obyek untuk dipecahkan, dan 
keenam unsur tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk problematik 
sebagai berikut: 


1. 


2. 


Problematik Siapa (Who), yaitu siapa pendidik dan siapa anak 
didik. 

Problematik Mengapa (Why), yaitu mengapa pendidikan 
mempunyai dasar dan tujuan tertentu, mengapa pendidikan itu 
merupakan suatu keharusan. 

Problematik Di mana (Where), yaitu di mana berlangsungnya 
proses pendidikan tadi, di lingkungan keluarga, sekolah atau 
perkumpulan pemuda. 


Problematika Pendidikan Kontemporer - 6 


4. Problematik Bilamana (When), yaitu bilamana proses 
pendidikan itu dimulai dan bilamana berakhir. 

5. Problematik Apa (What), yaitu bahan apa yang perlu 
disampaikan pada anak agar seluruh aspek pribadi si terdidik 
dapat berkembang secara harmonis dan integeratif. 

6. Problematik Bagaimana (How), yaitu bagaimana cara atau 
metode kita dalam membimbing. 


Keenam problematik tersebut, yang secara singkat dapat disebut 
merupakan problematik yang umum dalam dunia pendidikan. Karena 
itu berdasarkan keenam problematik tersebut dapat dirumuskan 
pengertian pendidikan dalam arti yang umum dan luas sebagai berikut: 
“pendidikan pada umumnya berarti bimbingan yang diberikan dengan 
sengaja oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain, menuju ke 
arah suatu cita-cita tertentu”. 


B. Pentingnya Pendidikan 


Pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia, sebab 
tanpa pendidikan manusia tidak akan dapat menjadi manusia, 
pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, yaitu oleh manusia dan 
untuk manusia, sebab hanya manusia yang sadar melaksanakan usaha 
pendidikan untuk manusia lainnya. 


Pada umumnya orang pasti akan mengkaitkan kata-kata 
pendidik dengan masalah lingkungan sekolah dalam arti pertemuan 
guru dengan murid. Sehingga orang tua merasa berkewajiban untuk 
mendidik anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung lewat 
persekolahan. Pentingnya pendidikan dapat dilihat dari beberapa segi, 
antara lain : 


1. Segi Anak 
Anak merupakan makhluk/individu baru yang sedang tumbuh, 
oleh karena itu pendidikan pada diri seorang anak menjadi sangat 


penting sebab dengan adanya pendidikan akan menjadikan seorang 
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anak lebih mandiri, dapat merawat dirinya sendiri, bertahan hidup, 
memiliki keterampilan, kepandaian dan perubahan tingkah laku dalam 
kehidupan sehari hari. Penerapan pendidikan dilakukan pada anak 
dimulai sejak bayi dimana anak belum bisa mandiri dan masih 
membutuhkan bantuan orang lain (orang tua). 


2. Segi Orang Tua 


Pendidikan adalah dorongan orang tua yang timbul dari hati 
nurani yang paling dalam, yang mempunyai sifat kodrati untuk 
mendidik anaknya agar menjadi manusi baru yang tangguh, mandiri, 
berguna, bermoral, dan dapat menjadi tumpuan orang tua kelak di hari 
tua. Hal ini dilakukan dengan rasa kasih sayang sebagai orang tua 
yang bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya yang telah 
diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memelihara dan 
mendidik anaknya dengan sebaik baiknya. 


Dari dua sorotan di atas ada langkah yang mengikutinya agar 
sampai kepada tujuan yaitu agar anak dapat mandiri, langkah itu ialah: 


a. Adanya perawatan dan pemeliharaan tubuh bagi anak, yang 
cukup kesehatan anak, perlindungan dari pengaruh cuaca maka 
anak harus diberi pakaian, pemberian makan dan minum. 

b. Tambah besar tubuh dan usia anak, maka tambah pula 
keperluan belajarnya baik untuk pembentukan sikap 
pengetahuan dan keterampilannya. 


Selain dua segi pentingnya pendidikan di atas, menurut Ahmadi, 
(1991) pentingnya pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: 


1. Untuk Pengembangan Individu 
Manusia sebagai makhluk berbudaya, dapat mengembangkan 
dirinya sedemikian rupa sehingga mampu membentuk norma dan 


tatanan kehidupan yang didasari oleh nilai-nilai luhur untuk 
kesejahteraan hidup, baik perorangan maupun bersama. 
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Berkembangnya kehidupan manusia sebagai makhluk 


berbudaya setidak-tidaknya disebabkan oleh: 


ad. 


Adanya kemampuan atau potensi dasar pada manusia, seperti 
intelek, imajinasi, fantasi, sikap, kehendak, dorongan, dan lain- 
lain. 

Adanya usaha pengembangan potensi manusia tersebut 
sehingga berujud kemampuan yang nyata dan adanya 
penyerahan nilai atau norma tersebut yang sudah dimiliki oleh 
kehidupan manusia dari generasi ke generasi berikutnya. 


Atas dasar itu maka pendidikan merupakan suatu kegiatan yang 


universal dalam kehidupan manusia. Artinya tidak munngkin dapat 
dijumpai suatu kehidupan masyarakat tanpa adanya kegiatan 
pendidikan. Barangkali ini maksud dari penyataan Prof. Lodge:...Life 
is education, and education is life. Hidup adalah pendidikan, dan 
pendidikan adalah hidup (Lodge, 1947) 


2. Bagi Pendidik pada Umumnya 


Dengan memahami pendidikan pendidik dapat: 


Memudahkan praktek pendidikan 

Dapat menimbulkan kecintaan pada diri pendidik terhadap 
tugasnya, terhadap anak didik dan terhadap kebenaran. 

Dapat menghindari banyak kesukaran dan kesalahan dalam 
melaksanakan praktek pendidikan. 

Kesalahan yang mungkin dibuat dalam mendidik diantaranya: 
(l) Cara mendidik yang terlalu keras dapat menimbulkan rasa 
harga diri kurang. Sebaliknya yang terlalu lunak berarti 
memanjakan anak. (2) Cara mendidik yang tidak memberi 
kesempatan untuk berkembang berarti — menghambat 
pertumbuhan. (3) Kesalahan menekankan tujuan pendidikan 
yang diinginkan. Misalnya terlalu menekankan pada 
pembentukan segi individu menjadi individualistis. Dan lain- 
lain 
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3. Dari segi Pembangunan 


Dalam pembangunan sebuah bangsa dan negara tentu 
membutuhkan banyak warga negara yang tangguh dalam berbagai 
bidang kehidupan, sebab pembangunan bangsa dapat dilaksanakan 
jika didukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas 
sesuai bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang 
berkualitas hanya bisa diwujudkan melalui pendidikan yang 
berkualitas. 


Seperti kita ketahui dari GBHN tentang dasar dan tujuan 
pendidikan nasional: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan 
bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, 
memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar 
dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat 
membangun dirinya sendiri serta, bersama-sama bertanggung jawab 
atas pembangunan bangsa.” 


Begitu pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa, 
maka pemerintah berusaha keras untuk: 


a. Meningkatkan usaha pemerataan pendidikan. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan dalam setiap tingkat 
pendidikan. 

c. Meningkatkan relevansi pendidikan terhadap lebutuhan 
masyarakat dan kebutuhan akan pelaksanaan pembangunan. 

d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 
pendidikan di semua jenjang pendidikan. 


C. Unsur-unsur Pendidikan 


Dalam pelaksanaan pendidikan ada 6 (enam) unsur pendidikan 
yakni: 
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Komunikasi 

Adanya interaksi hubungan timbal balik antara anak dengan orang 
tua atau pendidik, atau dari orang yang belum dewasa kepada 
orang yang sudah dewasa. Sebab pendidikan juga digunakan 
untuk mendidik orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa. 


Kesengajaan 

Komunikasi dan interaksi yang terjadi antara pendidik dan yang 
terdidik adalah suatu perbuatan yang disengaja oleh orang dewasa 
kepada anak atau guru pada murid. 


Kewibawaan 

Kewibawaan adalah “pengaruh yang diterima dengan sukarela 
tanpa paksaan yang dimiliki oleh orang dewasa”. Dalam mendidik 
hendaknya orang dewasa punya wibawa untuk mengatur dan 
mendidik seorang anak, dengan kewibawaan ini seorang anak 
akan patuh pada pendidik. Wibawa akan timbul dengan sendirinya 
tanpa dibuat-buat, sebab kewibawaan itu suatu kelebihan yang ada 
dalam orang dewasa tadi sehingga anak akan merasa: a) 
dilindungi, b) percaya, c) dibimbing, dan d) menerima dengan 
sukarela. Keempat hal ini akan memberi pengaruh ke hal-hal 
positif, bagi anak tersebut. 


Normatif 

Yaitu batasan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar 
oleh pendidikan baik itu berupa norma adat, norma agama, 
hukum, sosial, ataupun norma pendidikan formal. 


a. Norma Sosial 


1) Ketentuan baik dan buruk 

2) Sopan santun dalam pergaulan 
3) Adat istiadat 

4) Gotong royong 

5) Peraturan dalam masyarakat 

6) Ketentuan dan peraturan agama 
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b. Prinsip Didaktik (pelajar Ordik umum) 


1) Pengajaran harus ada aktivitas (self activity) 

2) Aktivitas menimbulkan pengalaman 

3) Pengajaran berdasarkan minat, perhatian 

4) Pengajaran menjalin teori dan praktek 

5) Pengajaran berpanduan belajar dan bekerja 

6) Pengajaran harus sistematis berdasar pedoman yang ada 

7) Peragaan 

8) Pengajaran dimulai dari hal yang sudah diketahui ke hal 
yang belum di ketahui 

9) Pengajaran dimulai dari kongkrit ke hal yang abstrak 

10) Pengajaran dimulai dari hal khusus ke hal yang umum 

11) Pengajaran dimulai dari hal mudah ke hal yang sulit 

12) Pengajaran dimulai dari hal sederhana ke hal yang 
kompleks 

13) Pengajaran dimulai dari induksi ke deduksi 

14) Pengajaran harus merangsang siswa belajar sendiri 
(kurikulum yang diterapkan pada waktu itu) 


5. Unsur Anak 
Anak merupakan obyek didik, anak akan menjadi manusia yang 
bermutu jika pendidikan yang diberikan pada anak berhasil dan 
tepat sasaran, untuk itulah kenalilah anak didik dengan sebaik- 
baiknya. 


6. Kedewasaan/Tujuan 


Perlu dipelajari arti kedewasaan baik secara phisik maupun psikis 
sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Wallahu A'lam. 
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Industrialisasi Pendidikan: 
Bab Fenomena Sekolah Unggulan 
2 dan Sekolah Mahal 


Bagian 1: Sekolah Unggulan 


Pada umumnya sekolah berkualitas dikategorikan oleh 
masyarakat sebagai sekolah “favorit” atau “unggulan”, biasanya 
masyarakat mengkategorikan sekolah “favorit” berstatus pada 
“negeri” tapi, belakangan ini kategori “favorit atau unggulan” tidak 
lagi dimonopoli oleh sekolah negeri. Tapi lembaga swasta juga 
menawarkan kepada masyarakat tentang sekolah unggulan swasta 
yang diposisikan sebagai sekolah berstandar internasional. Karena 
keunggulan merupakan barang langka, maka sesuai dengan hukum 
ekonomi, produk yang memiliki keunggulan identik dengan mahal. 
Maka dari sudut itulah sekolah unggulan dikategorikan sekolah “orang 
kaya” (Sa'roni, 2010:27). 


Di samping sekolah unggul tersebut, konon calon siswa harus 
memiliki kualifikasi tingkat kecerdasan dan orang tua harus rela 
mengeluarkan biaya mahal bagi putra-putrinya untuk disekolahkan 
pada sekolah unggulan. Tetapi bagi orang tua yang tidak mampu 
menyekolahkan putra putrinya di sekolah tersebut hanya bisa 
bermimpi. Padahal di UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa “setiap 
warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak”. 
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Kalau kita merujuk pada amanat UUD tersebut, maka Negara 
berkewajiban untuk menyediakan pendidikan dan memposisikan 
pendidikan layaknya barang publik. 


Tetapi dalam kenyataannya, pendidikan itu sebenarnya masih 
menjadi barang privat. Sebagai barang privat maka kepemilikan dan 
kesempatan untuk mengenyam pendidikan akan sepenuhnya di 
tentukan oleh berlakunya hukum ekonomi. “siapa yang memiliki daya 
beli dialah yang kelak akan mendapatkan fasilitas pendidikan”. 
Institusi pendidikan kemudian juga akan menyelenggarakan praktek 
pendidikan dengan menganut hukum ekonomi tersebut. 


Atas dasar itulah kini kita menyaksikan fenomena sekolah 
“unggulan” atau “favorit” baik berstatus “negeri atau swasta” yang 
menjadi sekolah “mahal”. Maka untuk bisa masuk pada sekolah 
unggulan siswa tidak cukup bermodalkan kemampuan akademik yang 
di atas rata-rata, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan ekonomi 
yang juga harus di atas rata-rata. Bila kekhawatiran sebagaimana di 
ungkapkan di atas benar adanya. Maka tanpa disadari bahwa 
pendidikan yang sebenarnya diharapkan akan bisa menjadi “gerbong 
perubahan” sosial masyarakat, tetapi telah membelah masyarakat 
menjadi 2 kelompok: 


1. Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, 
sehingga mampu membeli pendidikan yang berkualitas, dan 

2. Kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi lemah yang 
mampu membeli pendidikan ala kadarnya (Sa'roni, 2010:190). 


Dengan demikian terhadap adanya lembaga pendidikan 
unggulan yang menarik biaya mahal. Kita lebih melihat hal itu sebagai 
cerminan dari “ketidaktahanan”. Penyelenggara pendidikan unggulan 
untuk menunggu janji Negara dalam mengadakan pendidikan yang 
layak. Dalam hal ini penyelenggara pendidikan untuk menghadirkan 
pendidikan yang berkualitas, yang kemudian konsekuensinya memang 
harus menarik biaya mahal kepada para orang tua siswa. Ini adalah 
pilihan terbaik, karena janji Negara untuk menyediakan anggaran 
pendidikan 2096 dari APBN pun ternyata juga tidak terwujud. 
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Dikhawatirkan di negeri ini tidak ada pendidikan unggulan yang 
berkualitas, jangan-jangan masyarakat golongan mampu akan ramai- 
ramai menyekolahkan anaknya ke negeri tetangga. Kalau ini yang 
terjadi, betapa ironisnya negeri surga yang kaya sumber alam ini 
ternyata tidak mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi 
warganya (Darmaningtyas, 2005:325-339). 


A. Konseptualisasi Sekolah Unggulan 


Dalam konsep sekolah unggul yang saat ini diterapkan, untuk 
menciptakan prestasi siswa yang tinggi, harus di rancang kurikulum 
yang baik yang diajarkan oleh guru berkualitas tinggi. Padahal, 
sekolah unggulan yang sebenarnya keunggulan akan dapat dicapai 
apabila seluruh sumber daya sekolah dimanfaatkan secara optimal. 
Menurut Suyanto, program kelas unggulan di Indonesia secara 
pedagogis menyesatkan, bahkan ada yang telah memasuki wilayah 
malpraktek dan akan merugikan pendidikan dalam jangka panjang. 
Kelas-kelas ungulan diciptakan dengan cara mengelompokkan siswa 
menurut kemampuan akademisnya tanpa didasari filosofi yang benar 
(Mohrman, 1994:81). 


Beberapa pakar pendidikan memunculkan konsep sekolah 
unggulan sebagai berikut: 


1. Sekolah unggulan menerima dan menyeleksi secara ketat siswa 
yang masuk dengan kriteria memiliki prestasi akademik yang 
tinggi, meskipun PBM sekolah unggulan tidak luar bisa bahkan 
cenderung ortodok. Namun di pastikan karena memilih input 
yang unggul dan ourput yang di hasilkan juga unggul. 

2. Sekolah unggulan menawarkan fasilitas yang serba mewah yang 
di tebus SPP yang sangat tinggi. 

3. Sekolah unggulan menekankan pada ikim belajar yang positif di 
lingkungan sekolah menerima dan mampu memproses siswa 
yang masuk sekolah tersebut (input) dengan prestasi rendah 
menjadi lulusan (output) yang bermutu. 


Problematika Pendidikan Kontemporer - 15 


4. Sekolah unggulan harus meningkatkan nilai tambah (added 
value), yaitu bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam 
rangka meningkatkan nilai produktivitas nasional, pertumbuhan 
dan pemerataan ekonomi. Sebagaimana upaya untuk 
memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. 

5. Tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif 
dan mendalam terhadap terjadinya transformasi struktur 
masyarakat. Dari masyarakat agraris ke masyarakat modern 
menuju ke masyarkat industri yang menguasai teknologi dan 
informasi yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan 
SDM. 

6. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat. 

7. Munculnya kolonisme baru di bidang IPTEK dan ekonomi. 
Dengan demikian secara definitif sekolah unggul merupakan 
alternatif dalam pendidikan yang menekankan kepada 
kemandirian dan kreatif yang memfokuskan pada perbaikan 
proses pendidikan. 


Sekolah unggul menggunakan strategi peningkatan budaya 
mutu, pengembangan kesempatan belajar, memelihara kendali mutu, 
penggunaan kekuasaan pengetahuan dan informasi. 


Pada prinsipnya sekolah unggul adalah sebagai satuan 
pendidikan tidak akan menjadi unggul sendiri. Keunggulan sekolah 
tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu bilamana didukung oleh 
manajemen yang berwawasan keunggulan. Di sisi kepala sekolah 
selaku manajer pendidikan bersana stakeholders lainnya berusaha 
mewujudkan gagasan, ide, pemikiran dalam bentuk perilaku dan sikap 
manajerial yang terbaik untuk melakukan sesuatu secara konsisten dan 
berdisiplin dalam rangka merubah “status guo” agar sekolah menjadi 
semakin unggul. 


Secara konseptual sekolah unggul dibagi menjadi 2 bagian 
antara lain: 


1. Sekolah unggulan parsial versus sekolah unggulan total. 
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Sekolah unggulan pada komponen tertentu, misalnya mengacu 
pada lulusan dengan nilai UAN dan melalui pembelajaran yang 
baik. 

Sekolah unggulan hakiki versus sekolah unggulan assesori. 
Dalam keunggulan tersebut dinamakan dengan perspektif 
teoritik keunggulan multidimensional. Sekolah unggulan pada 
semua komponen atau aspek yang mengacu pada lulusan nilai 
UAN. 


B. Karakteristik dan Ciri-ciri Sekolah Unggulan 


Sebagai tolak ukur keunggulan sebuah institusi pendidikan 


menurut Kemendikbud/Kemenag sebagai intitusi pemerintah yang 
bertanggung jawab dalam bidang pendidikan terletak pada dimensi: 


1. 


Kepemimpinan kepala sekolah yang professional. 

Kepala sekolah seharusnya memiliki kemampuan pemahaman 
yang menonjol. Dari beberapa penelitian tidak di dapati. 
Sekolah unggulan yang maju namun dengan kepala sekolah 
yang bermutu rendah , maka kepala sekolah mempunyai peran 
yang efektif dan professional agar mampu mengangkat nama 
sekolah dan mampu memperbaiki prestasi akademik. 


Guru tangguh dan professional 

Para guru merupakan ujung tombak kegiatan sekolah karena 
berhadapan langsung dengan siswa. Guru yang professional 
mampu mewujudkan harapan orang tua dan kepala sekolah 
dalam kegiatan sehari-hari di dalam kelas. 


Memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas. 

Tujuan filosofis diwujudkan dalam bentuk visi dan misi seluruh 
kegiatan sekolah, tidak hanya itu, visi dan misi dapat dicerna 
dan dilaksanakan secara bersama oleh setiap elemen sekolah. 


4. Lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. 
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Lingkungan yang kondusif bukanlah hanya ruang kelas dengan 
berbagai fasilitas mewah, lingkungan tersebut bisa berada di 
tengah sawh , di bawah pohon atau di dalam gerbang kereta api. 
Lingkungan yang dapat memberikan dimensi pemahaman 
secara menyeluruh bagi siswa. 


Jaringan organisasi yang baik. 

Organisasi yang baik dan solid baik itu organisasi guru, orang 
tua akan menambah wawasan dan kemampuan tiap anggotanya 
untuk belajar dan terus berkembang serta perlu dialog antara 
organisasi tersebut. Contoh: forum orang tua murid dengan 
forum guru dalam menjelaskan harapan dari guru dan 
kenyataannya dialami guru di kelas. 


Kurikulum yang jelas. 


Evaluasi belajar yang baik berdasarkan acuan patokan untuk 
mengetahui apakah tujuan pembelajaran dari kurikulum sudah 
tercapai. 


Partisipasi orang tua murid yang aktif dalam kegiatan sekolah 
unggulan di manapun selalu melibatkan arang tua dalam 
kegiatan kontribusi yang paling minimal sekali adalah 
memberikan pengawasan secara sukarela kepada siswa pada 
saat istirahat. Pada proses yang intensif, orang tua dilibatkan 
dalam penyusunan kurikulum sekolah sehingga orang tua 
memiliki tanggung jawab yang sama di rumah dalam 
mendidikan anak sesuai pada tujuan yang telah di rumuskan 
sehingga orang tua memiliki ronasasi antara pola pendidikan di 
sekolah dengan pola di rumah. Pada akhirnya sekolah unggulan 
adalah program bersama seluruh masyarakat yang tidak hanya 
dibebaskan kepada pemerintah sekolah dan orang tua secara 
perorangan. Namun menjadi yang bersama dalam peningkatan 
SDM Indonesia. 


Rentang waktu belajar yang lebih baik panjang. 
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10. Proses belajar mengajar yang berkualitas dan hasilnya dapat di 


pertanggung jawabkan (Drost, 1998:213). 
Adapun ciri-ciri sekolah unggulan: 


Fasilitas sekolah unggulan harus lengkap dan mempunyai 
standar internasional. 

Semua peraturan sekolah jelas dan ditaati oleh semua orang di 
lingkungan sekolah. 

Semua pengajaran di sekolah mempunyai sertifikat dan lisensi 
yang sah dan berpengalaman dalam mengajar. 

Kebersihan dan kesehatan di sekolah selalu terjaga, baik 
sekolah itu sendiri/fasilitas lain seperti kantin, perpustakaan, 
labortorium dan lain sebagainya. 

Rata-rata lulusan/alumni sekolah unggul mendapat nilai yang 
baik juga menjadi orang sukses. 

Biasanya terdapat berbagai piala/penghargaan baik dari segi 
pembelajaran/ekstrakulikuler. 


C. Kelemahan dan Kelebihan Sekolah Unggul 


T 


ad. 


Kelemahannya 


Sekolah unggul kebanyakan menggantungkan legitimasi 
pemerintahan dan bukan inisiatif masyarakat, sehingga 
penetapan sekolah unggulan cenderung bermuatan politis dari 
pada edukatif. Sekolah unggulan di dasarkan pada pengakuan 
masyarakat pemerintah tidak perlu mengucurkan dana besar 
akan tetapi masyarakatlah yang memikirkan biaya. 

Sekolah unggul pada umumnya melayani golongan kaya, 
sementara — golongan miskin masih hidup terpinggirkan. 
Sehingga menyebabkan tertutupnya akses dan kesempatan yang 
sama bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan semua 
jenjang jenis dan tingkatan. 

Profil sekolah unggul dilihat dari karakteristik prestasi berupa 
indeks prestasi tinggi, biaya bayar mahal, tenaga pendidik baik, 
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sarana lengkap, dana sekolah besar dan kegiatan belajar 
mengajar yang baik. 


Kelebihannya 


Walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam sekolahan 


unggulan akan tetapi sekolah unggulan mempunyai kelebihan antara 


lain: 


Sekolah unggulan yang efektif bisa meningkatkan prestasi 
pendidikan Indonesia secara kualitatif dan kuantitatif. 

Prestasi yang dihasilkan individu dapat diperoleh dari 
internasional dan prestasi pendidikan Indonesia secara global. 
Sekolah unggul mampu dalam fasilitas yang unggul dalam 
memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung untuk proses 
belajar mengajar optimal (http://www.vilila.com/2010/09). 


D. Tujuan dan Kedudukan Sekolah Unggulan 


Secara khusus sekolah unggulan bertujuan untuk menghasilkan 


output pendidikan nasional yang memiliki keunggulan berikut ini: 


san Si 


Keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan yang maha Esa. 
Nasionalisme dan patriotism yang tinggi. 

Wawasan IPTEK yang mendalam dan luas. 

Motivasi dan komitmen yang tingggi untuk mencapai prestasi 
dan keunggulan. 


Kedudukan sekolah unggulan dalam SISDIKNAS yaitu: 


Bagian dari sistem pendidikan nasionalisme konsekwensinya 
sekolah harus tunduk pada perundang-undangan yang ada, 
meskipun begitu sekolah unggulan tetap memiliki keleluasan 
sesuai dengan misi dan tujuan serta status pengelolaannya. 
Diprokyesikan untuk menjadi modal dalam peningkatan mutu 
bagi sekolah dan sekitarnya. 
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Landasan Penyelenggaraan sekolah unggulan yang di kelola 


pemerintahan/swasta harus berlandaskan pada perundang-undangan 
dan kebijakan sebagai berikut: 


1. 


2. 


3. 


UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
pasal 56 ayat 1 dan 3. 

UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka 
panjang nasional tahun 2005. 

Peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional tahun 2005. 

Rancangan strategi Depatemen Pendidikan Nasional tahun 2005 
— 2009. 

Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 tentang 
pedoman penjaminan mutu sekolah atau madrasah bertaraf 
internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 


F. Kurikulum Sekolah Unggulan 


Pada prinsipnya, kurikulum sekolah unggul harus memiliki 


tingkat fleksibilitas yang tinggi dan cukup reprensentatif, esensial, 
multivatensi dan menarik yang tercermin dalam topik bahasan dengan 
kriteria sebagai berikut: 


1. 


Suatu topik dalam kurikulum harus diperlakukan oleh peserta 
didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai 
bekal untuk terjun ke masyarakat untuk kepentingan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. 

Berperan sebagai prosedur dan tumpuan bagi topik-topik lain. 
Mempunyai tingkat keterpakaian (applicability) yang lebih luas 
sehingga mempunyai kemungkinan penggunaan yang lebih 
besar untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang selalu 
berubah dan berkembang. 

Menumbuhkan minat dan daya tarik yang besar untuk 
mempelajarinya baik untuk pengembangan pengetahuan 
dasarnya maupun penggunaannya yang bersifat praktis dalam 
kehidupan peserta didik sehari-hari. 
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Bagian 2: Sekolah Mahal 


A. Fenomena Sekolah Mahal 


Fenomena sulitnya orang-orang miskin mengikuti proses 
pendidikan berkualitas karena ketidakberdayaan saat dihadapkan pada 
keharusan memenuhi kewajiban terkait dengan biaya pendidikan yang 
sangat mahal. Pendidikan yang sangat mahal terjadi ketika hegemoni 
politik dimainkan oleh politikus yang tidak bertanggungjawab, 
sehingga pendidikan nasional menjadi sarat beban. Dalam kehidupan 
beragama mulai dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. 
Sehingga pendidikan nasional bergeser dari perannya sebagai 
pencerdasan kehidupan bangsa. Beban tersebut baik bersifat 
kuantitatif maupun kualitatif dan mencakup berbagai dimensi. 
(ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama) (Sa'roni, 
2010:57). 


Pada masa awal kemerdekaan, persoalan yang muncul dalam 
pendidikan lebih menyangkut soal keterbatasan daya tampung. 
Misalnya jumlah sekolah pada masa awal kemerdekaan juga amat 
sedikit dan jumlah guru yang mengajar pun sedikit dengan kualifikasi 
rendah. Tapi sebenarnya persoalannya tidak hanya itu, melainkan pada 
kekuasannya pemerintah yang amat kuat menjadikan beban ideologi 
dan politik yang dipikul oleh pendidikan nasional itu teramat berat, 
sedangkan proses pencerdasan itu sendiri semakin berkurang. 


Proses pencerdasan itu sendiri berkurang dikarenakan kendala 
masyarakat yang mengeluh dengan biaya sekolah yang sangat mahal. 
Pada dasarnya sekolah itu relatif murah seperti sekolah yang ada di 
luar negeri, tetapi berbalik dengan kondisi yang ada di Indonesia 
bahwa sekolah mahal dikarenakan wahana indoktrinasi ideology, 
dibuat ajang bisnis oleh kalangan kolonialisme, sistem birokrasi, 
domestifikasi, studifikasi, dan diskriminasi . 


Apalagi dengan kebiasaan pemerintah dalam istilah “Ganti 
menteri ganti kebijakan”, menimbulkan pro dan kontra. Misalnya pada 
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contoh pemberian status sekolah swasta secara birokratis, namun 
dalam prakteknya mengandung ambiguitas. Seluruhnya sangat 
tergantung pada kewenangan birokrasi. Hal berdampak buruk pada 
mekanisme pendidikan yang amburadul seperti sekarang ini. 


B. Penyebab Mahalnya Biaya Pendidikan 


“Pendidikan bermutu itu mahal”. Kalimat ini sering muncul 
untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan 
masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya 
pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan 
Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan 
lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. 
Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp. 500.000 
sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas satu juta. 
Masuk SMP/SMA bisa mencapai satu juta sampai lima juta, bahkan 
bisa lebih dari itu. 


Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini, tidak lepas 
dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen 
Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai 
sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, 
Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS 
selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha 
memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite 
Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, "sesuai 
keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya, ia 
tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota 
Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. 
Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan 
Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari 
pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan 
pendidikan rakyatnya. 


Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang 
Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status 
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pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki 
konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan 
status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung 
jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum 
yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah 
menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN 
dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang 
kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya 
pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit. 


Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam 
sektor pelayanan publik tidak lepas dari tekanan utang dan 
kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri 
Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya 
merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, 
sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi 
korban. 


Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi 
melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, 
dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi 
pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam UU No. 20/2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam Pasal 53 ayat (1) 
disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang 
didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan 
hukum pendidikan, dan ayat (3) Badan hukum pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat 
mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. 


Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal 
untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator 
LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar 
(Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan 
berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan 
dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan 
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ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk 
menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah 
tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan 
dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang 
mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan 
masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, 
antara yang kaya dan miskin. 


C. Dampak Mahalnya Pendidikan 


Secara umum, dampak dari mahalnya biaya pendidikan adalah: 
1. Lemahnya Sumber Daya Manusia 


Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. 
Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam 
menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia untuk 
membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Sebagai salah 
satu entity atau elemen yang terlibat secara langsung dalam dunia 
pendidikan, pelajar merupakan pihak yang paling merasakan seluruh 
dampak dari perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan di 
Indonesia. Tak peduli apakah dampak tersebut baik atau buruk. 


Permasalahan yang ikut membawa dampak sangat besar 
pada pelajar adalah permasalahan mengenai mahalnya biaya 
pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini dinilai sebagai 
permasalahan klasik yang terus muncul ke permukaan dan belum 
selesai hingga sekarang. Padahal, tingginya biaya pendidikan saat ini 
tidak sesuai dengan mutu atau kualitas serta output pendidikan itu 
sendiri. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari masih tingginya 
persentase pengangguran terdidik (Sarjana) yaitu sekitar 1,1 juta orang 
(Data BPS - 2009). Penyebab banyaknya pengangguran terdidik ini 
terlihat beragam dan menjadi semakin ironis jika dilihat dari 
mahalnya seorang pelajar (terdidik) telah membayar uang kuliah atau 
uang sekolah mereka. 
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2. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat 


Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas 
pertumbuhan ekonomi. Tyler mengungkapkan bahwa pendidikan 
dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudian 
akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini 
berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang 
bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan 
taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu Jones 
melihat pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja 
terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan 
ekonomi suatu negara. 


Jones melihat, bahwa pendidikan memiliki suatu kemampuan 
untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja potensial, dan menjadi 
lebih siap latih dalam pekerjaannya yang akan memacu tingkat 
produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung akan meningkatakan 
pendapatan nasional. Menurutnya, korelasi antara pendidikan dengan 
pendapatan tampak lebih signifikan di negara yang sedang 
membangun. Sementara itu Vaizey melihat pendidikan menjadi 
sumber utama bakat-bakat terampil dan terlatih. Pendidikan 
memegang peran penting dalam penyediaan tenaga kerja. Ini harus 
menjadi dasar untuk perencanaan pendidikan, karena pranata 
ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih. 


Permasalahan yang dihadapai adalah jarang ada ekuivalensi 
yang kuat antara pekerjaan dan pendidikan yang dibutuhkan yang 
mengakibatkan munculnya pengangguran terdidik dan terlatih. Oleh 
karena itu, pendidikan perlu mengantisipasi kebutuhan. Ia harus 
mampu memprediksi dan mengantisipasi kualifikasi pengetahuan dan 
keterampilan tenaga kerja. Prediksi ketenagakerjaan sebagai dasar 
dalam perencanaan pendidikan harus mengikuti pertumbuhan 
ekonomi yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan sosial ekonomi 
dari pemerintah. 


3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Kesehatan 
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Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin sadar 
akan pentingnya kesehatan. Pada jenjang pendidikan tinggi, peran 
pendidikan sangat sentral dalam menghasilkan output-output yang 
akan berkontribusi untuk mentransformasikan pengetahuan kepada 
masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
kesehatan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mereflesikan 
dan mengimplementasikan manajeman kesehatan yang berkualitas, 
saat ini telah banyak pendidikan-pendidikan tinggi baik universitas 
maupun institusi yang telah membuka program kesehatan seperti 
jurusan kedokteran, manajemen kesehatan, keperawatan, dan 
sebagainya. Dengan adanya program seperti ini diharapkan terlahir 
generasi-generasi baru yang paham dan memiliki kemampuan 
serta kredibilitas dalam menguapayakan penyelenggaraan kesehatan 
bagi masyarakat Indonesia. 


Selain itu, pendidikan tinggi diantaranya universitas 
merupakan pendidikan tertinggi yang bertugas memberikan 
pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk yang 
bermanfaat. Dalam hal ini, jurusan dari berbagai pendidikan 
kesehatan dalam melakukan program pengabdian masyarakat 
seperti pengobatan gratis dan sebagainya yang ditujukan untuk 
memberikan pelayanan kesehatan dalam membantu masyarakat 
yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. 


D. Cara Mengatasi Mahalnya Biaya Pendidikan 


Besar dan kecilnya subsidi pemerintah itulah yang membuat 
mahal atau murahnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan 
oleh orang tua atau masyarakat. Kalau kita ingin biaya pendidikan 
tidak mahal maka subsidi pemerintah harus besar. Kecuali Jepang, 
Australia memiliki pengalaman bagus untuk membuat biaya 
pendidikan tidak mahal bagi masyarakat. Dengan mengembangkan 
konsep CBE (Community-Based Education), maka pemerintah 
melibatkan tokoh masyarakat, kaum bisnis, pengusaha, dan kaum 
berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Mereka diminta membantu 
pemikiran, gagasan, dan dana untuk mengembangkan pendidikan 
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baik melalui komite sekolah (school committee), dewan pendidikan 
(board of education), atau secara langsung berhubungan dengan 
pihak sekolah. Banyak hasil yang dipetik dari program ini. 


Secara logika, negara memang harus menanggung pembiayaan 
pendidikan seluruh warganya karena itu bagian dari hak yang harus 
dipenuhi oleh negara. Tapi bila pemerintah selalu berkilah bahwa 
negara tidak punya uang, sementara tidak ada suara rakyat yang 
membantahnya, maka salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah 
menerapkan model subsisi silang, yaitu yang mampu turut memikul 
beban yang tidak mampu, sehingga yang mampu dapat membayar 
lebih, sedangkan yang tidak mampu membayar sedikit atau bahkan 
gratis sama sekali. Jangan dibalik seperti kondisi yang ada sekarang, 
yaitu yang kaya membayar sedikit untuk mendapatkan pelayanan yang 
banyak, sedangkan yang miskin membayar banyak untuk 
mendapatkan pelayanan yang amat sedikit. Kondisi yang tidak adil itu 
terjadi karena yang kaya bersekolah di sekolah negeri yang 9076 
biayanya ditanggung oleh negara, sedangkan yang miskin bersekolah 
di sekolah swasta pinggiran yang 8046 biayanya ditanggung sendiri 
(Darmaningtyas, 2004:192). 


Usaha untuk menjadikan pendidikan tidak mahal untuk 
“dikonsumsi” orang tua dan masyarakat sebenarnya sudah 
dilaksanakan pemerintah Indonesia, baik dengan meningkatkan 
subsidi maupun membangkitkan partisipasi masyarakat. Dalam 
Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas disebutkan bahwa dana pendidikan 
selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 
minimal 2090 dari APBN dan APBD. Ketentuan semacam ini juga 
ada dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sayangnya, pemerintah 
sendiri tidak konsisten dalam menjalankan ketentuan ini. Seandainya 
saja ketentuan UU dan UUD tersebut direalisasikan, maka sebagian 
permasalahan tentang mahalnya biaya pendidikan di Indonesia tentu 
akan teratasi. 


Usaha kedua yang sudah dicoba oleh pemerintah ialah 


membangkitkan peran serta masyarakat melalui dewan pendidikan di 
tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah/madrasah di tingkat 
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sekolah. Dalam Pasal 56 ayat (2) dan (3) dijamin eksistensi dan 
perlunya dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah untuk 
membantu sekolah, termasuk mengatasi mahalnya pendidikan bagi 
rakyat banyak. Sekarang hampir di seluruh kabupaten/kota dan 
provinsi sudah dibentuk lembaga yang disebut dewan pendidikan, 
di samping komite sekolah/madrasah yang dibentuk pada banyak 
sekolah. Sayangnya, banyak dewan pendidikan dan komite 
sekolah/madrasah yang tidak dapat menjalankan fungsinya secara 
benar. Celakanya lagi, banyak dewan pendidikan dan komite 
sekolah/madrasah hanya menjadi aksesoris saja. 


E. Landasan Sekolah Mahal 


Landasan yang dipakai pada sekolah mahal ini yaitu: 


1. Sekularisme, yaitu menyebabkan lembaga pendidikan 
kehilangan orientasi untuk menyelenggarakan pendidikan yang 
berkarakter dan berkualitas. 

2. Kapitalisme, dalam pengertian outputnya orang-orang yang tak 
lagi mengindahkan ajaran agama dan tipis akhlagnya. 
Kapitalisme berpandangan bahwa setiap individu adalah 
“arsitek” atas nasibnya sendiri, yang (tentu saja) berarti bahwa 
mereka yang menduduki jabatan tinggi dan memiliki ekayaan 
atau modal besar akan bernasib baik dikarenakan bakat, 
keterampilan, dan keserdasan pribadi (Fink, 2003:63) 

3. Liberalisme, yaitu siswa dalam bertingkah laku bebas tidak 
memperdulikan tatanan yang telah dibuat. 


E. Perbedaan Sekolah Unggul dan Mahal 


1. Secara garis besar sekolah unggul meningkatkan kinerja dan 
menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk 
menumbuhkembangkan prestasi siswa secara menyeluruh, 
mempunyai kurikulum yang baik yang diajarkan oleh guru-guru 
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yang berkualitas tinggi dengan melibatkan seluruh personil 
sekolah. 

. Kunci utama sekolah unggul adalah keunggulan dalam 
pelayanan kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk 
mengembangkan potensinya. Sehingga apabila siswa keluar dari 
sekolah tersebut memiliki potensi yang luar biasa. 

. Sarana dan prasarananya lebih berkualitas, lebih lengkap dan 
lebih unggul. 

. Mempunyai prestasi yang baik dan tinggi dalam bidang 
akademis ataupun non akademis. 

. Sekolah mahal tidak menjadi jaminan kalau produknya 
berkualitas. 

. Sarana dan prasarananya lebih berkualitas sekolah unggul. 

. Biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan sekolah unggul, 
sekolah mahal lebih mengutamakan fasilitas dari pada 
peningkatan kinerja atau potensi siswa bahkan komponen 
sekolah. 

. Sekolah mahal banyak mengontribusi orang kaya. Wallahu 
A'lam. 
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Bab 


Problematika Proses dan 
Umum Pendidikan 


A. Pendahuluan 


Problema pendidikan timbul akibat dari pesatnya kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) moderen yang semakin 
banyak mempengaruhi sistem pendidikan di negara berkembang dan 
sedang berkembang. Meskipun kemajuan IPTEK itu sendiri mula- 
mula bersumber dari sistem kependidikan yang telah ada, akan tetapi 
dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sangat kompleks. Karena 
pengaruh dari IPTEK pula, berbagai sistem kehidupan yang telah ada 
terdorong ke arah berbagai perubahan sosial, baik yang mengandung 
akses negatif maupun dampak positif diukur dengan kebudayaan pada 
masing-masing masyarakat itu sendiri. Yang jelas dapat terlihat, 
bahwa perubahan sosial yang demikian menuntut perubahan sistem 
kependidikan yang telah ada, disesuaikan atau diperbarui ke arah 
tujuan-tujuan yang lebih menguntungkan bagi perkembangan 
masyarakat di masa mendatang. 


Di muka bumi ini, tidak ada satu bangsa pun yang bercita-cita 
menghilangkan identitas kebangsaannya dengan tanpa menjunjung 
tinggi hak asasi manusia sebagai makhluk individual dan makhluk 
sosial. Dengan demikian semua bangsa akan senantiasa berjuang 
untuk mencapai cita-cita itu. Jalan yang paling manusiawi adalah 
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melalui sistem kependidikan yang identik dengan kehidupan kultural 
masing-masing, oleh karena ia merupakan cetusan cita kulturalnya. 


B. Problema Proses Pendidikan 


Dalam pelaksanaannya pendidikan yang merupakan aktivitas 
dari banyak individu yang saling berkomunikasi dan berintegrasi 
antara satu sama lain dengan proses yang telah ditentukan, akan 
mempunyai banyak problema karena kemajemukan dari pendapat, 
pemikiran, perbuatan dan tindakan yang dicapai dalam proses belajar 
mengajar. 


Adapun problematika yang menyangkut proses pendidikan 
meliputi 5 W dan 1 H yaitu : 


1. Problematika Who 
Problematika Who (siapa) menyangkut pendidikan dan anak 
didik 

2. Problematika Why 
Problematika Why (mengapa) menyangkut pelaksanaan 
pendidikan 

3. Problematika Where 
Problematika Where (di mana) menyangkut tempat pelaksanaan 
pendidikan 

4. Problematika When 
Problematika When (bilamana/kapan) menyangkut waktu 
dilaksanakan pendidikan 

5. Problematika What 
Problematika What (apa) menyangkut dasar, tujuan dan bahan 
pendidikan 

6. Problematika How 
Problematika How (bagaimana) menyangkut cara/metode yang 
digunakan dalam proses pendidikan. 
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1. Problematika WHO 


Dalam pendidikan, problematika Who adalah dikhususkan pada 
masalah pendidik (subyek) sebagai pelaksana pendidikan dan anak 
didik (obyek) merupakan sasaran aktivitas pendidikan. 


Khususnya bagi masalah pendidik (tenaga guru) jika orang yang 
diangkat/dijadikan guru bukanlah benar-benar dari bidang keguruan 
akan menimbulkan masalah yang serius, yakni kurang bermutunya 
hasil pendidikan yang diperoleh, sebab para pendidiknya tidak ahli 
dalam bidang pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan proses belajar 
mengajar tentu akan banyak sekali hambatan yang ditemui. Masalah 
kekurangan guru pun akan semakin meningkat jika pertumbuhan 
penduduk tidak dapat dikendalikan. Sebagai bahan pertimbangan 
pembahasan ini jika anak usia antara 7 — 12 tahun dapat tertampung di 
sekolah SD, maka jumlah tenaga guru SD akan sangat kurang, di 
samping harus meng-upgrade tenaga yang telah berdinas, pemerintah 
banyak membutuhkan tenaga guru yang baru. Sementara kalau kita 
lihat peminat bangku kuliah keguruan sangat minim, kalaupun ada 
mereka banyak yang sepenuhnya tidak menginginkan untuk menjadi 
guru, dan mungkin ada faktor lain yang menjadikan mereka harus 
mengikuti kuliah keguruan. Problema kekurangan guru juga akan 
dialami oleh SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.yang mungkin 
keadaannya tidak jauh berbeda dengan Sekolah Dasar. 


Dalam problema Who ini dapat diperinci lagi menjadi dua 
problema lain , yaitu problema pendidik dan problema anak didik : 


a. Problema Pendidik 
Semua masalah yang berkaitan dengan pendidik, yang 
meliputi pendidik anak di keluarga, di sekolah maupun di 
lingkungan masyarakat cukup banyak sekali. Problem-problem itu 
akan menghambat sekali apabila tidak mendapat pemecahan- 


pemecahan yang tepat. Problem tersebut antara lain : 


1) Problem Kemampuan ekonomi 
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b. 


2) Problem Kemampuan pengetahuan dan pengalaman 
3) Problem kemampuan skill 

4) Problem kewibawaan 

5) Problem kepribadian 

6) Problem attitude (sikap) 

1) Problem sifat 

8) Problem kebijaksanaan 

9) Problem kerajinan 

10) Problem tanggung jawab 

11) Problem kesehatan 

12) Problem disiplin dan sebagainya. 


Problema Anak Didik 


Anak didik sebagai obyek pendidikan juga perlu mendapat 
perhatian yang lebih, sebab perhatian yang harus diberikan pada 
anak didik sangat penting peranannya, semua masalah-masalah 
yang ada pada peserta didik (anak didik) akan sangat 
mempengaruhi tujuan dari pendidikan yang menjadikan anak 
didik bisa menjadi manusia yang bisa diharapkan baik dalam 
keluarga, sekolah dan masyarakat. 


Adapun problem-problem yang ada pada anak didik antara 
lain: 


1) Problem kemampuan ekonomi keluarga 
2) Problem intelegensi 

3) Problem bakat dan minat 

4) Problem pertumbuhan dan perkembangan 
5) Problem kepribadian 

6) Problem sikap 

1) Problem sifat 

8) Problem kerajinan dan ketekunan 

9) Problem Pergaulan 

10) Problem kesehatan 


Problematika Pendidikan Kontemporer - 34 


2. Problematika WHY 


Dalam penerapan pelaksanaan pendidikan sehari-hari tidak 
mungkin berjalan lancar dan mulus, banyak sekali hambatan yang 
akan dilalui oleh proses dan pelaksanaan pendidikan itu, kesulitan- 
kesulitan itu bisa terdapat pada semua faktor pendidikan yang 
menghambat jalannya proses pendidikan, seperti permasalahan : 


a. Mengapa anak-anak sulit untuk belajar dengan giat 

b. Mengapa orang tua tidak mau turut berpartisipasi dalam 

mengawasi cara belajar anak di rumah 

Mengapa masyarakat kurang mendukung program sekolah 

d. Mengapa Masyarakat sangat sulit untuk dimintai dorongannya 
baik di bidang moril, materiil maupun spirituil. 

e. Mengapa anak-anak kurang gemar membaca buku 

f. Mengapa pemerintah kurang memperhatikan perkembangan 
sekolah 

g. Mengapa bantuan-bantuan terhadap sekolah selalu telat 
penyampaiannya bahkan tidak tepat sasaran dalam 
pemberiannya 


:g 


Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang timbul 
dalam kegiatan pendidikan yang ada disekolah. 


3. Problematika WHERE 


Lokasi dari pendidikan akan mempengaruhi proses pelaksanaan 
pendidikan, dengan tempat yang baik dan tersedianya fasilitas yang 
memadai tentu akan menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih 
mudah, tetapi jika tempat belajar tersebut dengan fasilitas serba minim 
serta tempat yang kurang memadai tentu pendidikan akan dilaksankan 
ala kadarnya sehingga hasil akhir pendidikan itu akan kurang 
memuaskan dalam artian kurang berhasil sebagaimana tujuan 
pendidikan yang diharapkan. 
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Ada 3 (tiga) tempat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan 
masyarakat. Sistem pendidikan pada masing-masing tempat tersebut 
tidak sama dan metodenya pun berbeda. 


a. Keluarga 

Tempat ini merupakan tempat pendidikan yang pertama kali 
bagi anak. Yang menentukan tempat ini sebagai tempat 
pendidikan yang baik adalah situasi keluarga itu sendiri. 
Dengan situasi keluarga yang baik tentu anak akan dapat 
tumbuh dengan baik, tetapi jika letak keluarga itu pada 
lingkungan yang kurang ramah, kurang menguntungkan, jelas 
perkembangan anak juga akan sulit menjadi baik karena 
kesehariannya mereka lebih banyak menerima hal-hal yang 
buruk dalam kehidupannya sehari hari, sedangkan penyerapan 
nilai-nilai positif kurang mendapatkan tempat di pikirannya. Ini 
merupakan problema yang cukup besar dan harus dipecahkan 
oleh pendidik. 


b. Sekolah 
Sekolah adalah tempat pendidikan murid-murid yang bersifat 
formal, bila letak sekolah berada di tempat yang kurang 
menguntungkan, seperti di daerah hiburan malam atau tempat 
para Pekerja Seks Komersial (PSK) menjajakan dirinya, di 
daerah yang dekat dengan pabrik atau pasar dan lain-lain. Tentu 
ini akan menjadi problema juga. 


c. Masyarakat 

Masyarakat merupakan lingkungan yang pengaruhnya sangat 
besar pada anak didik. Dengan anak didik itu hidup di 
masyarakat yang religius tentu anak juga kemungkinan besar 
mempunyai sifat religi yang baik. Jika dalam masyarakat itu 
mempunyai peradaban dan budaya yang banyak bertentangan 
dengan norma agama dan nilai-nilai luhur yang terkandung 
dalam Pancasila, jelas ini juga akan menjadi problem bagi 
pendidik dan anak didik itu sendiri. 
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4. Problematika WHEN 


Problema When ini merupakan problema yang menyangkut 
waktu dari pendidikan itu dilaksanakan dan diberikan kepada anak 
didik, sehingga akan timbul beberapa pertanyaan, yaitu : 


Kapan materi itu akan disampaikan 
Kapan suatu hukuman akan dijatuhkan 
Kapan suatu ganjaran diberikan 

Kapan suatu kewajiban itu dibebankan 
Kapan suatu perintah itu dilaksanakan 


On Pp 


Masalah when (kapan) ini tidak hanya berkenaan dengan 
sesuatu yang diberikan, tetapi juga berkenaan dengan usia anak didik, 
seperti : 


a. Pada usia berapa anak mulai dididik 
b. Pada usia berapa pendidikan akan berakhir 


Anak dari segi pertumbuhan dan perkembangannya mengalami 
perubahan dengan standar periodesasi usia, baik usia kronolgis, 
psikologis, biologis, kejasmanian, pengalaman dan sebagaianya. 


5. Problematika WHAT 


Masalah pendidikan di sini menyangkut dasar, tujuan, 
bahan/materi, sarana dan prasarana juga media. Masalah dan tujuan 
dasar dari pendidikan akan menjadi problem jika dasar dan tujuan dari 
pendidikan itu tidak sesuai dengan agama atau aliran kepercayaan, 
juga dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 


Masalah agama/aliran ini akan timbul jika dalam sekolah timbul 
pelanggaran hak asasi manusia yaitu memilih agama, jika pada suatu 
sekolah guru atau pimpinan sekolah memaksakan suatu agama kepada 
siswanya. Masalah bahan/materi berhubungan erat dengan kurikulum, 
silabi, dan SAP. Jika kurikulum yang dipakai kurang bermutu tentu 
hasilnya juga kurang bermutu, dan juga apabila kurikulum, silabi, 
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SAP selalu berubah tentu akan membuat pendidik dan anak didik di 
sekolah terombang-ambing. 


Masalah sarana ialah bila sarana yang digunakan dalam 
pendidikan kurang memadai, maka jalannya pendidikan juga akan 
terganggu sebab dengan kurang memadahinya sarana yang memadai 
tentu pendidikan ala kadarnya akan timbul dan hasil out put-nya juga 
terkesan asal-asalan dan kurang berkualitas. Problem sarana misalnya, 
banyak sekali guru dan murid yang belajar pada tempat-tempat yang 
sudah tidak layak pakai, ini tentu akan membuat kegiatan pendidikan 
tidak nyaman untuk dilaksanakan. Bahkan berbahaya bagi 
keselamatan guru dan murid yang sedang menggunakan tempat itu 
untuk kegiatan belajar mengajar, misalnya sekolah yang mau ambruk 
karena gedung itu belum pernah direnovasi puluhan tahun. 


Dengan demikian apalah jadinya jika dasar dan tujuan 
pendidikan jelas, tetapi materi kurang tepat atau dukungan sarana dan 
prasarana tidak terpenuhi bahkan tidak tersedia. 


6. Problematika HOW 


Masalah how (bagaimana) berkenaan dengan cara/metode yang 
digunakan dalam proses pendidikan. Jika seorang pendidik 
menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan pola pendidikan 
jelasnya pendidikannya akan gagal. Seumpamanya anak didik 
mempunyai sifat dan bakat berbeda-beda pendidik harus tahu dan 
mengakui adanya perbedaan tersebut, agar dapat diambil langkah 
metode yang tepat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan anak 
didik tersebut. Jika tidak tahu tentu yang akan menjadi korban adalah 
anak didik, ia akan rugi karena kemampuannya tidak bertambah atau 
bahkan hilang. Ini juga merupakan problema yang banyak dialami 
oleh anak didik saat ini. 
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C. Problema Umum Pendidikan 


Selain problema proses pendidikan di atas, problema pendidikan 
Secara umum di Indonesia yang sampai saat ini masih butuh 
pemecahan adalah: 


1. Masalah Pemerataan dalam Pendidikan 


Kemajuan pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini semakin 
mengalami perkembangan yang pesat terutama dengan banyaknya 
lembaga pendidikan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan pendidikan yang berkualitas. Bahkan belakangan ini 
banyak sekolah yang menawarkan pendidikan yang mempunyai 
karakteristik yang berbeda dengan berbagai macam fasilitas yang 
serba memadai untuk mendidik anak agar menjadi seorang siswa yang 
unggul, sehingga banyaklah sekolah unggulan, sekolah plus, Full 
Days School, sekolah berbasis bahasa asing dan lain sebagainya. 
Tetapi untuk kategori sekolah semacam ini cuma dapat ditemui di 
kota-kota besar atau di tempat di mana mayoritas penduduknya 
mempunyai taraf kemampuan ekonomi menengah ke atas. Sehingga 
sekolah unggulan maupun full days school yang menawarkan 
beberapa kelebihan yang menggiurkan, hanya bisa dinikmati oleh 
anak-anak dari kalangan yang mampu. Sedang untuk siswa yang 
berasal dari keluarga ekonomi lemah, hanya bisa melangsungkan 
kegiatan belajarnya di sekolah yang biasa-biasa saja (sesuai standart 
pemerintah) 


Jika jumlah penduduk membludak tentu jumlah guru dan murid 
semakin banyak. Sehingga otomatis sekolah-sekolah juga akan 
semakin banyak. Jadi, secara kuantitatif perkembangan pendidikan 
cukup memadai, tetapi jika dilihat dari segi pemerataan dan segi mutu 
mungkin pemerintah harus benar-benar memperhatikan agar seluruh 
bangsa Indonesia di manapun berada bisa mengenyam dunia 
pendidikan. Syukurlah, belakangan ini pendidikan semakin mendapat 
perhatian dari pemerintah, karena pemerintah menyadari bahwa masa 
depan bangsa dan negara tergantung pada kualitas SDM putra-putri 
bangsa Indonesia, sehingga kalau diamati sekarang ini usaha 
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pemerataan dan peningkatan mutu terus dilaksanakan oleh 
pemerintah, sebab dilihat dari : 


a. Segi pemerataan, kesempatan para putra-putri Indonesia dalam 
meperoleh pendidikan memang cukup luas, tetapi pengadaan 
sekolah masih ada di daerah yang dekat dengan kota saja (daerah 
yang mudah dijangkau) sedangkan daerah pedalaman masih 
banyak yang belum tersentuh oleh pendidikan sekolah, kalau pun 
ada itu cuma terbatas pada beberapa tingkatan saja (tingkat SD — 
SMP), setelah itu keinginan mereka harus tertahan untuk 
melanjutkan sekolah lagi karena jauhnya tempat sekolah dari 
tempat tinggal mereka, bahkan jika mungkin mereka tidak bisa 
melanjutkan ke sekolah lebih tinggi karena terhambat oleh faktor 
biaya. Tetapi pada dekade baru baru ini kita sudah melihat usaha 
usaha pemerintah dalam pemerataan pendidikan, ini ditandai 
dengan dibangunnya SD Inpres, SD kecil pada daerah terpencil, 
SDLB, Sistem guru Kunjung, SMP Terbuka, Kejar Paket A, B, 
dan C, Belajar jarak Jauh (misal Universitas Terbuka), dan lain- 
lain. Sehingga daerah-daerah yang berada di pelosok bisa 
menikmati pendidikan walaupun dengan tingkat yang masih 
terbatas. 


b. Segi Mutu, pada awal perkembangan pendidikan ini menitik 
beratkan pada kuantitatif (jumlah) tetapi dengan berbagai macam 
usaha, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas 
(mutu) dari pendidikan Indonesia yang masih tertinggal dari 
negara-negara lain, ini semua dilakukan agar out put dari sekolah 
di Indonesia mampu bersaing di dunia internasional. Usaha 
pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan ini, dapat dilihat 
misalnya: menyempurnakan jalannya  perundang-undangan 
pendidikan, penyempurnaan kurikulum yang dianggap sesuai 
dengan perkembangan zaman, pengadaan buku, inservice training 
dan up grading bagi guru, penyempurnaan KBM, dan lain-lain. 


Adapun amanat yang menghendaki terciptanya pemerataan 
pendidikan antara lain: 
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1) Asas Demokrasi dalam Pendidikan 


Dalam UUD 1945 terutama pasal 31 ayat 1 menyatakan 
“Bahwa tiap tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, 
maka pemerintah mengadakan suatu sistem pengajaran nasional 
yang diatur oleh Undang-Undang (ayat 2) 


Dengan Undang Undang ini semua warga negara usia 
sekolah wajib belajar di tingkat pendidikan dasar (SD — SMP) 
yang usaha pemerintah itu kemudian disebut dengan Wajib belajar 
sembilan tahun (Wajar). Dan di dalam pendidikan diperlukan 
adanya asas demokrasi untuk perkembangan pendidikan di 
Indonesia. (Uraian lebih lanjut tentang demokrasi pendidikan di 
Indonesia akan dibahas pada bab tersendiri) 


Oleh sebab itu ada beberapa aspek yang mempengaruhi 
asas demokrasi dalam pendidikan, antara lain : 


a. Formal, menjelaskan cara partisipasi masyarakat/rakyat 
terhadap pendidikan yang diatur penyelenggaraanya. 

b. Material, memberikan pengakuan bahwa pendidikan 
hendaknya manusiawi demi kebahagiaan manusia selanjutnya. 

c. Kaidah, mengikat warga/rakyat untuk bertindak sesuatu demi 
pendidikan dengan mempraktekkan hak, kewajiban dan 
wewenang. 

d. Tujuan, pendidikan mempunyai jangkauan untuk menciptakan 
tujuan pendidikan nasional. 

e. Organisasi, pada lingkungan pendidikan, demokrasi Pancasila 
hendaknya dapat terwujud 

f. Semangat, tiap warga negara demi pengembangan pendidikan 
harus berdedikasi, jujur, ulet dan rela mengabdi. 


2) Masalah Geografis, Ekonomis dan Sosial 
e Geografis karena Indonesia letaknya pada posisi silang atau 


posisi jalur perdagangan international yang sangat strategis, 
maka banyak pengaruh yang akan timbul baik positif maupun 
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negatif, sehingga dengan pendidikan inilah tiap warga negara 
akan kuat kepribadiannya. 

e Ekonomi, pelayanan pendidikan diharapkan mampu 
menjadikan bangsa Indoensia untuk berpikir ekonomis dalam 
artian mampu mengembangkan potensi yang ada untuk 
memperoleh hasil yang maksimal. 

e Sosial, status sosial bangsa Indonesia yang sekarang ini 
sebagai negara berkembang, maka harus ditunjukkan pada 
dunia international tentang kemajuan pendidikannya — agar 
dapat bertindak sesuai dengan norma yang mengaturnya. 


3) Masalah Ledakan Penduduk 


4) 


Pemerataan pendidikan sangatlah penting dilihat dari segi 
pertumbuhan penduduk, karena dengan jumlah yang sekian 
banyak tentu sangatlah menguntungkan pembangunan nasional. 
Maka sebagai salah satu modal bagi bangsa Indonesia dengan 
diberikannya pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. 


Keragaman Kemampuan Jasmani dan Mental Peserta Didik 


Bangsa Indonesia dengan kemajemukannya juga mempunyai 
banyak warga yang memiliki kekurangan dalam jasmani dan 
rohani secara alami. Mereka harus menadapatkan pendidikan 
yang sama karena sama-sama sebagai warga negara tetapi jelas 
pendidikan yang mereka laksanakan berbeda dengan warga 
normal lainnya. Jenis-jenis tuna tersebut antara lain: Tuna Netra, 
Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Dagsa, dan Tuna Laras/Sosial. 
Sedangkan untuk anak berbakat yang digolongkan menjadi anak 
super normal, bagi mereka baik yang abnormal, normal maupun 
super normal haruslah memperoleh pelayanan pendidikan dengan 
baik dan sempurna sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 31. 
Dan juga dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 
disebutkan hak mereka dalam Pasal 5 ayat 2 dan 4. yang isinya 
adalah: “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 
mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 
pendidikan khusus” (Pasal 5 ayat 2), “Warga negara yang 
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memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 
memperoleh pendidikan khusus” (Pasal 5 ayat 4). 


5) Masalah Penyediaan Sarana dan Prasarana 


Pendidikan di Indonesia memang perlu diratakan dalam artian 
semua lapisan masyarakat harus mengenyam pendidikan. Dengan 
jumlah penduduk yang begitu banyak, tentu penyediaan sarana 
dan prasarana haruslah memadai keperluan anak/peserta didik 
yang memerlukan pelayanan pendidikan. Agar dalam pelaksaan 
pendidikan itu dapat berjalan dengan baik, tenang dan lancar. 


2. Relevansi antara Pendidikan dan Dunia Kerja 


Relevansi antara pendidikan sekolah dengan kebutuhan 
pembangunan nasional belum terwujud sepenuhnya. Banyak lulusan 
dari sekolah menengah atau perguruan tinggi yang tidak siap pakai 
dalam dunia kerja. Bahkan kini muncul gejala lulusan SMP dan 
sekolah menengah yang menjadi pengangguran di pedesaan, karena 
sulitnya mendapatkan pekerjaan. Sementara itu mereka merasa malu 
jika harus membantu orang tuanya sebagai petani, nelayan atau 
pedagang. Studi Blazely dkk (1997) melaporkan bahwa pembelajaran 
di sekolah cenderung sangat teoritik dan tidak terkait dengan 
lingkungan di mana anak berada. Akibatnya peserta didik tidak 
mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah guna memecahkan 
masalah kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 
Pendidikan seakan mencabut peserta didik dari lingkungannya 
sehingga menjadi asing di masyarakatnya sendiri. 


3. Selera Pemuda-Pemudi dan Orang Tua 


Selera pemuda-pemudi dan orang tua masih lebih banyak 
tertarik kepada sekolah umum daripada kejuruan, karena mengejar 
gelar kesarjanaan lebih diutamakan. Sedangkan kemampuan akademis 
dan biaya untuk pendidikan tinggi kurang diperhitungkan, maka 
terjadilah gap antara keinginan dan kenyataan. Akibatnya terjadi drop- 
out (putus sekolah) yang menambah angka pengangguran. 
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4. Kurang Menariknya Profesi Guru 


Profesi guru kurang menarik minat para pemuda-pemudi 
Indonesia,, karena satu dan lain hal gajinya relatif lebih rendah 
daripada bekerja di bidang non guru misalnya di bank, rumah sakit, 
atau di perusahaan swasta nasional maupun asing. Di samping itu, 
status sosial guru kurang dipandang tinggi dibandingkan misalnya 
status sosial kepala kantor atau direktur suatu perusahaan, dokter, 
ekonom, hakim, bankir dan sebagainya. Karena profesi guru kurang 
diapresiasi angkatan muda, maka LPTK sebagai lembaga pencetak 
guru tidak pernah diminati oleh putra-putri terbaik bangsa dan bahkan 
hanya menjadi lembaga “pelarian” setelah tidak diterima atau kalah 
bersaing di Pergururan Tinggi non LPTK. Dengan demikian, profesi 
guru merupakan pekerjaan alternatif pilihan terakhir kalau tidak 
dikatakan terpaksa. Wallohu A'lam. 
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Bab Akuntabilitas Pendidikan 


Tatanan kehidupan masyarakat yang semrawut (chaos) 
merupakan akibat dari system perekonomian yng tidak kuat, telah 
mengantarkan bangsa pada krisis yang berkepanjangan. Krisis yang 
terjadi dalam berbagai bidang kehidupan sebenanrnya bersumber dari 
rendahnya kualitas, kemampuan, dan semangat kerja. Secara jujur 
dapat kita katakana bahwa bangsa ini belum mampu mandiri dan 
terlalu banyak mengandalkan intervensi pihak asing. Meskipun 
agenda reformasi terus digulirkan untuk memperbaiki sendi-sendi 
kekuatan dengan menetapkan prioritas tertentu, hal tersebut belum 
berlangsung secara kaffah (menyeluruh), baru pada tahap mencari 
siapa bersalah (Mulyasa, 2004:3). 


Pendidikan merupakan bagian penting dari proses 
pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi 
suatu negara. Sistem tata kelola pendidikan akan berkembang baik 
manakala dilaksanakan melalui sistem yang baik oleh para pengelola 
yang bersih dan profesional sehingga akan terwujud tata kelola 
pendidikan yang bersifat accountable. 


Perbaikan — manajemen pendidikan — diarahkan — untuk 
memberdayakan sekolah sebagai unit pelaksanaan terdepan dalam 


kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar 
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sekolah lebih mandiri dan bersifat kreatif, dapat mengembangkan 
iklim kompetitif antar sekolah di wilayahnya, serta bertanggungjawab 
terhadap stakeholder (orang-orang atau golongan yang memiliki 
kepentingan bersama dalam suatu tindakan tertentu, dan 
konsekuensinya, serta yang dipengaruhi olehnya (Welsh dan McGimn, 
1998). Pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat di era 
otonomi ini akan menjadi dewan sekolah. Dalam pelaksanaannya, 
manajemen pendidikan harus lebih terbuka, accountable, 
mengoptimalkan partisipasi orang tua dan masyarakat, serta dapat 
mengelola semua sumber daya yang tersedia di sekolah dan 
lingkungannya untuk digunakan seluas-luasnya bagi peningkatan 
prestasi siswa dan mutu pendidikan pada umumnya (Sidi, 2003:20). 


Nilai dan kultur, serta matinya perasaan terdesak menjadi faktor 
penghadang dalam merealisasikan akuntabilitas pendidikan. 
Walaupun demikian, sebagaimana kita sudah melihat, proses 
reformasi pendidikan itu kompleks. Namun, agenda itu harus jelas dan 
sederhana, serta siap untuk dikomunikasikan ke stakeholders 
pendidikan, khususnya orangtua dan masyarakat. Bagi para peserta, 
proses reformasi harus mengatur dirinya sendiri berdasarkan 
pengalaman belajar yang bermanfaat luas. Oleh karena itu, hanya 
dengan kemauan dan visi perubahan niscaya prinsip akuntabilitas 
dapat membumi di sekolah (Connel, 2004:85). 


Perlu disadari bahwa, manajemen sekolah sangat berbeda 
dengan manajemen bisnis dan merupakan bagian dari manajmen 
Negara. Namun, manajemen sekolah tidak persis sama dengan 
manajemen Negara. Kalau manajemen Negara mengejar kesuksesan 
program baik rutin maupun pembagunan, maka manajemen sekolah 
mengejar kesuksesan pekembangan anak manusia melalui pelayanan- 
pelayanan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, manajemen 
bisnis maupun manejemen Negara tidak dapat diterapkan begitu saja 
dalam dunia pendidikan (Siagian, 1989:8). 


Pada saat ini tuntutan akan manajemen pendidikan yang 


accountable terus disuarakan banyak pihak, namun belum semua 
aparatus pendidikan menyambutnya. Karena hal ini sangat berkaitan 
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dengan persoalan kemauan, kemampuan, persepsi, dan kepercayaan 
pelaksana pendidikan dalam mengoptimalkan layanan pendidikan 
sesuai dengan prinsip accountable dan perkembangan zaman. Dalam 
hal ini, pemerintah juga sudah mengaturnya dalam PerMenDikNas No 
14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja pasal 1 ayat 1 
yang berbunyi: ”Setiap pimpinan unit utama di lingkungan 
Departemen Pendidikan Nasional wajib menyampaikan laporan 
perkembangan capaian kinerja unit kerjanya masing-masing termasuk 
unit pelaksana teknis yang jadi binaannya pada Rapat Pimpinan 
Tingkat Menteri setiap bulan.” 


Adapun visi dan misi pendidikan tinggi dalam era globalisasi 
meliputi: akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi kelembagaan, 
jaringa kerja sama, kompetitif dan kualitas yang ada dalam lembaga 
tersebut (Tilaar, 2004:110). 


A. Pengertian Akuntabilitas Pendidikan 


Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu: accomptare 
(mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar — computare 
(memperhitungkan) yang juga berasal dari kata putare (mengadakan 
perhitungan). Sedangkan kata itu sendiri tidak pernah digunakan 
dalam bahasa Inggris secara sempit tetapi dikaitkan dengan berbagai 
istilah dan ungkapan seperti keterbukaan (openness), transparansi 
(transparency), aksesibilitas (accessibility), dan berhubungan kembali 
dengan publik (reconnecting with the public). 


Akuntabilitas — adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja 
seseorang/badan — hukum/pimpinan suatu organisasi tentang 
pengeleloaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan 
kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media 
pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas 
kinerja) secara periodik kepada pihak yang memiliki hak/yang 
berkewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 
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Menurut J.B. Ghartey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban 
terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, 
kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Dengan 
demikian, maka akuntabilitas adalah suatu keadaan performan para 
petugas yang mampu bekerja dan dapat memberikan hasil kerja sesuai 
dengan kriteria yang telah di tentukan bersama, sehingga memberikan 
rasa puas kepada pihak lain yang berkepentingan. 


Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 
dan masyarakat. Menurut UU No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 


Sedangkan akuntabilitas pendidikan adalah suatu kewajiban 
untuk memberikan pertanggungjawaban/menjawab dan menerangkan 
kinerja institusi pendidikan kepada pihak yang memiliki hak, seperti: 
dinas pendidikan, masyarakat/orang tua peserta didik/publik tentang 
segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan dalam 
mengelola pendidikan. Akuntabilitas pendidikan merupakan 
paradigma pendidikan yang menuntut masyarakat untuk menjadi 
bagian dari terselenggaranya akuntabilitas pendidikan, bukan 
pengawas pendidikan. Karena unsur pengawasan hanya bersifat 
administrasi dan dilakukan oleh birokrasi. 


Semakin besar partisipasi masyarakat di dalam pendidikannya, 
maka semakin tinggi pula akuntabilitas pendidikan, termasuk di dalam 
relevansi pendidikan terhadap kebutuhan yang nyata dalam 
masyarakat. Demikianlah demokratisasi pendidikan menuntut 
desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dengan segala aspek di 
dalamnya, sehingga akan terwujud masyarakat madani yang 
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berdasarkan pada kebhinekaan budaya Indonesia yang secara 
keseluruhannya menentukan akuntabilitas pendidikan dan relevansi 
pendidikan (Tilaar, 2004:90). 


Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip 
keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan (pasal 47 ayat 1). Dalam 
memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut maka pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang 
ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 
4T ayat 2). Oleh karena itu, maka pengelolaan dana pendidikan harus 
berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang 
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (Peraturan Pemerintah pasal 48 ayat 2 
Tahun 2008). 


Hal ini berkaitan dengan masalah pengawasan pendidikan yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Bab XIX Pasal 66 ayat 1 dan 2 yang 
menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah. 
Pengawasan yang dimaksud dilakukan dengan prinsip transparansi 
dan akuntabilitas publik. Namun, jika berkaitan dengan unsur 
administrasi dan dana-dana dari pemerintah, maka sifatnya bukan lagi 
pengawasan, tetapi akuntabilitas pendidikan sebagai salah satu inti 
profesionalisme. 


Akuntabilitas pendidikan sebagai salah satu program dan 
kegiatan pendidikan hanya bisa terwujud apabila upaya pemberdayaan 
pengawas pendidikan dilakukan secara kontinuitas dan selalu 
konsisten, dengan pengawas pendidikan maka akuntabilitas 
pendidikan akan menjadi penopang utama untuk mewujudkan good 
governmant. 
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Akuntabilitas t : 
" Akreditasi 


Sedangkan pengawas kegiatan pendidikan menurut Ace (2007), 
harus melakukan sinergi dengan ketiga pilar, yakni: pemerintah 
swasta, pengusaha dan masyarakat secara serentak simultan dan 
seimbang. Selain itu pengawasan pendidikan juga harus melakukan 
koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 
untuk mencapai profesionalisme dalam akuntabilitas pendidikan. 


Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang 
dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip 
penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) menyebutkan bahwa 
pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta 
tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena 
pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 
3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, 
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 
layanan pendidikan. 


Apabila pendidikan disingkirkan dari tanggung jawab dan 
partsipasi masyarakat, maka pendidikan itu akan menjadi asing dari 
masyarakat karena tidak memberikan jawaban terhadap kebudayaan 
nyata. Dengan kata lain pendidikan yang terlepas dari masyarakat dan 
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budaya masyarakatnya, adalah kebudayaan yang tidak memiliki 
akuntabilitas. 


B. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas dalam 
Pendidikan 


1. Tujuan Akuntabilitas dalam Pendidikan 


Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya 
kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi 
akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula 
terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap 
sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. 


Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah 
dan kepuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam 
pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung 
jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Rumusan 
tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa akuntabilitas 
bukanlah akhir dari sistem penyelenggaran manajemen sekolah, tetapi 
merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi 
yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas 
baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah 
yang berkinerja tinggi. 


2. Manfaat Akuntabilitas dalam Pendidikan 
Akuntabilitas mampu membatasi ruang gerak terjadinya 
perubahan dan pengulangan, dan revisi perencanaan. Sebagai alat 
kontrol, akuntabilitas memberikan kepastian pada aspek-aspek penting 


perencanaan, antara lain (Mulyasa, 2004:25): 


a. Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia 
untuk memajukan sekolahnya, karena bisa lebih mengetahui 
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peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin 
dihadapi. 

Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya 
input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan 
didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat 
perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 

Pengambilan keputusan partisipatif yang dilakukan dapat 
memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolah lebih tahu apa 
yang terbaik bagi sekolahnya. 

Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif 
apabila masyarakat turut serta mengawasi. 

Keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan 
sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. 
Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan di 
sekolahnya kepada pemerintah, orang tua, peserta didik dan 
masyarakat. 

Sekolah dapat bersaing dengan sehat untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. 

Sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat yang berubah 
dengan pendekatan yang tepat dan cepat. 


C. Institusionalisasi Manajemen Pendidikan Sesuai 


dengan Jiwa Otonomi Daerah 


Pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat dan yang 


dimiliki oleh masyarakat lokal meminta lembaga-lembaga yang baru 
berdasarkan paradigma pengembangan dan kebudayaan yang telah 
dikemukakan. Dengan sendirinya kantor-kantor dinas vertikal seperti 
kanwil-kanwil dihapuskan. Sesuai dengan bentuk-bentuk otonomi 
daerah, desentralisasi, dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari 
pemerintah tingkat atas ke tingkat lebih rendah), dan tenaga 
perbantuan maka lembaga-lembaga yang ada di daerah perlu 
disesuaikan. 


Problematika Pendidikan Kontemporer - 52 


1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 


Dengan hilangnya kantor-kantor wilayah, maka yang ada di 
provinsi ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Tentunya 
fungsi utama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ialah 
melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi misalnya di dalam menjaga 
standar mutu pendidikan nasional. Dengan tugas ini Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi melakukan koordinasi di dalam berbagai 
bidang yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota misalnya 
penyediaan tenaga guru dan manajemen pendidikan, peningkatan 
mutu guru melalui program-program penataran dengan menggunakan 
lembaga-lembaga yang ada seperti Balai Penataran Guru dan 
universitas-universitas yang ada di daerah. Yang menjadi tugas 
pemerintah pusat ialah menyiapkan rambu-rambu yang dapat 
digunakan oleh daerah di dalam penyusunan kurikulumnya. 


Demikian pula tugas Badan Akreditasi Nasional yang selama 
ini sangat setralistik diubah menjadi Badan Akreditasi Regional yang 
harus dilepaskan dari unsur-unsur birokrasi yang sentralistis. Di dalam 
Badan Akreditasi Regional ini peranan masyarakat antar daerah sangat 
menentukan. 


Di dalam melaksanakan fungsi dan peranan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi adalah sangat menentukan jika bekerja sama 
erat dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di 
daerah harus berorientasi ke daerah dan bukan menjadi pengikut- 
pengikut setia pemerintah pusat dengan standarnya yang semu itu. 
Barangkali di setiap provinsi perlu diadakan suatu lembaga koordinasi 
pendidikan provinsi yang bukan merupakan suatu lembaga birokrasi. 


2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota 


Pada tingkat kabupaten/kota inilah terletak makna otonomi 
daerah. Oleh sebab itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi 
sangat penting karena akan merupakan lembaga yang menjalankan 
kegiatan pendidikan di kabupaten/kota. Hal ini berarti dinas tersebut 
harus memiliki kemampuan-kemampuan dari kegiatan perencanaan 


Problematika Pendidikan Kontemporer - 53 


sampai pada pelaksanaan evaluasi seluruh jenis dan tingkat 
pendidikan yang berada di kabupaten/kota tersebut. Sebagai lembaga 
yang mempersiapkan sumber daya manusia yang diperlukan oleh 
kabupaten, maka dinas ini perlu kerjasama yang sangat erat dengan 
sumber daya manusia di berbagai bidang, seperti: pertanian, industri, 
perdagangan, tambang, perhubungan dan sebagainya perlu 
diintegrasikan dengan rancangan pengembangan bidang pendidikan 
dan kebudayaan. Termasuk pula di sini pengembangan kebudayaan 
daerah yang terdapat di kabupaten/kota tersebut. 


Sebagaimana juga pada tingkat Provinsi, dinas pada tingkat 
kabupaten/kota perlu dibantu oleh suatu badan koordinasi 
pengembangan pendidikan di kabupaten/kota yang beranggotakan 
seluruh unsur masyarakat. Badan ini akan mengadakan berbagai usaha 
koordinasi segala sumber yang menguntungkan perkembangan 
pendidikan dan kebudayaan serta dapat mengatasi dan memanfaatkan 
sumber-sumber pendidikan secara optimal. Hal-hal yang merupakan 
tanggung jawab pemerintah pusat yang didekonsentrasikan kepada 
provinsi dapat dibicarakan bersama antar kabupaten/kota (Tilaar, 
2004:96-98). 


3. Hubungan Kemitraan antara Masyarakat Pemda 
Kabupaten, Pemda Provinsi, Pemerintah Pusat dan 
Universitas di dalam Pelaksanaan Pendidikan yang 
Berwawasan Kemitraan 


Seperti yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten mempunyai Otonomi 
yang seluas-luasnya, provinsi mempunyaai wewenang koordinatif, 
dan Pemerintah Pusat mempunyai wewenang di dalam menentukan 
kebijakan-kebijakan umum. Antara Pemda Kabupaten dengan Pemda 
Provinsi terdapat hubungan koordinatif dan konsultatif, sedangkan 
antara Pemda Provinsi dan Pemerintah Pusat terdapat hubungan 
akuntabilitas vertical (vertical accountability). Pertanggungjawaban 
vertikal adalah adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 
kepada otoritas yang lebih tinggi, misal pertanggungjawaban unit-unit 
kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban 
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pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat 
kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal (horizontal 
accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 


Apabila masyarakat dan Pemda Kabupaten terdapat 
akuntabilitas horizontal yang artinya kedua-duanya mempertanggung 
jawabkan kebijakan pendidikan terhadap masyarakat local, maka 
Pemda Provinsi dan Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab di 
dalam akuntabilitas vertikal misalnya di dalam penentuan standar 
pendidikan nasional, penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana 
keutuhan persatuan Negara. Pemda Provinsi yang mempunyai tugas 
koordinatif dan melaksanakan tugasnya untuk mengkoordinasikan 
kegiatan-kegiatan pendidikan dan kebudayaan antar Pemda-Pemda 
setempat (Tilaar, 2004:106). 


4. Pusat Jaringan Kerjasama Regional dalam Bidang 
Pendidikan 


Telah kita lihat perlunya suatu perubahan wawasan di dalam 
penyelenggaraan pendidikan yaitu memberikan peranan yang besar 
kepada masyarakat di dalam menyelenggarakan pendidikan. 
Masyaraka, bersama-sama dengan Pemda, bertanggungjawab terhadap 
mutu pendidikan di daerahnya. Penyelenggaraan tersebut dibantu oleh 
wewenang provinsi menkoordinasikan kegiatan-kegiatan pendidikan 
di daerahnya dengan bantuan Universitas di daerah. Oleh sebab 
pengalaman kita di dalam penyelenggaraan pendidikan yang lahir dari 
dan untuk masyarakat masih sangat baru, maka diperlukan saling 
membantu di dalam memberikan atau pertukaran informasi yang 
bermanfaat bagi masing-masing daerah. Dengan demikian 
pelaksanaan otonomi daerah di dalam bidang pendidikan dan 
kebudayaan akan lebih cepat dan lebih bermutu. Di dalam kaitan ini 
dirasa perlu adanya jaringan kerja sama. Sebagai ilustrasi, daerah Jawa 
dan Bali boleh dikatakan mempunyai karakteristik penduduk dan 
budaa serta ekologi yang hemogeni serta didukung oleh sarana 
transportasi yan lebih baik, memungkinkan dijalinnya jaringan kerja 
sama yang saling menguntungkan antar-daerah. 
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Melihat pada fungsi Universitas di daerah sebagai pusat yang 
mempunyai kemampuan dan kedudukan yang otonom maka lembaga 
universitas di daerah dapat dijadikan pusat jaringan kerja sama untuk 
masing-masing provinsi. Universitas di daerah tersebut brfungsi bukan 
hanya sebagai clearing house dari hasil uji-coba dan pusat informasi, 
tetapi juga dapat dijadikan sebagai mitra penarik gerbong reformasi 
pendidikan di daerah. 


Lulusan pendidikan yang dianggap telah memenuhi semua 
persyaratan dan memiliki kompetensi yang dituntut berhak mendapat 
sertifikat. Lembaga pendidikan beserta perangkat-perangkatnya yang 
dinilai mampu menjamin produk yang bermutu disebut sebagai 
lembaga terakreditasi (accredited). Lembaga pendidikan yang 
terakreditasi dan dinilai mampu untuk menghasilkan lulusan bermutu, 
selalu berusaha menjaga dan menjamin mutunya sehingga dihargai 
oleh masyarakat adalah lembaga pendidikan yang akuntabel. 
Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal 
dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut 
hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat, sekolah dan 
orang tua siswa, sekolah dan instansi di atasnya (Dinas pendidikan). 


Sedangkan akuntabilitas horisontal menyangkut hubungan 
antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite, 
dan antara kepala sekolah dengan guru. Komponen pertama yang 
harus melaksanakan akuntabilitas adalah guru. Hal ini karena inti dari 
seluruh pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar 
mengajar. Pihak pertama di mana guru harus bertanggung jawab 
adalah siswa. Guru harus dapat melaksanakan ini dalam tugasnya 
sebagai pengajar. Akuntabilitas dalam pengajaran dilihat dari 
tanggung jawab guru dalam hal membuat persiapan, melaksanakan 
pengajaran, dan mengevaluasi siswa. 


D. Pelaksana Akuntabilitas dalam Pendidikan 
Sejarah pertumbuhan peradaban manusia banyak menunjukkan 
bukti bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan 


keberlangsungan organisasi adalah kuat tidaknya kepemimpinan. 
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Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah 


kebijaka sekolah, yang akan menentukan bagaimanga tujuan-tujuan 
sekolah dan pendidikan dapat direalisasikan. Sehubungan dengan itu, 
kepemimpinan kepala sekolah yang efektif harus memenuhi kriteria 
berikut ini: 


1. 


2: 


Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 
pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. 

Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan. 

Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 
sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 
mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. 

Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai 
dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. 
Bekerja dengan tim manajemen. 

Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Mulyasa, 2004:126). 


Pelaksana akuntabilitas ditekankan pada guru, administrator, 


orang tua siswa, masyarakat serta orang-orang luar lainnya. Di dalam 
perencanaan participatory, yaitu perencanaan yang menekankan sifat 
lokal atau desentralisasi, berikut ini adalah pihak-pihak yang 
melaksanakan akuntabilitas: 


1. 


Guru, sebab guru yang paling banyak menangani dan bergaul 
denga siswa sebagi objek yang dididik dan sebagai subjek yang 
dikembangkan. Karena tujuan pendidikan adalah 
mengembangkan siswa melalui proses pendidikan. 
Administrator meliputi kepala sekolah, para kepala kantor 
pendidikan, para ketua jurusan, para dekan, para rektor. Karena 
pengaturan lembaga pendidikan secara keseluruhan ada di 
tangan mereka. 

Kelompok minoritas dengan adanya kelompok ini diharapkan 
ada perhatian yang lebih terhadap pendidikan anak-anaknya 
tergantung kepada kelompok tersebut agar pada perjalanan 


Problematika Pendidikan Kontemporer - 571 


zaman tidak saling menguasai satu sama lain di antara 
kelompok yang ada. 

4. Orang tua siswa. Karena tanggung jawab pendidikan tidak 
hanya terletak pada personalia pendidikan di lembaga 
pendidikan, melainkan juga pada orang tua dan masyarakat. 
Orang tua dan masyarakat perlu bekerjasama membina anak- 
anak agar pendidikan di sekolah dan di rumah menjadi 
singkron. 

5. Ahli psikometri, mereka diajak untuk menemukan konsep- 
konsep baru dan tempat konsultasi dalam pembuatan tes. 

6. Orang-orang luar lainnya. Yaitu semua orang yang ada di 
dalam lingkungan pendidikan yang ikut andil dalam 
pengembangan pendidikan, misal warga masyarakat dan tokoh- 
tokoh masyarakat (Pidarta, 2005:35). 


Sedangkan urutan akuntabilitas pada personalia yaitu: 


1. Manajer/administrator/ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya 
sebagai manajer. 

2. Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas 
keberhasilan perencanaan. Ketua perencana adalah dekan, 
rektor, kepala sekolah, atau pimpinan unit kerja lainnya. 

3. Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas 
karena mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan 
mengendalikan implementasinya di lapangan. 

4. Konsultan, para ahli perencana yang menjadi konsultan. 

5. Para pemberi data, harus memiliki performan yang kuat 
mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan data 
yang selalu siap dan akurat. 


E. Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pendidikan 


Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan 
manejemen sekolah mendapat relevansi ketika pemerintah 
menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan pemberian 
kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan manajemen sesuai 
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dengan kekhasan dan kebolehan sekolah. Dengan pelimpahan 
kewenangan tersebut, maka pengelolan manajemen sekolah semakin 
dekat dengan masyarakat yang adalah pemberi mandat pendidikan. 
Oleh karena manajemen sekolah semakin dekat dengan masyarakat, 
maka penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan merupakan hal yang 
tidak dapat ditunda-tunda. 


Akuntabilitas pendidikan juga mensyaratkan adanya manajemen 
yang tinggi. Misalnya di Indonesia hari ini telah lahir manajemen 
berbasis sekolah (MBS), yang bertumpu pada sekolah dan masyarakat. 
Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah lembaga-lembaga 
pendidikan melaksanakan usaha-usahanya. Ada tiga hal yang 
memiliki kaitan, yaitu kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. 


Selain itu dalam hal keteladan, seperti disiplin, kejujuran, 
hubungan dengan siswa menjadi penting untuk diperhatikan. 
Tanggung jawab guru selain kepada siswa juga kepada orang tua 
siswa. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, 
tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. 
Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya 
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Baik sumber- 
sumber penerimaan, besar kecilnya penerimaan, maupun 
peruntukkannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola. 
Pengelola keuangan yang bertanggung jawab akan mendapat 
kepercayaan dari warga sekolah dan masyarakat. Sebaliknya pengelola 
yang melakukan praktek korupsi tidak akan dipercaya. Akuntabilitas 
tidak saja menyangkut sistem tetapi juga menyangkut moral individu. 


Jadi, moral individu yang baik dan didukung oleh sistem yang 
baik akan menjamin pengelolaan keuangan yang bersih, dan jauh dari 
praktek korupsi. Akuntabilitas juga semakin memiliki arti, ketika 
sekolah mampu mempertanggungjawabkan mutu outputnya terhadap 
publik. Sekolah yang mampu mempertanggungjawabkan kualitas 
outputnya terhadap publik, mencerminkan sekolah yang memiliki 
tingkat efektivitas output tinggi. Sekolah yang memiliki tingkat 
efektivitas outputnya tinggi, akan meningkatkan efisiensi eksternal. 
Bagaimana sekolah mampu mempertanggungjawabkan kewenangan 
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yang diberikan kepada publik, tentu menjadi tantangan tanggung 
jawab sekolah. 


Headington (2000:36) berpendapat ada tiga dimensi yang 
terkandung dalam akuntabilitas, yaitu moral, hukum, dan keuangan. 
Ketiganya menuntut tanggung jawab dari sekolah untuk 
mewujudkannya, tidak saja bagi publik tetapi pertama-tama harus 
dimulai bagi warga sekolah itu sendiri, misalnya akuntabilitas dari 
guru. Secara moral maupun secara formal (aturan) guru memiliki 
tanggung jawab bagi siswa maupun orang tua siswa untuk 
mewujudkan proses pembelajaran yang baik. Tidak saja guru tetapi 
juga badan-badan yang terkait dengan pendidikan (Headington, 
2000:36). 


1. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pendidikan 


Dalam pelaksanaan akuntabilitas pendidikan perlu 
memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan sebagai berikut: 


a. Harus ada komitmen dari pimpinan mulai dari pimpinan 
Diknas, Dinas pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota, Pimpinan Sekolah untuk melakukan 
pengelolaan pelaksanaan misi pendidikan Nasional agar 
akuntabel. 

b. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan 
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang— 
undangan yang berlaku. 

c. Harus dapat menunujukkan tingkat pencapaian tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan. 

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 
manfaat yang diperoleh. 

e. Harus obyektif, jujur, transparan dan inovatif sebagai 
katalisator perubahan di lingkungan Depdikbudnas, Dinas 
Pendidikan, Lembaga penyelenggara pendidikan dalam bentuk 
peutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan 
penyusunan laporan akuntabilitas. 
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f. Akuntabilitas juga harus meyajikan penjelasan deviasi antara 
realisasi dan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam 
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 


2. Perencanaan Strategis 


Dalam sistem akuntabilitas pelaksanaan kinerja, perencanaan 
strategis merupakan awal suatu mandat. Setiap perencanaan pada 
umumnya memiliki satu tujuan perencanaan yang mencakup langkah 
keseluruhan perencanaan, mulai perencanaan strategi sampai 
keperencanaan operasional. Dengan demikian proses perencanaan 
melalui tahap-tahap seperti: 


a. Menentukan kebutuhan dasar antisipasi terhadap perubahan 
lingkungan/masalah yang muncul. 

b. Melakukan forecasting, menentukan program, tujuan, misi 

perencanaan. 

Menspesifikasi tujuan. 

Menentukan standar performan. 

Menentukan alat/metode/alternatif pemecahan. 

Melakukan implementasi dan menilai. 

Mengadakan reviu. 


og MP AO 


Untuk memiliki akuntabilitas diperlukan syarat yaitu pembinaan 
profesi para petugas pendidikan, pembinaan merupakan dasar untuk 
meningkatkan akuntabilitas. Kondisi pendidikan yang diperlukan para 
petugas pendidikan adalah: 


a. Ada pembinaan profesi terhadap para petugas pendidikan 
melalui belajar secara formal, maupun pembinaan langsung dari 
pihak manajer atau petugas-petugas pendidikan yang senior. 

b. Pendidikan yang desentralisasi lebih mudah untuk melakukan 
pengawasan dalam perencanaan. 

c. Kekompakan dan kebersamaan perlu ditingkatkan untuk 
memudahkan dalam akuntabilitas kegiatan. 
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d. 


Penilaian dan kontrol dilakukan oleh pihak atasan petugas 
bersangkutan bersama-sama dengan warga masyarakat dan 
petugas kantor pendidkan setempat. 


Dalam perencanaan pendidikan partisipatori, akuntabilitas 


pendidikan terdiri atas (Pidarta, 2005:85): 


a. 


b. 


Misi/tujuan perencanaan, perencanaan akuntabilitas pendidkan 
juga ditujukan pencapaian tujuan perencanaan. 

Desain perencanaan, desain atau konsep perencanaan yang 
mencakup perencanaan strategi, perencanaan operasional, dan 
perencanaan anggaran serta perencanaan personalia semua 
ditujukan agar misi perencanaan tercapai yang ditujukan 
kepada konsep atau desain perencanaan. 


. Implementasi dan aplikasi perencanaan, akuntabilitas ditujukan 


kepada implementasi atau uji coba konsep tersebut beserta 
aplikasinya pada wilayah yang lebih luas setelah perencanaan 
itu berhasil. 


Sedangkan menurut Koppel, terdapat lima dimensi dari 


akuntabilitas dalam menentukan strategis, di dalamnya harus memuat: 


Transparansi (Transparancy) 

Transparansi merupakan instrumen yang paling penting untuk 
menilai kinerja organisasi. Dalam prakteknya, transparansi 
mensyaratkan bahwa birokrasi merupakan subyek untuk 
direview dan ditanya secara reguler . Sebuah organisasi publik 
yang transparan akan memberikan akses kepada masyarakat, 
media, kelompok kepentingan serta pihak lainnya yang tertarik 
dengan aktivitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan 
dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah 
menunjukkan fakta terkait kinerjanya. 


Mengena (Liability) 

Konsep yang memasukkan kesalahan ke dalam transparansi. 
Artinya, seorang individu atau organisasi harus liable untuk 
tindakan mereka, siap dihukum apabila melakukan kesalahan 
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dan siap untuk mendapatkan penghargaan apabila berhasil. 
Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban 
apakah sebuah organisasi menghadapi konsekuensi terkait 
kinerjanya. 


c. Pengawasan (Controllability) 
Merupakan konsep yang dominan dalam akuntabilitas. Konsep 
ini merupakan titik awal dalam melakukan analisa terhadap 
akuntabilitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan dapat 
memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah 
melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. 


d. Tanggung jawab (Responsibility) 

Konsep yang menekankan bahwa birokrat dan organisasi dapat 
dibatasi oleh hukum, aturan dan norma. Tanggungjawab dapat 
mengambil berbagai bentuk diantaranya bentuk formal maupun 
informal standar maupun norma dalam berperilaku. Melalui 
standar tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku yang 
lebih baik. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan 
jawaban apakah sebuah organisasi telah mengikuti 
aturan/standar yang ada. 


e. Ketanggapan (Responsiveness) 
Konsep mengenai perhatian organisasi terhadap ekspresi 
langsung atau kebutuhan dan keinginan dari konstituen 
organisasi berdasarkan perintah dari pejabat yang dipilih. 
Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban 
apakah organisasi telah memenuhi harapan (permintaan, 
keinginan) secara substansial. 
Transparansi dan liability adalah dimensi dasar yang menjadi 
pondasi bagi dimensi lainnya. 


3. Langkah-Langkah dalam Menentukan Akuntabilitas 


Mengingat pentingnya akuntabilitas dalam pendidikan, maka 
keterwujudan akuntabilitas menjadi syarat mutlak untuk keberhasilan 
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dalam pendidikan di Indonesia, maka langkah-langkah yang dapat 
ditempuh yaitu (Pidarta, 2005:178): 


bo MP ROG 


Langkah- langkah menentukan akuntabilitas menurut Morhet: 


Kembangkan kriteria performan untuk setiap program. 
Siapkan pemeriksaan yang bebas untuk mengukur performan. 
Siapkan laporan kepada masyarakat tentang hasil pengukuran. 


Langkah-langkah menetukan akuntabilitas menurut Mc Ashan: 


Tentukan tujuan secara jelas dan nyatakan siapa yang 
bertanggung jawab. 

Tujuan dijabarkan sespesifik mungkin sehingga dapat diukur. 
Garis otoritas ditentukan. 

Kondisi tempat tanggung jawab ditentukan secara spesifik. 
Penilaian dilakukan untuk menentukan akuntabilitas seseorang. 


Dari dua pendapat tersebut dapat diintegrasikan menjadi: 


Tentukan tujuan program yang dikerjakan. 

Progran yang dioperasikan harus spesifik. 

Tempat dan kondisi tempat kerja ditentukan. 

Otoritas dan kewenangan setiap petugas ditentukan. 

Tentukan pengukur bebas. 

Pengukuran dilakukan secara incidental, berkala dan terakhir. 
Hasil pengukuran dilaporkan kepada orang-orang yang terkait 
pada pendidikan. 


Pemanfaatan akuntabilitas dalam pendidikan dan perencanaan 


pendidikan adalah sebagai berikut: 


a. 


b. 


Kebutuhan akan tujuan program sesuai dengan lapangan 
pekerjaan. 

Kriteria performan para petugas pendidikan dan para 
pelaksanaan implementasi perencanaan ditentukan. 
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c. Pemeriksaan secara tepat tentang proses pendidikan dan 
implementasi perencanaan serta hasil-hasil yang dicapai sesuai 
dengan rencana semula perlu dilakukan. 

d. Mutu dan kuantitas pendidikan dalam lembaga termasuk 
perencanaan pendidikannya harus dijaga agar tidak sampai 
menurun mutu dan kuantitasnya. 

e. Intensitas bukan hanya membayar tenaga dan fikiran para 
pelaksana pendidikan dan para perencana, tetapi juga 
menghargai jasa-jasa mereka sebagai profesional. 


Akuntabilitas sebagai alat kontrol dalam perencanaan kegiatan. 
Suatu perencanaan tidak akan berubah pada pelaksanaan bila 
dilakukan dengan konsep perencanaan yang baik yang 
diimplementasikan terhadap program maupun alat dan metode 
kerjanya. Hal-hal yang relatif dalam perencanaan pendidikan dengan 
dimanfaatkannya akuntabilitas adalah: 


a. Tujuan atau performan yang ingin dicapai. 

b. Program atau tugas yang harus dikerjakan untuk tercapainya 

tujuan. 

Cara atau performan pelaksanaan dalam mengerjakan tugas. 

d. Alat atau metode yang sudah jelas, dana yang dipakai, dan lama 
bekerja yang semua sudah tertuang dalam alternatif 
penyelesaian yang eksak/nyata. 

e. Lingkungan tertentu tempat program dilaksanakan juga sudah 
ditentukan secara jelas dan lengkap dengan situasi dan 
kondisinya. 

f. Insentif pelaksanaan sudah ditntukan dengan baik. 


sg) 


Hal-hal ini dapat dilaksanakan dengan tepat, dengan asumsi 
bahwa kondisi dan situasi tidak berubah serta dilakukan dengan 
landasan perencanaan yang benar. Karena masing-masing unsur 
sudah berjalan dengan sendirinya sesuai dengan mekanisme kerjanya 
sendiri-sendiri. 


Selain akuntabilitas sebagai alat kontrol, alat kontrol yang lain 
yang dipakai yaitu: 
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a. Alat-alat visual seperti PERT (Programe Evaluation Review 
Technigue), CPM (Critical Path Methode), Peta Gantt, dan 
macam grafik. 

b. Komputer. 

c. Laporan tertulis. 

d. Pertemuan staf secara berkala. 

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 


Akuntabilitas dalam Pendidikan 


Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, 


yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan- 
aturan dan tradisi organisasi, tapi faktor orang menyangkut motivasi, 
persepsi dan nilai-nilai yang dianutnya yang mempengaruhi. 


Sedangkan beberapa faktor yang mendukung terwujudnya 


akuntabilitas dalam lembaga pendidikan, yaitu: 


1. 


Kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik, akan 
berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional Kepala 
Sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif 
dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di 
sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar. 

Kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap 
pendidikan. Faktor eksternal yang akan turut menentukan 
keberhasilan akuntabilitas adalah kondisi tingkat pendidikan 
orang tua siswa dan masyarakat. Kemampuan dalam membiayai 
pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk 
terus belajar. 

Dukungan Pemerintah. Faktor ini sangat menentukan efektivitas 
implementasi akntabilitas dalam lembaga pendidikan, terutama 
bagi sekolah yang kemampuan orang tua/masyarakatnya relatif 
belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan 
pendidikan. Alokasi dana pemerintah APBN, APBD dan 
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G. 


pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah menjadi 
penentu keberhasilan. 

Profesionalisme. Faktor ini sangat strategis dalam upaya 
menentukan mutu dan kinerja sekolah. Tanpa profesionalisme 
Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas akan sulit dicapai proses 
belajar mengajar yang bermutu tinggi serta prestasi siswa 
(Slamet, 2005:73). 


Upaya Peningkatan Akuntabilitas dalam Dunia 
Pendidikan 


Menurut Slamet (2005:6) ada delapan hal yang harus 


dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas: 


1. 


2. 


Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem 
akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban 
Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem 
pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem 
pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. 

Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan 
menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun 
anggaran. 

Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja 
sekolah dan disampaikan kepada stakeholders. 

Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan 
pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/ 
stakeholders di akhir tahun. 

Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan 
publik. 

Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang 
akan memperoleh pelayanan pendidikan. 

Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan 
komitmen baru. 


Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan 


dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Jika sekolah mengetahui 
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sumber dayanya, maka dapat lebih mudah digerakkan untuk 
mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas. Sekolah dapat 
melibatkan stakeholders untuk menyusun dan memperbaharui sistem 
yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di 
sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan 
pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu 
stakeholders sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang 
ada. 


Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam 
pendidikan dapat dilihat pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan 
oleh Slamet (2005:7) yaitu: 


1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap 
sekolah. 

2. Yumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai 
terhadap penyelenggaran pendidikan di sekolah. 

3. Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan 
nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. 


Ketiga indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk 


mengukur apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai 
hasil sebagaimana yang dikehendaki atau belum. Wallhu A'lam. 
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Bab 


Liberalisasi Pendidikan 


Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan vital bagi semua 
manusia, sebagai wadah pengembangan potensi manusia, pendidikan 
sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab II Pasal 3, 
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab. Pendidikan adalah salah satu sendi terpenting 
dalam Agama Islam. Mungkin atas pandangan inilah kaum liberal 
menganggap perlu meliberalkan dunia pendidikan. Fenomena ini 
di sejumlah lembaga pendidikan agama Islam bukanlah hal baru. 
Sejak awal berdirinya, berbagai aliran pemikiran dan paham ideologi 
tumbuh subur didalamnya. 


Berbagai kasus pemikiran dan perilaku yang terjadi ternyata 
tidak terlepas dari upaya westernisasi negeri-negeri Islam yang 
dipelopori oleh Amerika, Inggris dan sekutunya. Melalui badan dunia 
PBB dan yayasan-yayasan internasional, Barat beserta para kapitalis 
melancarkan serangannya dengan menyusun program dan strategi 
liberalisasi pendidikan ke negara target maupun langsung ke lembaga 
pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Konspirasi 
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liberalisasi pendidikan ini merupakan kelanjutan dari upaya Barat 
menghapuskan peradaban Islam dan mencegah tegaknya kembali 
syariat Islam. 


A. Pengertian Liberalisasi Pendidikan 


Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan 
filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa 
kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara 
umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, 
dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham 
liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah 
dan agama. Dalam masyarakat moderen, liberalisme akan dapat 
tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama- 
sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. 


Pada tahun 2007 Indonesia di bawah pimpinan Susilo Bambang 
Yudhiyono dan Jusuf Kalla, mereka menggagas RUU BHP 
(Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan) yang 
akhirnya berhasil disahkan menjadi UU BHP. Salah satu PERPRES 
yang dikeluarkan waktu itu adalah Perpres No. 17/2007 yang 
mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu bidang terbuka bagi 
penanaman modal asing. Ini kemudian membuka ruang bagi investor 
asing sebanyak 494. Karena mendapat kritikan dari berbagai 
golongan, maka pada tahun 2010 UU BHP dicabut sehingga 
muncullah PP. No. 66/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan. Lembaga pendidikan negeri yang semula bersatus BHMN 
(Badan Hukum Milik Negara) dicabut dan difungsikan kembali 
menjadi PTN. Tetapi itu semua tidak mampu mencegah terpaan 
liberalisai pendidikan, sehingga pada tahun ini dikeluarkan kebijakan 
RUU PT (Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi), peralihan 
dari BHP. RUU PT ini kemudian lagi-lagi membuka peluang bagi 
para pemilik modal asing untuk kembali menanamkan saham di 
wilayah pendidikan, termuat dalam pasal 114, di dalam pasal ini 
perguruan tinggi negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan di 
Indonesia (ayat 1). Prosesnya dilakukan melalui kerjasama dengan 
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perguruan tinggi Indonesia dan mengangkat dosen serta tenaga 
kependidikan dari warga Negara Indonesia (ayat 2). Pasal ini terkesan 
menipu sebab berada terpisah dari pasal lain mengenai 
internasionalisasi. Padahal, justru subtansi dari internasionalisasi 
terdapat pada pasal ini, dengan bolehnya perguruan tinggi negara lain 
masuk ke Indonesia tanpa ada filter kultural, seperti kata Anthony 
Giddens “pendidikan akan menjadi tidak terkontrol jika dari segi etik 
dan budaya. 


Pendidikan yang ada semakin menindas kaum marjinal 
sehingga hanya memberi kesan bahwa hanya orang kaya yang boleh 
mengenyam pendidikan. Kondisi ini berawal dari didirikannya World 
Trade Organization (WTO) yang berada di luar sistem PBB pada 
tahun 1995, negara ekonomi yang maju yang dipelopori antara lain 
Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan New Zealand telah berjaya 
mendorong kesepakatan umum tentang perdagangan dan tarif 
(GATT), kesepakatan umum tentang perdagangan dan jasa (GATS), 
Word Bank. 


GATS adalah kerangka aturan tentang liberalisasi perdagangan 
internasional dalam bidang jasa, yang menetapkan 12 bidang jasa 
komersil yang dapat diperdagangkan secara internasional. 
Diantaranya, lima bidang usaha jasa pendidikan, yaitu jasa pendidikan 
dasar, jasa pendidikan menengah, jasa pendidikan tinggi, jasa 
pendidikan non formal, dan jasa pendidikan lainnya. Sebagai salah 
satu negara yang ikut menandatangani kesepakatan GATS, Indonesia 
didesak untuk ruang dan meliberalisasi bidang pendidikan kepada 
penyedia jasa dari luar negeri. 


B. Konsep Ideologi Liberalisasi Pendidikan 
1. Ideologi Liberalisasi Pendidikan 


Dalam sudut pandang liberal terdapat tiga ungkapan yang 
menjadi konsep terbentuknya liberalisasi pendidikan yaitu liberalisme 
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pendidikan, liberasionisme pendidikan dan anarkisme pendidikan. 
Penjelasan ketiga istilah tersebut adalah sebagai berikut: 


a. Liberalisme pendidikan 


Secara etimologi liberalisme pendidikan terdiri dari dua suku 
kata yaitu “liberalisme” dan “pendidikan”. Kedua kata tersebut 
memiliki definisi yang berbeda antara yang satu dengan yang 
lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia liberalisme 
adalah usaha perjuangan menuju kebebasanDan dalam istilah 
asing liberalisme diambil dari bahasa Inggris, yang berarti 
kebebasan. Kata ini kembali kepada kata “Iiberty” dalam bahasa 
Inggrisnya, atau “liberte” menurut bahasa Perancis, yang 
bermakna bebas. 

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry mendefinisikan 
liberalisme sebagai paham yang menekankan kebebasan 
individu atau partikelir, filsafat sosial politik, dan ekonomi yang 
menekankan atau mengutamakan kebebasan individu untuk 
mengadakan perjanjian, produksi, konsumsi, tukar-menukar, 
dan bersaing serta hak milik partikelir (swasta) terhadap semua 
macam barang. 


b. Liberasionisme pendidikan 


Dalam pandangan kaum liberasionis, sasaran puncak 
pendidikan adalah berupa penanaman pembangunan kembali 
masyarakat mengikuti alur yang benar-benar berkemanusiaan 
(humanistik). Sepenuhnya menekankan pada potensi-potensi 
khas setiap orang sebagai makhluk manusia. “Oniel 
berpendapat, terdapat tiga corak dalam liberasionisme 
pendidikan yaitu liberasionisme reformis, liberasionisme 
radikal, dan liberasionisme revolusioner. 


Aliran liberasionisme reformis relatif konservatif dan 
merupakan gerakan yang menuntut keadilan (hak-hak setara dan 
peran serta) dalam sistem yang ada. Sedangkan liberasionisme 
radikal menggunakan sekolah-sekolah untuk mengkritik dan 
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membangun kembali dasar-dasar kebudayaan. Berusaha secara 
radikal memperbaiki lembaga-lembaga tertentu yang paling 
fundamental dalam menyangga masyarakat. Adapun 
liberasionisme — pendidikan dalam pandangan  “Oniel 
menganggap bahwa karena sekolah-sekolah adalah lembaga 
yang melayani kepentingan-kepentingan budaya pada umumnya 
dan karena budaya itu sendiri adalah kekuatan pendidikan 
utama dalam kehidupan anak, sekolah-sekolah tidak dapat 
berharap secara realistis untuk membangun kembali masyarakat 
melalui kritik internal apapun juga terhadap praktik-praktik 
yang ada (Subagja, 2010:57-58). 


. Anarkisme pendidikan 


Anarkisme pendidikan adalah sudut pandang yang membela 
pemusnahan seluruh kekangan kelembagaan terhadap 
kebebasan manusia, sebagai jalan untuk mewujudkan potensi- 
potensi manusia yang telah dibebaskan sepenuhnya. Dalam 
pandangan “Oniel terdapat tiga corak anarkisme pendidikan 
yaitu: 1) Anarkisme taktis. Kaum anarkisme taktis merasa 
bahwa masyarakat mendidik individu secara jauh lebih efektif 
jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang sejenisnya. 2) 
Anarkisme revolusioner. Kaum Anarkisme revolusioner 
menganggap sekolah-sekolah sebagai alat (dari) budaya yang 
dominan. Lantaran itu, sekolah bukan saja tak berguna sebagai 
gugus depan pembaharuan/perombakan sosial yang punya arti 
penting. Sekolah-sekolah tersebut dalam pandangan mereka 
malah menjadi para penjaga gerbang utama status guo 
kemapanan. 3) Anarkisme Utopis, yang membayangkan 
terciptanya sebuiah masyarakat yang bebas dan terbatas dari 
seluruh kekangan kelembagaan apapun juga. 


Secara umum anarkisme pendidikan memiliki ciri-ciri 
pemikiran gerakan yaitu : 1) menganggap bahwa pengetahuan 
adalah sebuah keluaran sampingan (by product) alamiah dari 
kehidupan sehari-hari. 2) menganggap kepribadial individual 
sebagai sebuah nilai yang melampaui tuntutan-tuntutan 
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masyarakat manapun. 3) menekankan pilihan bebas dan 
penentuan nasib sendiri dalam latar belakang sosial yang bebas 
dan humanistik (berorientasi pada pribadi). 4) Menganggap 
pendidikan sebagai sebuah fungsi alamiah dari kehidupan 
sehari-hari dalam lingkungan sosial yang rasional dan produktif. 
5) memusatkan kepada perkembangan sebuah “masyarakat 
pendidikan” yang melenyapkan atau secara radikal 
meminimalisir keperluan akan adanya sekolah-sekolah formal, 
juga seluruh kekangan lembaga lainnya atas prilaku personal. 


C. Tujuan Pendidikan Dalam Ideologi 
Liberalisasi Pendidikan 


Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat, setiap 
manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia 
berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab manusia tanpa 
pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan 
terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan 
untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, 
disamping memiliki budi pekerti yang baik. 


Menurut Soetopo, agar mencapai target tersebut bukan tugas 
yang ringan, tetapi perlu rancangan dan arah yang jelas dari proses 
pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, tidak salah setiap proses 
pendidikan dari awal telah memiliki atau menentukan tujuan agar 
target yang diharapkan dapat terwujud. Namun, walaupun demikian 
bukan berarti setiap pendidikan yang digalakkan antara yang satu 
dengan yang lain memiliki tujuan yang sama, melainkan, tergantung 
orientasi dari masing-masing pendidikan yang semuanya dapat 
dipengaruhi baik oleh zaman, budaya, dan pandangan hidup. 


Selain itu, ada juga ahli didik yang menitikberatkan kepada 
ketuhanan atau agama. Semua pendidikannya diarahkan agar anak 
didik selalu berbakti kepada tuhannya dan untuk mempersiapkan 
untuk hidup di akhirat nanti. Sebaliknya, menurut Soetopo banyak 
pula orang yang lebih mengutamakan keduniawian mereka mendidik 
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anak untuk dapat dan sanggup hidup di dunia yang penuh dengan 
rintangan dan kesukaran, yang harus diatasinya, untuk dapat mencapai 
kebahagian hidupnya. 


Ditinjau dari sudut pandang anak didik sebagai mahluk 
individu dan masyarakat, muncul apa yang disebut sebagai 
pendidikan individual dan pendidikan kemasyarakatan. Atas dasar itu, 
terdapat dua tokoh yang memiliki pandangan berbeda mengenai 
tujuan pendidikan tersebut. Misalnya, J.J Rousseau lebih 
mementingkan pendidikan individual dari pada masyarakat. Dia 
berpendapat bahwa manusia itu ketika dilahirkan adalah baik, suci, 
dan kebanyakan anak itu menjadi rusak karena manusia itu sendiri 
atau karena masyarakat. 


Berbeda dengan itu, John Dewey, seorang ahli filsafat dan ahli 
didik bangsa Amerika berpendapat bahwa pendidikan kemasyarakatan 
lebih penting dari pendidikan individual. Tujuan pendidikan menurut 
Dewey adalah membentuk manusia untuk menjadi warga negara yang 
baik (Subagja, 2010:61). 


Menurut John Dewey, tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan 
dalam dua kategori, yaitu means dan ends. Means merupakan tujuan 
yang berfungsi sebagai alat yang dapat mencapai ends. Means adalah 
tujuan “antara”, sedangkan ends adalah “tujuan”. Dari kedua kategori 
ini tujuan pendidikan harus memiliki tiga kriteria, yaitu (1) Tujuan 
harus dapat menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada 
kondisi yang sudah ada, (2) Tujuan itu harus fleksibel, yang dapat 
disesuaikan dengan keadaan:(3) Tujuan itu harus mewakili kebebasan 
aktifitas (Suharto, 2011:109). 


Sedangkan Langeveld seperti dikutip Seotopo mengutarakan 
macam-macam tujuan pendidikan sebagai berikut: 


a. Tujuan Umum (tujuan sempurna, tujuan akhir, dan tujuan 


bulat), yaitu tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya 
menjadi tujuan orang tua atau pendidik lain. 
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b. tujuan-tujuan tak sempurna yaitu, tujuan mengenai segi-segi 
kepribadian manusia yang tertentu dan hendak di capai dengan 
pendidikan, yaitu segi-segi yang berhubungan dengan nilai-nilai 
kehidupan tertentu, seperti keindahan, kesusilaan, keagamaan, 
kemasyrakatan, seksual, kecerdasan dan sosial. 

c. Tujuan-tujuan sementara, merupakan tempat penghentian 
sementara pada jalan yang menuju tujuan umum. Seperti, anak- 
anak di latih untuk belajar kebersihan, belajar berbicara, belajar 
berbelanja, belajar bermain bersama teman-temannya. 

d. Tujuan-tujuan perantara, yaitu tujuan yang bergantung pada 
tujuan-tujuan sementara. Umpamanya tujuan sementara ialah 
anak didik harus belajar membaca dan menulis. 

e. Tujuan insidental, yaitu tujuan yang hanya sebagai kejadian- 
kejadian yang merupakan saat-saat terlepas pada jalan menuju 
kepada tujuan umum. 


Seperti halnya tujuan-tujuan pendidikan sebagaimana telah di 
utarakan di atas, aliran-aliran atau idiologi-idiologi liberalisasi 
pendidikan memiliki pandangan masing-masing dalam menentukan 
tujuan pendidikan. Aliran liberalisme pendidikan bependapat bahwa 
tujuan pendidikan secara keseluruhan adalah untuk mempromosikan 
prilaku personal yang efektif. Bagi pemegang aliran liberasionisme 
pendidikan, tujuan utama pendidikan adalah untuk mendorong 
pembaharuan-pembaharuan sosial yang perlu, dengan cara 
memaksimalkan kemerdekaan personal di dalam sekolah, serta dengan 
cara membela kondisi-kondisi yang lebih manusiawi dan 
memanusiakan di dalam masyarakat secara umum. 


Sementara itu, aliran anarkisme pendidikan berargumen bahwa 
tujuan utama pendidikan adalah untuk membawa pembaharuan atau 
perombakan berskala besar dan segera, di dalam masyarakat, dengan 
cara menghilangkan persekolahan wajib (Suharto, 2011:63-64). 


Beberapa argumen dari aliran-aliran pendidikan tersebut hanya 


berpandangan secara parsial dalam penyelesaian permasalahan tujuan 
pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan Islam yang universal 
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adalah membentuk kepribadian anak didik yang kuat jasmani, rohani 
dan nafsaniyah (jiwa), yakni kepribadian muslim yang dewasa. 


D. Peranan Sekolah dalam Ideologi Liberalisasi 
Pendidikan 


Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menghendaki 
kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang- 
ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum- 
kurikulum yang bertingkat. Sekolah adalah bangunan atau lembaga 
untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi 
pelajaran. 


Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa begitu 
besarnya peran sekolah dalam pengajaran kurikulum pendidikan 
kepada peserta didik. Mengingat besarnya peran sekolah, maka sangat 
perlu adanya kurikulum yang sesuai dengan konsep dasar Islam, yaitu 
Al-Ouran dan As-Sunnah. Agar nantinya peserta didik dapat 
membentengi diri dari hal-hal yang merusak pendidikan itu sendiri. 


Sekolah secara berangsur-angsur mengubah anak manja 
menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab. Sekolah mengambil 
anak dari temannya, melalui tingkatan-tingkatan yang ditetapkan 
dengan seksama, dibawa ke suatu prototipe dunia pekerjaan. Mereka 
menamatkan anak yang sempurna dan meluluskan orang yang 
sempurna. 


Dalam memandang arti penting sekolah para penganut aliran 
liberalisasi pendidikan memiliki pendapat yang berbeda-beda, 
diantaranya aliran anarkisme pendidikan berpendapat bahwa sistem 
persekolahan formal harus dihapuskan sepenuhnya dan diganti dengan 
sebuah pola belajar sukarela serta mengarahkan diri sendiri, akses 
yang bebas dan universal ke bahan-bahan pendidikan serta 
kesempatan-kesempatan belajar mesti disediakan namun tanpa sistem 
pengajaran wajib. 
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1. 


Sementara itu aliran liberalisasi pendidikan lain yang masih 
menganggap arti penting peranan sekolah mengatakan bahwa peranan 
atau sasaran berdirinya sekolah adalah: 


Untuk menyediakan informasi dan ketrampilan-ketrampilan 
yang diperlukan oleh siswa untuk belajar secara efektif bagi 
dirinya sendiri. 

Untuk mengajar para siswa bagaimana cara memecahkan 
masalah praktis lewat penerapan tatacara-tatacara penyelesaian 
masalah secara individual maupun kelompok yang didasarkan 
pada metode-metode ilmiah rasional. 

Sementara itu aliran liberasionisme pendidikan mendasari 
perlunya pendirian sekolah dengan tiga alasan utama yaitu: 


a. 


b. 


Untuk membantu para siswa mengenali dan menanggapi 
kebutuhan akan pembaharuan atau perombakan sosial. 
Untuk menyediakan informasi dan ketrampilan-ketrampilan 
yang diperlukan siswa supaya bisa belajar secara efektif bagi 
dirinya sendiri. 

Untuk mengajar para siswa tentang bagaimana caranya 
memecahkan masalah-masalah praktis melalui penerapan 
teknik-teknik penyelesaian masalah secara individual 
maupun kelompok yang didasari oleh metode-metode ilmiah 
rasional. 


Dari pendapat-pendapat di atas, terlihat jelas penting adanya 
sekolah atau lembaga pendidikan agar proses pendidikan lebih teratur 
dan terarah. Namun, juga tidak membatasi pendidikan hanya di dalam 
sekolah saja, akan tetapi pendidikan dapat diperoleh kapan dan di 
mana saja supaya ilmu lebih luas dan berkembang. 


E. Model Liberalisasi Pendidikan Islam 


Penggunaan kata liberalisasi pendidikan ini merupakan suatu 
konsep teoritis-praktis dalam mendesain model pendidikan yang 
mengusung nilai-nilai humanis, demokratis, dan membebaskan. 
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Apabila mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam, maka mendesain 
format leiberalisasi pendidikan Islam merupakan suatu keniscayaan 
yang dapat terbukti dan mendapat legitimasi pembenaran. Esensi 
ajaran Islam sejak semula telah memberikan panduan atau gambaran 
implisit yang berhubungan dengan perlunya desain leberalisasi 
pendidikan Islam. 


Legitimasi tersebut seperti tertuang dalam ajaran-ajaran Islam 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kesempatan yang 
sama dalam mencari ilmu. Seperti pernyataan Rasulullah SAW dalam 
suatu hadits yang mengatakan bahwa Islam tidak membedakan 
keutamaan manusia hanya karena atau suku bangsanya seperti antara 
orang Arab dan non Arab, namun yang membedakan keutamaan 
mereka adalah derajat kualitas takwanya. 


Ajaran Islam memberikan kebebasan pada seseorang untuk 
mencari ilmu sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa harus ada 
intimidasi atau dorongan lain yang dapat menghadang bakat dan 
karakternya. Tentunya pembebesan tersebut tidak hanya dapat 
menimbulkan manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan dunia 
individunya, melainkan juga pada kehidupan akhiratnya. Hal itu 
sekaligus menunjukan legitimasi bahwa jalan takwa kepada Allah 
SWT. beragam dan banyak (Muhaimin, 2011:3). 


“Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 
bumi. Sesungguhnya Allah idak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan.” (OS. Al-Gashahsh:77) 


“Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup 
selamanya, dan berbuatlah untuk urusan akhiratmu seolah- 


olah engkau akan mati esok pagi.” (HR. Ibnu Asakir) 


Wallahu A 'lam. 
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“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadmu, 
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, 
Jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira 

kepada orang-orang yang sabar.” 


(OS. Al-Bagarah: 155) 
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Bab 


Desentralisasi Pendidikan 


A. Pengertian Dan Bentuk Desentralisasi 


Pengertian desentralisasi pendidikan menurut Hurst (1985), 
bahwa “the decentralization process implies the transfer of certain 
Junction from small group of policy-makers to a small group of 
authorities at the local level” dengan kata lain desentralisasi 
merupakan proses penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari sekelompok 
kecil pembuat kebijakan kepada satu kelompok kecil pemegang 
kekuasaan pada tataran local. Definisi Hurst tersebut telah 
menggambarkan dengan jelas proses penyerahan fungsi-fungsi 
pemerintahan yang kemudian diberikan kepada pemerintah daerah 
(Salim, 2007:257-258). 


Menurut Chau (1985:96-97) merujukkan desentralisasi pada 
konsep pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah daerah, dengan 
tujuan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya. Ia 
menyatakan “decentralization is a certain delegation of power to 
regional admistration, but with the sole objective of increased 
efficiency in the use of resources” (Salim, 2007:258). 
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Dari berbagai definisi di atas, konsep desentralisasi kemudian 
dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yakni (Hanson, 1997): 


1. Deconcentration (Dekonsentrasi) 


Typically transfers tasks and work, but not authority, to other 
unit within in organization (secara tipikal merupakan 
penyerahan tugas-tugas dan pekerjaan, tetapi bukan 
kewenangan kepada unit lain di dalam satu organisai) 


2. Delegation (Delegasi) 


Transfers decision-making authority from higher to lower 
hierarchical units. However, this authority can be withdrawn at 
the discretion of the delegating unit. (menyerahkan kewenangan 
dalam penentuan keputusan dari unit organisasi yang lebih 
tinggi kepada hierarki organisasi yang lebih rendah, meskipun 
demikian kewenangan ini dapat ditarik kembali kepada unit 
organisasi yang memberikan delegasi) 


3. Devolution (Devolusi) 


Transfer authority to a unit that can act independently, or a unit 
that can act without first asking permission. Privatization is a 
Sfrom of devolution in which responsibility and resources are 
transferred from public sector institution to private sector ones. 
(menyerahkan kewenangan kepada unit organisasi yang dapat 
melaksanakannya secara mandiri, atau unit organisasi yang 
dapat melaksanakan tanpa harus meminta petunjuk terlebih 
dahulu. Privatisasi adalah satu bentuk devolusi yang dalam 
tanggung jawab dan sumberdayanya telah diberikan dari 
institusi sektor publik kepada institusi sektor swasta). 
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B. Konsep Desentralisasi Pendidikan 


Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada 
Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan 
Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 
8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program 
pendidikan”, pasal 9 “Masyarakat berkewajiban memberikan 
dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. 


Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna 
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 
tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan 
Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk 
mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan 
pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada 
masyarakat.” 


Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep 
otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup 
filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan 
itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki 
visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan 
melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend 
perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk 
masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem 
pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia 
yang Bhineka Tunggal Ika. 


Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, 
melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna 
mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga 
dapat disusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya 
mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya 
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dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu 
dan produktif. 


C. Tujuan Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia 
Hanson (1997) berpendapat bahwa tujuan desentralisasi adalah: 


1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi (accelerated economic 
development) 

2. Meningkatkan efesiensi manajemen (increased management 
efficiency) 

3. Distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan 
(redistribution of financial responsibility) 

4. Meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan 
(increased democratization trough the distribution of power) 

5. Kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi (greater 
local control trough deregulation) 

6. Pendidikan berbasis kebutuhan pasar (market-based education) 

7. Menetralisasi pusat-pusat kekuasaan (neutralizing competing 
centers of power) 

8. Meningkatkan kualitas pendidikan (improving the guality of 
education) 


D. Pelaksanaan Otonomi dalam Pendidikan 


Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, 
artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu 
dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan 
merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan 
masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa 
menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Berangkat dari 
ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam 
menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu: 
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1. Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah 


Menurut Djojonegoro (1995) kualitas pendidikan dapat ditinjau 
dari segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dari segi 
proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan 
peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan 
disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu ciri- 
ciri sebagai berikut: a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang 
tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang harus dikuasai 
dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar 
akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal), 
b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam 
kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya 
mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional 
dalam kehidupannya (learning and learning), c) hasil pendidikan 
sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia 
kerja. 


2. Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah 


Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara 
Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (revenue) dan 
penggunaannya (expenditure) untuk kepentingan pengeluaran rutin 
maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan 
publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan 
Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain 
pendapatan yang sah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat 
mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada 
daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara 
daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan 
pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. 


3. Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan 


Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh 
kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki 
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political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada 
peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. 
Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang 
pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan 
kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated 
dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. 
Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD- 
lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka 
otonomi tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai 
peran yang kuat dalam membangun paradigma dan visi pendidikan di 
daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan 
memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. 
Kepala pemerintahan daerah atau kota diberikan masukan secara 
sistematis dan membangun daerah. 


4. Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat 


Kondisi sumber daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata 
untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat 
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun 
pakar yang dimiliki pemerintah daerah/kota sebagai Brain Trust atau 
Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai 
pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, 
lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak 
mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya 
dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. 


5. Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan 
Daerah 


Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan 
pendidikan daerah. Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan 
memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti aspek mutu 
dan pemerataan. Pemerintah pusat menetapkan standar mutu. Jadi, 
pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator 
bukan regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat 
sekolah, oleh karena itu lembaga pemerintah harus memberi 
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pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar berjalan efektif dan 
efisien. 


E. Prasyarat Keberhasilan Proses Desentralisasi 
Pendidikan 


Keberhasilan desentralisasi pendidikan setidaknya akan 
tergantung pada beberapa faktor pendukung. Di bawah ini akan 
dikemukakan empat faktor penunjang keberhasilan desentralisasi 
pendidikan, yaitu (Salim, 2007:268) : 


1. Menerapkan deregulasi, meningkatkan fleksibilitas melalui 
penerapan deregulasi merupakan kunci utama untuk memacu 
efektivitas desentralisasi pendidikian di daerah dan sekolah. 
Deregulasi merupakan proses pemangkasan jalur birokrasi yang 
terlalu ketat dan panjang. Deregulasi juga berarti 
menghilangkan rantai birokrasi yang terlalu banyak. Sebagai 
sistem semestinya bukan untuk mempersulit dan memperlambat 
proses, tetapi sebaliknya memperlancar proses layanan 
pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat. 

2. Menerapkan semi otonom atau melaksanakan desentralisasi 
secara bertahap dan berkesinambungan. 

3. Melaksanakan kepemimpinan demokratis dan partisipatif dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

4. Menerapkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas 
dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. 


F. Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Propinsi 
Di Bidang Pendidikan 


Pemerintah pusat masih mempertahankan bentuk-bentuk 
kewenangan di dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang 
kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah 
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otonomi, khususnya pada pasal 2, butir 11, bidang pendidikan 
tercantum 10 butir kewenangan yang masih dipegang oleh pemerintah 
pusat, di antaranya terdapat tujuh hal yang penetapannya masih 
digenggam oleh pemerintah pusat, yaitu : 


1. 
3. 


4. 


Menetapkan standar kompetensi siswa 

Menetapkan standar materi pelajaran pokok 

Menetapkan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar 
akademik 

Menetapkan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan 
Menetapkan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi 
siswa, warga belajar dan mahasiswa 

Menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif 
setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah 

Mengatur dan mengembangkan pendidikan tinggi, pendidikan 
jarak jauh, serta mengatur sekolah internasional (PP No. 5 
Tahun 2000) 


Pemerintah provinsi memiliki kewenangan sebagai berikut : 


Menetapkan kebijakan penerimaan siswa dan mahasiswa dari 
masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu 
Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/ modul 
pendidikan untuk TK, pendiidkan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan luar sekolah 

Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi, 
selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan 
tenaga akademis 

Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi, 
penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/ 
atau penataran guru (Salim, 2007:270). 


G. Desentralisasi Pendidikan Di Tingkat Sekolah 


Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu 


bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak 
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pendidikan di lapangan. Jika lembaga dinas pendidikan kecamatan, 
dan dinas pendidikan kabupaten/kota lebih memiliki peran sebagai 
fasilitator dan koordinator proses pembinaan, pengarahan, pemantauan 
dan penilaian, maka sekolah seharusnya diberikan peran lebih nyata 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 


Bentuk desentralisai pendidikan yang paling mendasar adalah 
dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan komite sekolah 
sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat, dan dengan 
menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai proses 
pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat. 


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka 
pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk 
Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan Komite Sekolah di 
tingkat satuan pendidikian, baik di tingkat kabupaten/kota ataupun 
sekolah Chan dan Sam, 2005:7). 


Amanat Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan 
Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 
April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. dalam 
keputusan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa peran yang harus 
diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah : 


Sebagai pemberi pertimbangan 

Pendukung kegiatan layanan pendidikan 

Pemantau kegiatan layanan pendidikan 

Mediator atau penghubung tali komunikasi antara masyarakat 
dengan pemerintah. 


Pa DO IA 


Beberapa urusan dalam bidang pendidikan yang secara 
langsung dapat diserahkan kepada sekolah adalah sebagai berikut : 


1. Menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata 
tertib sekolah 
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2. Memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai 
dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah 
guru, dan tenaga admistratif yang dimiliki. 

3. Menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang 
diadakan dan dilaksanakn oleh sekolah. Dalam hal ini, dengan 
mempertimbangkan kepentingan daerah dan masa depan 
lulusannya, sekolah perlu diberikan kewenangan untuk 
melaksanakan kurikulum nasional dengan kemungkinan 
menambah atau mengurangi muatan kurikulum dengan 
meminta pertimbangan kepada Komite Sekolah. 

2. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku 
pelajaran dapat diberikan kepada sekolah, dengan 
memperhatikan standar dan ketentuan yang ada. 

3. Penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh 
sekolah, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh 
pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. 

4. Proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan 
kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga 
pendidikan sekolah. 

5. Urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep 
manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) 
merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung 
jawab dan kewenangan sekolah (Salim, 2007:271-274). 


H. Evaluasi Desentralisasi Pendidikan 


Penerapan desentralisasi yang telah berjalan sepuluh tahun 
dinilai perlu dikaji ulang. Khusus pada bidang pendidikan perlu ada 
evaluasi terkait dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. 
Sejak reformasi, desentralisasi diberlakukan hampir di semua bidang, 
kecuali pada lima hal, yaitu keuangan, agama, hukum, dan pertahanan. 
Sebelum akhirnya ada penambahan bidang, yaitu sektor pendidikan 
(Akuntono, 2011:4). 


Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model 
pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses 
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pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk 
memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk 
profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai 
pihak baik secara regional maupun secara internasional. Sistem 
pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan 
sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan 
keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air kita. 
Hal ini beralasan, karena sistem birokrasi selalu menempatkan 
“kekuasaan” sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses 
pengambilan keputusan. 


Sekolah-sekolah saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan 
birokrasi sejak kekuasaan tingkat pusat hingga daerah bahkan terkesan 
semakin buruk dalam era reformasi saat ini. Ironisnya, kepala sekolah 
dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas 
pendidikan berada pada tempat yang “dikendalikan”. Merekalah 
seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam 
mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya 
peningkatan mutu pendidikan. Namun, mereka ada dalam posisi tidak 
berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak 
dan juknis yang “pasti” tidak sesuai dengan kenyataan obyektif di 
masing-masing sekolah. 


Di samping itu pula, kekuasaan birokrasi juga yang menjadi 
faktor sebab dari menurunnya semangat partisipasi masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dulu, sekolah 
sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan merekalah yang 
membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, 
serta juran untuk mengadakan biaya operasional sekolah. Jika sekolah 
telah mereka bangun, masyarakat hanya meminta guru-guru kepada 
pemerintah untuk diangkat pada sekolah mereka itu. Pada waktu itu, 
kita sebenarnya telah mencapai pembangunan pendidikan yang 
berkelanjutan (sustainable development), karena sekolah adalah 
sepenuhnya milik masyarakat yang senantiasa bertanggungjawab 
dalam pemeliharan serta operasional pendidikan sehari-hari. Pada 
waktu itu, Pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, melalui 
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pemberian subsidi bantuan bagi sekolah-sekolah pada masyarakat 
yang benar-benar kurang mampu. 


Namun, keluarnya Inpres SDN No. 10/1973 adalah titik awal 
dari keterpurukan sistem pendidikan, terutama sistem persekolahan di 
tanah air. Pemerintah telah mengambil alih “kepemilikan” sekolah 
yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah dan 
dikelola sepenuhnya secara birokratik bahkan sentralistik. Sejak itu, 
secara perlahan “rasa memiliki” dari masyarakat terhadap sekolah 
menjadi pudar bahkan akhirnya menghilang. Peran masyarakat yang 
sebelumnya “bertanggungjawab”, mulai berubah menjadi hanya 
“berpartisipasi” terhadap pendidikan, selanjutnya, masyarakat bahkan 
menjadi “asing” terhadap sekolah. Semua sumberdaya pendidikan 
ditanggung oleh pemerintah, dan seolah tidak ada alasan bagi 
masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi apalagi bertanggungjawab 
terhadap penyelengaraan pendidikan di sekolah. 


Berdasarkan pengalaman empiris tersebut, maka kemandirian 
setiap satuan pendidikan sudah menjadi satu keharusan dan 
merupakan salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan 
saat ini. Sekolah-sekolah sudah seharusnya menjadi lembaga yang 
otonom dengan sendirinya, meskipun pergeseran menuju sekolah- 
sekolah yang otonom adalah jalan panjang sehingga memerlukan 
berbagai kajian serta perencanaan yang hati-hati dan mendalam. Jalan 
panjang ini tidak selalu mulus, tetapi akan menempuh jalan terjal yang 
penuh dengan onak dan duri. Orang bisa saja mengatakan bahwa 
paradigma baru untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang 
demokratis dan partisipatif, tidak dapat dilaksanakan di dalam suatu 
lingkungan birokrasi yang tidak demokratis. Namun, pengembangan 
demokratisasi pendidikan tidak harus menunggu birokrasinya menjadi 
demokratis dulu, tetapi harus dilakukan secara simultan dengan 
konsep yang jelas dan transparans. 


Selanjutnya desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan 
kepada pemerintah daerah maupun sekolah untuk mengambil 
keputusan terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah atau 
sekolah yang bersangkutan berdasarkan potensi daerah 
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dan stakeholders sekolah. Olah karenanya, desentralisasi pendidikan 
di samping diakui sebagai kebijakan politis yang berkaitan dengan 
pendidikan, juga merupakan kebijakan yang berkait dengan banyak 
hal. Pagueo dan Lammaert menunjukkan alasan-alasan desentralisasi 
penyelenggaraan pendidikan yang sangat cocok untuk kondisi 
Indonesia, yaitu, (1) kemampuan daerah dalam membiaya pendidikan, 
(2) peningkatan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan 
dari masing-masing daerah, (3) redistribusi kekuatan politik, (4) 
peningkatan kualitas pendidikan, (5) peningkatan inovasi dalam 
rangka pemuasan harapan seluruh warga negara. 


Sesuai dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi di bidang 
pendidikan, pengelolaan pendidikan di Indonesia tidak dapat 
dilepaskan dari keinginan dan tujuan bangsa Indonesia dalam 
penyelenggaran pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh dalam 
pendidikan dasar, propenas menyebutkan kegiatan pokok dalam upaya 
memperbaiki manajemen pendidikan dasar di Indonesia adalah: 


1. Melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, 
bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan 
peranan stakeholders sekolah, 

2. Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan secara 
desentralisasi untuk meningkatkan efesiensi pemanfaatan 
sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan 
kebutuhan masyarakat setempat: 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan, seperti diversifikasi penggunaan sumber daya dan 

dana: 

4. Mengembangkan sistem insentif yang mendorong terjadinya 

kompetensi yang sehat baik antara lembaga dan personil 

sekolah untuk pencapaian tujuan pendidikan 

5. Memberdayakan personil dan lembaga, antara lain melalui 

pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. 

6. Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan 
yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan 
pendidikan, dan 
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7. Merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar 
di daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan 
secara independen. 


Atas dasar amanat seperti yang dirumuskan dalam propenas di 
atas, maka sangat jelas bahwa tekad bangsa Indonesia untuk 
mewujudkan sistem pendidikan secara desentralistik terkesan sangat 
kuat. Dengan sistem ini pendidikan dapat dilaksanakan lebih sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, di mana proses 
pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang paling 
dekat dengan proses pembelajaran (kepala sekolah, guru, dan orang 
tua peserta didik). Adanya otonomisasi daerah yang sekaligus disertai 
dengan otonomi penyelenggaraan pendidikan atau desentralisasi 
pendidikan, hendaknya dapat mencapai sasaran utama progam 
restrukturisasi sistem dan manajemen pendidikan di Indonesia. 
Restrukturisasi dimaksud antara lain mencakup hal-hal sebagai 
berikut: 


1. Struktur organisasi pendidikan hendaknya terbuka dan dinamis, 
mencerminkan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat 
dalam penyelenggaraan pendidikan. 

2. Sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran dibakukan 
berdasarkan prinsip edukatif sehingga lembaga pendidikan 
merupakan tempat yang menyenangkan untuk belajar, 
berprestasi, berkreasi, berkomunikasi, berolah raga serta 
menjalankan syariat agama. 

3. Tenaga kependidikan, terutama tenaga pengajar harus benar- 
benar profesional dan diikat oleh sistem kontrak kinerja. 

4. Struktur kurikulum pendidikan hendaknya mengacu pada 
penerapan sistem pembelajaran tuntas, tidak terikat pada 
penyelesaian target kurikulum secara seragam per catur wulan 
dan tahun pelajaran 

5. Proses pembelajaran tuntas diterapkan dengan berbagai modus 
pendekatan pembelajaran, peserta didik aktif sesuai dengan 
tingkat kesulitan konsep-konsep dasar yang dipelajari. 
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6. Sistem penilaian hasil belajar secara berkelanjutan perlu 
diterapkan di setiap lembaga pendidikan sebagai konsekuensi 
dari pelaksanaan pembelajaran tuntas. 

7. Dilakukan supervisi dan akreditasi. Supervisi dan pembinaan 
administrasi akdemik dilakukan oleh unsur manajemen tingkat 
pusat dan provinsi yang bertujuan untuk mengendalikan mutu 
(guality control). Sedangkan akreditasi dilakukan untuk 
menjamin mutu guality assurance) pelayanan kelembagaan. 

8. Pendidikan berbasis masyarakat seperti pondok pesantren, 
kursus-kursus keterampilan, pemagangan di tempat kerja dalam 
rangka pendidikan sistem ganda harus menjadi bagian dari 
sistem pendidikan nasional. 

9. Formula pembiayaan pendidikan atau unit cost dan subsidi 
pendidikan harus didasarkan pada bobot beban penyelenggaraan 
pendidikan yang memperhatikan jumlah peserta didik, kesulitan 
komunikasi, tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat 
partisipasi pendidikan serta kontribusi masyarakat terhadap 
pendidikan pada setiap sekolah. 


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipahami 
bahwa desentralisasi pendidikan pada hakekatnya berkorelasi positif 
terhadap peningkatan mutu lulusan lembaga pendidikan dan efesiensi 
pengelolaan pendidikan. Apabila sekolah dapat dikelola dengan 
optimal oleh personalia yang profesional, pengambilan keputusan 
dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih dekat dan tahu tentang 
kebutuhan dan potensi sekolah, maka mutu pendidikan akan semakin 
menunjukan pada tingkat maksimal sesuai yang diharapkan. 


I. Kelebihan Dan Kelemahan Desentralisasi 
Pendidikan 


Berikut kelebihan dari desentralisasi pendidikan : 


1. Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki 
sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan 
memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki 
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2. Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan 


3 


sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional 
Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi 
yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat- 
tingkat 

Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan 
pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan 
pemerataan pendidikan. 


Adapun kelemahan yang mungkin timbul dalam implementasi 


kebijakan desentralisasi pendidikan melalui UU Otonomi Daerah 


adalah : 

1. Kurang siapnya SDM pada daerah terpencil 
Tidak meratanya pendapatan asli daerah, khususnya daera- 
daerah miskin 

3. Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah 
untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 
pendidikan 

4. Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai 
penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga 
anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama 

5. kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama 


dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan 
sarana, prasarana dan dana yang dimiliki (Chan dan Sam, 
2005:11). Wallahu A'lam. 
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Bab 


Manajemen Berbasis Sekolah 
(School Based Management) 


Reformasi pendidikan, meskipun dikatakan oleh Surakhmad 
(2002) secara psikologis dan politis dirasakan amat terlambat dan 
secara teknis dikatakan terlalu cepat, pada dasarnya merupakan salah 
satu dari “tekad” dan “gebrakan” bangsa Indonesia yang harus tetap 
dijaga untuk melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia. Berbagai predikat peristiwa dan kasus “negatif” yang telah 
dan sedang dialami bangsa Indonesia, seperti sebutan bangsa yang 
korupsi, akrab dengan kolusi, dan nepotisme dengan segala perangkat 
kata sinonimnya, sebagaiannya adalah karena akibat dari salah urus 
dalam menata pendidikan (Hadiyanto, 2004:40). 


Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki suku 
bangsa, bahasa serta agama yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena 
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau besar 
dan ribuan pulau kecil serta didukung oleh faktor ragam suku, ras, 
agama dan budaya. Kebudayaan lokal Indonesia yang sangat beraneka 
ragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk 
mempertahankan serta mewariskan kepada generasi selanjutnya. 
Lebih dari 20 suku terdapat di Indonesia dan lebih dari 100 
kebudayaan ada di Indonesia. School Based Management adalah 
tawaran solusi yang terbaik untuk kelanjutan proses pendidikan di 
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Indonesia, terutama untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia. 


A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah 


Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan 
terjemahan dari “School Based Management”. Istilah ini pertama kali 
muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan 
relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat 
setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang 
memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (perlibatan 
masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. 


Dalam berbagai literatur, istilah Manajemen Berbasis Sekolah 
(School Based Management) sangat beragam, seperti Self Managing 
School,  Collaborative School Management, School Based 
Management, atau Community Based Management (Hadiyanto, 
2004:67). Sebagaimana keberagaman istilahnya, konsep MBS juga 
didefinisikan beragam oleh para ahli pendidikan. Misalnya: 


1. Menurut Wohstetter dan Mohrman (1993), MBS berarti 

pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah 
dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada 
partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan 
sekolahnya. Partisipan sekolah tak lain adalah kepala sekolah, 
guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, dan 
orang tua siswa. 
MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, 
yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan 
pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta 
didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi 
sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan 
partisipasi langsung ke kelompok-kelompok terkait, dan 
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. 


2. Mallen, Ogawa, dan Kranz (dalam Abu Dohou, 2002) 
memandang MBS sebagai suatu bentuk desentralisasi yang 
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memandang sekolah sebagai suatu unit dasar pengembangan 
dan bergantung pada redistribusi otoritas pengambilan 
keputusan. 

Menurut Kubick secara lebih sempit MBS dapat diartikan 
pemberian tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari 
pemerintah daerah kepada sekolah yang menyangkut bidang 
anggaran, personel, dan kurikulum. Oleh karena itu MBS 
memberikan hak kontrol proses pendidikan kepada kepala 
sekolah, guru, siswa dan orang tua. 


Menurut Myers dan Stonehill (dalam Nurkholis, 2003), MBS 
merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan 
melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari 
pemerinatah pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah, 
sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua 
peserta didik mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap 
proses pendidikan, dan juga mempunyai tanggung jawab untuk 
mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan, personal, 
dan kurikulum sekolah. 


Dari berbagai istilah dan definisi itu menunjukkan peranan 


sekolah dan orang tua yang lebih besar dalam manajemen sekolah. Hal 
ini ditunjukkan dengan adanya pendelegasian kewenangan dari 
birokrasi sentral ke individu sekolah. Kewenangan yang didelegasikan 
bukan hanya kewenangan dalam melaksanakan suatu tugas, tetapi 
merupakan kewenangan untuk pengambilan keputusan. Pendelegasian 
kewenangan seperti ini merupakan esensi dari pemberdayaan. Dengan 
kewenangan yang demikian, menurut Sutjipto (dalam Hadiyanto, 
2004:68) ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari 
pelaksanaan MBS, antara lain: 


1. 


Memungkinkan personil yang kompeten di sekolah dalam 
mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas belajar 
peserta didik. 

Memberikan hak kepada masyarakat sekolah untuk berperan 
dalam pengambilan keputusan yang penting. 
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3. Menggunakan akuntabilitas dalam setiap pengambilan 

keputusan dan pertanggungjawabannya. 

4. Mengarahkan dengan tepat sumber daya untuk mencapai tujuan 

sekolah. 

5. Mendorong kreatifitas untuk mendesain program 

pengembangan sekolah. 

6. Menyadarkan guru dan orang tua akan perlunya anggaran yang 

realistik dalam keterbatasan biaya program yang bersumber dari 

pemerintah. 

7. Meningkatkan semangat guru serta mematangkan kader 
pemimpin pendidikan pada semua tingkatan. 


B. Sekilas Sejarah Manajemen Berbasis Sekolah 


Sekilas Sejarah MBS Di Amerika Serikat, perjuangan guru 
untuk memperbarui nasibnya dianggap sebagai cikal bakal MBS atau 
desentralisasi pengelolaan sekolah. Perjalanannya sudah berlangsung 
cukup panjang, yaitu dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan 
Nasional (National Education Assosiaction) pada tahun 1857. Pada 
tahun 1857 itu, guru-guru di New York membentuk sebuah asosiasi 
kepentingan bersama dan asosiasi yang sama didirikan di Chicago, 
dipimpin oleh Margarette Halley. Pada tahun 1903 guru-guru 
Philadelpia membentuk Philadelpia Teacher Association. Melalui 
asosiasi inilah guru-guru bangkit untuk meningkatkan martabat 
hidupnya, yang hasilnya antara lain guru-guru memperoleh gaji lebih 
baik. Di Atlanta, guru-guru membentuk Persatuan Guru-guru Sekolah 
Publik Atlanta. Persatuan ini dibentuk untuk menghadapi tekanan dari 
dewan kota. Akhirnya, dewan kota memberikan dana lebih untuk 
pendidikan. Kemudian, guru-guru League, yang dipelopori tokoh 
sosialis, Henry Linville, John Dewey, dan Suffrajist Charlotte Perkink 
Gilman, membentuk sebuah asosiasi yang berbicara lebih dari sekedar 
masalah-masalah ekonomi. Tujuannya memberi pilihan bagi guru 
dalam menentukan kebijakan sekolah untuk memperoleh wakil di 
pentas pendidikan di New York, membantu masalah-masalah sekolah, 
membersihkan politik Amerika Serikat dari penyimpangan keputusan 
dan meningkatkan kebebasan diskusi publik dari masalah-masalah 
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pendidikan. Berkaitan langsung dengan prakarsa MBS, di negara maju 
reformasi pendidikan, khususnya reformasi manajemen pendidikan, 
selama lebih dari empat puluh tahun terakhir terus berporos pada 
desentralisasi. Menurut Bailey (1991) di Amerika Serikat misalnya, 
sejak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, secara prinsip telah 
berjalan "empat generasi" gerakan reformasi manajemen pendidikan. 
Dari "empat generasi" gerakan reformasi tersebut, semuanya menjurus 
kepada desentralisasi hingga sampai kepada istilah disebut School 
Based Management (SBM). Pengindonesiaan SBM adalah Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS). 


Bagaimana dengan perjalanan sejarah MBS di Indonesia? 
Dilihat dari perjalanannya, kebijakan MBS di Indonesia secara relatif 
sungguh-sungguh baru dimulai sejak tahun 1999/2000, yaitu dengan 
peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional 
Manajemen Mutu (BOMM). Dana bantuan ini disetor langsung ke 
rekening sekolah, tidak melalui alur birokrasi pendidikan di atasnya 
(Dinas Diknas). Memasuki tahun anggaran 2003, dana BOMM itu 
dirubah namanya menjadi Dana Rintisan untuk MPMBS, khususnya 
untuk SLTP. Program ini sejalan dengan implementasi dari Undang- 
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di bidang 
pendidikan dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional. Berangkat dari pengalaman di Amerika 
Serikat, agaknya diperlukan waktu cukup lama bagi manajemen 
sekolah di Indonesia untuk secara sungguh-sungguh dilaksanakan 
secara barbasis pendekatan MBS. 


C. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah 


Kemunculan karakteristik ideal sekolah pada abad ke-21 seperti 
disajikan berikut ini, tidak secara sendirinya atau alami. Menurut 
Bailey (1991), berdasarkan gerakan reformasi generasi keempat ini 
tersimpullah karakteristik ideal manajemen berbasis sekolah dan 
karakteristik ideal sekolah untuk abad 21 (school for the twenty-first 
characteristic), seperti berikut ini: 
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Adanya keragaman dalam pola penggajian guru. Istilah 
populernya adalah pendekatan prestasi dalam hal penggajian 
dan pemberian aneka bentuk kesejahteraan material lainnya. 
caranya dapat dilakukan dengan penetapan kebijakan melalui 
pengiriman langsung gaji guru ke rekening sekolah kemudian 
kepala sekolah mengalokasikan gaji guru itu perbulan sesuai 
dengan prestasinya. 


Otonomi manajemen sekolah. Sekolah menjadi sentral utama 
manajemen pada tingkat strategis dan operasional dalam 
kerangka penyelenggaraan program pendidikan dan 
pembelajaran. Sementara, kebijakan internal lain menjadi 
penyertanya. 


Pemberdayaan guru secara optimal. Dikarenakan sekolah harus 
berkompetisi membangun mutu dan membentuk citra di 
masyarakat, guru-guru harus diberdayakan dan memberdayakan 
diri secara optimal bagi terselenggaranya proses pembelajaran 
yang bermakna. 


Pengelolaan sekolah secara partisipatif. Kepala sekolah harus 
mampu bekerja dengan dan melalui seluruh komunitas sekolah 
agar masing-masingnya dapat menjalankan tugas pokok dan 
fungsi secara baik dan terjadi transparansi pengelolaan sekolah. 


Sistem didesentralisasikan. Di bidang penganggaran misalnya, 
pelaksanaan ' MBS mendorong sekolah-sekolah siap 
berkompetisi untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau dari 
pemerintah secara kompetitif (block grant) dan mengelola dana 
itu dengan baik. 


Sekolah dengan pilihan atau otonomi sekolah dalam 
menentukan aneka pilihan. Program akademik dan non 
akademik dapat dikreasi oleh sekolah sesuai dengan 
kapasitasnya dan sesuai pula dengan kebutuhan masyarakat 
lokal, nasional atau global. 
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1. Hubungan kemitraan (partnership) antara dunia bisnis dan 
dunia pendidikan. Hubungan kemitraan itu dapat dilakukan 
secara langsung atau melalui Komite Sekolah. Hubungan 
kemitraan ini bukan hanya untuk keperluan pendanaan, 
melainkan juga untuk kegiatan praktik kerja dan program 
pembinaan dan pengembangan lainnya. 


8. Akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif mandiri. 
Perluasan kewenangan yang diberikan kepada sekolah memberi 
ruang gerak baginya untuk membuat keputusan inovatif dan 
mengkreasi program demi peningkatan mutu sekolah. 


9. Pemasaran sekolah secara kompetitif. Tugas pokok dan fungsi 
sekolah adalah menawarkan produk unggulan atau jasa. Jika 
sekolah sudah mampu membangun citra mutu dan keunggulan, 
lembaga itu akan mampu beradu tawar dengan masyarakat, 
misalnya berkaitan dengan jumlah dana yang akan ditanggung 
oleh penerima jasa layanan (Sudarwan, 2006:105-111). 


D. Alasan dan Tujuan Diterapkannya MBS 


Desentralisasi pengelolaan pendidikan di Indonesia di samping 
diakui sebagai kebijakan politis yang berkait dengan pendidikan, juga 
merupakan kebijakan yang berkait dengan banyak hal. Pagueo dan 
Lammert (2000) menunjuk alasan-alasan desentralisasi 
penyelenggaraan pendidikan yang sangat cocok untuk kondisi 
Indonesia, yaitu karena alasan: 1) pembiayaan pendidikan, 2) 
peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, 3) 
redistribusi kekuatan politik, 4) peningkatan kualitas pendidikan, dan 
5) peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga 
negara (Hadiyanto, 2004:47). 


Menurut Bank Dunia, terdapat beberapa alasan dan tujuan 
diterapkannya MBS antara lain: 
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Alasan ekonomis seperti dijelaskan oleh King dan Ozler (1998) 
bahwa manajemen lokal dirasakan lebih efektif. Menurut 
mereka, para aktor yang akan paling dirugikan atau paling 
diuntungkan dan yang paling memiliki informasi terbaik tentang 
apa yang terjadi di sekolah adalah paling baik untuk membuat 
keputusan yang sesuai. 


Alasan politis, MBS sebagai bentuk reformasi dan desentralisasi 
yang mendorong adanya partisipasi demokratis dan kestabilan 
politik. 


Alasan profesional, bahwa tenaga kerja sekolah harus 
berpengalaman dan memiliki keahlian untuk membuat 
keputusan pendidikan yang paling sesuai untuk sekolah 
terutama untuk para siswa. 


Alasan efisiensi administrasi karena pengalokasian sumber daya 
dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Sekolah merupakan posisi 
terbaik untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam 
memenuhi kebutuhan siswa. 


Alasan finansial, karena MBS dapat dijadikan alat untuk 
meningkatkan sumber pendanaan, dengan metode MBS orang 
tua siswa akan lebih memiliki keinginan untuk 
memyumbangkan uang, tenaga, dan sumber daya lain kepada 
sekolah. 


Alasan akuntabilitas sekolah, akan terjadi apabila ada 
keterlibatan aktor-aktor sekolah dalam pemgambilan keputusan 
dan pelaporannya. MBS dapat meningkatkan akuntabilitas 
karena meningkatkan hak bersuara dan peran serta para pihak 
yang pada pengelolaan sekolah tradisional sangat lemah atau 
hampir tidak terdengar. 


Alasan efektifitas sekolah, bagaimana MBS mengarah pada 
peningkatan karakteristik kunci sekolah efektif yang meliputi 


kepemimpinan yang kuat, guru-guru yang terampil dan 
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memiliki komitmen, meningkatkan fokus pada pembelajaran, 
dan rasa tanggung jawab terhadap hasil. 


Tujuan penerapan MBS untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan secara umum baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, 
kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia baik guru maupun 
tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan 
secara umum. Salah satu keunggulan MBS adalah adanya pengakuan 
kemampuan dan eksistensi sumber daya manusia di sekolah. 
Pengakuan tersebut dapat meningkatkan moralitas sumber daya 
manusianya sehingga timbullah kepercayaan pada diri mereka. 
Artinya telah terjadi perubahan kebutuhan siswa sebagai bekal untuk 
terjun ke dalam masyarakat luas di masa mendatang dibanding masa 
lalu. 


Para pendukung MBS mengemukakan adanya beberapa 
keuntungan dari penerapan model ini, yaitu akan meningkatkan 
kualitas keputusan tentang pendidikan bila keputusan dibuat oleh 
orang yang paling mengerti tentang sekolah dan siswanya, perubahan 
akan terjadi secara konstan sehingga masing-masing sekolah perlu 
meningkatkan fleksibilitas dan kepekaannya, perubahan yang 
diperintahkan dari atas tidak akan berjalan, dan partisipasi dalam 
pengambilan keputusan akan menghasilkan tingkat komitmen yang 
tinggi, dan MBS akan mendorong terjadinya usaha dan moral yang 
lebih baik di antara para pelakunya. 


Suatu kelompok kerja yang terdiri atas Asosiasi Administrator 
Sekolah Amerika, Asosiasi Nasional Kepala Sekolah Pendidikan 
Dasar, dan Asosiasi Nasional Kepala Sekolah Pendidikan Menengah 
yang mengadakan pertemuan pada tahun 1988 mengidentifikasi 
bahwa penerapan MBS memiliki beberapa keuntungan: Pertama, 
secara formal MBS dapat memahami keahlian dan kemampuan orang- 
orang yang bekerja di sekolah. Kedua, meningkatkan moral guru. 
Moral guru meningkat karena adanya komitmen dan tanggung jawab 
dalam setiap pengambilan keputusan sekolah. Ketiga, keputusan yang 
diambil oleh sekolah memiliki akuntabilitas. Mereka dapat menerima 
konsekuensi atas keputusan yang diambil dan memiliki komitmen 
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untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Keempat, 
menyesuaikan sumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang 
dikembangkan di sekolah. Kelima, menstimulasi munculnya 
pemimpin baru sekolah. Keenam, meningkatkan kualitas, kuantitas 
dan fleksibilitas komunikasi tiap komunitas sekolah dalam rangka 
mencapai kebutuhan sekolah. 


E. Persyaratan Eksistensial Menuju MBS 


Suatu realitas bahwa struktur dan mekanisme kerja 
keorganisasian akan berubah sejalan dengan kebijakan desentralisasi. 
Persoalannya terletak pada sejauh mana perubahan pola manajemen 
itu mampu mengubah sikap mental aparat pelaksana atau birokrat 
pendidikan. Apa yang direformasi bukan semata-mata strukturnya, 
melainkan yang lebih penting adalah dimensi mental pelakunya. 
Tugas-tugas reformatif apa yang perlu dilakukan pada tingkat 
struktural dan sekolah menuju otonomi manajemen sekolah? Jawaban 
atas pertanyaan ini merupakan persyaratan eksistensial menuju MBS. 
Merujuk pada pendapat David dalam Synthesis of Research on School 
Based Management (1989) hal itu akan tercipta ketika terjadi 
pergeseran pada tingkat struktural dalam beberapa hal. 


1. Membangun aliansi yang kuat dengan persatuan guru. PGRI 
harus menjadi organisasi yang kuat. Tekanan-tekanan ke luar 
demi perbaikan nasib guru, kemampuan profesional harus 
tumbuh dalam makna sungguhan. 

2. Mendelegasikan kekuasaan dan kewenangan kepada sekolah 

untuk mendefinisikan tugas-tugas baru, memilih staf, dan 

mengkreasi lingkungan belajar. 

3. Mendorong terciptanya otonomi dalam pembuatan keputusan 

sekolah. Sekolah menjadi sentral kegiatan administratif dan 

akademik kependidikan dan pembelajaran. 

4. Mengkomunikasikan tujuan, menentukan patok sasaran, dan 
mendistribusikan informasi secara akurat. Tujuan dan sasaran 
sekolah harus dikomunikasikan dengan baik kepada komunitas 
sekolah dan masyarakat. 
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13. 


Menciptakan komunikasi yang dinamis antara staf sekolah dan 
pejabat kependidikan. Otonomi sekolah tidak mereduksi 
intensitas hubungan kepala sekolah dan guru dengan unit 
instansi diatasnya. 

Memberi peluang kepada sekolah untuk bereksperimen dan 
membuat keputusan beresiko. Komunitas sekolah harus tampil 
dengan sifat dan sikap kewurausahaan untuk membangun 
program baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia 
luar. 

Memodifikasi keputusan pejabat struktural pendidikan. 
Komunitas sekolah, terutama kepala sekolah dan guru bukanlah 
seorang tukang yang hanya mampu merajut program atas dasar 
juklak dan juknis pejabat di atasnya. 

Memotivasi kepala sekolah untuk melibatkan guru-guru dalam 
aneka pembuatan keputusan. 

Mengembangkan kaidah akuntabilitas bagi staf sekolah. Guru di 
bidang studi atau guru kelas misalnya, merupakan subjek yang 
paling bertanggung jawab dalam upaya mencapai tujuan 
pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. 


. Memberikan ruang luas bagi kepala sekolah dan staf untuk 


mengembangkan kemampuan dan keahlian profesionalnya. 


. Memberi peluang kepada kepala sekolah dan staf untuk 


membuat peraturan baru dan mempertanggungjawabkannya. 


. Mengembangkan kaidah-kaidah dimana kantor pusat hanya 


berkedudukan sebagai fasilitator dan koordinator pembaruan 
sekolah, bukan sebatas mengomando dan menyampaikan 
instruksi yang rigid. 

Menggunakan pendekatan prestasi, misalnya dalam bidang 
penggajian. Pendekatan prestasi merupakan instrumen agar guru 
dan kepala sekolah tampil bermutu dan unggul dalam 
berprestasi. Kepala sekolah dan guru-guru yang berprestasi 
selayaknya diberi ganjaran positif, sebaliknya yang bekerja 
dibawah standar prestasi diberi ganjaran negatif atau dirangsang 
untuk bangkit motivasi kerjanya (Mulyasa, 2005:98-102). 
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F. Model MBS Di Indonesia 


Model MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan 
Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS dapat diartikan sebagai 
model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada 
sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi 
secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan 
mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, 
yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan 
tidak tergantung. Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang pendidikan nasional yang berlaku. 
Sementara itu, pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara 
untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang 
terbuka dan demokratik di mana warga sekolah didorong untuk 
terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang 
dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Dengan 
demikian, sekolah-sekolah akan menjadi sekolah mandiri, yaitu 
sekolah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Tingkat 
kemandiriannya tinggi bersifat adaptif antisipatif dan proaktif, 2) 
memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, 3) bertanggung jawab 
terhadap kinerja sekolah, 4) memiliki kontrol yang kuat terhadap input 
manajemen dan sumber dayanya, 5) memiliki kontrol yang kuat 
terhadap kondisi kerja, 6) komitmen yang tinggi pada dirinya, dan 7) 
prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. 


Di Indonesia model MBS difokuskan pada peningkatan mutu, 
tetapi tidak jelas dalam mutu apa. Mutu gurukah, mutu kurikulumkah, 
mutu hasil pengajarankah, mutu proses belajar mengajarkah, mutu 
penilaiankah atau mutu manajemennya? Perspektif mutu ini terlalu 
luas untuk dicakup semua dalam model MBS di Indonesia. Pantaslah 
banyak pelaku pendidikan merasa bingung dalam sasaran MBS di 
Indonesia karena tidak ada fokus garapan. Apabila yang ingin dicapai 
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adalah peningkatan mutu pendidikan, pertanyaan selanjutnya adalah 
mutu dalam makna absolut atau relatif? Juga muncul pertanyaan lain, 
yaitu mutu dilihat dari sudut pandang siapa? Sudut pandangan 
produsen, yaitu sekolahkah, sudut pandang konsumen primer, yaitu 
siswa dan orang tuanya, atau sudut pandang sekunder dan tersier, 
yaitu masyarakat luas dan pemerintah? Hal yang paling mendasar 
yang tidak diungkap dalam target mutu yang ingin dicapai dalam 
model MBS di Indonesia adalah mutu yang seperti apa? Apa 
kriterianya, bagaimana cara mencapainya, kapan harus dicapai, dan 
bagaimana peran sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan ini? 
Dengan tidak adanya sasaran dalam peningkatan mutu MBS ini serta 
kepongahan para pejabat pendidikan di pusat ataupun daerah maka 
penerapan MBS di Indonesia masih menghadapi ganjalan besar. 
Padahal, salah satu dasar pokok terlaksananya reformasi adalah 
adanya perubahan struktural secara mendasar dan besar-besaran. Bila 
tidak, maka upaya reformasi pendidikan melalui MBS itu hanya 
merupakan proyek pemborosan. Model MBS di Indonesia tidak 
berasal dari warga masyarakat, tetapi pemerintah. Hal ini bisa 
dimengerti karena setelah 32 tahun Indonesia berada dalam 
cengkeraman otoriter yang membuat warganya masih takut untuk 
mengeluarkan pendapat dan inisiatif. 


G. Model MBS yang Ideal 


Model Lawyer (1986) dengan keterlibatan tinggi dalam 
manajemen di sektor swasta menyangkut empat hal, yaitu kekuasaan, 
informasi, penghargaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Informasi 
memungkinkan para individu berpartisipasi dan mempengaruhi 
pengambilan keputusan dengan memahami lingkungan organisasi, 
strategi, sistem kerja, persyaratan kinerja, dan tingkat kinerja. 
Pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kinerja 
pekerjaan dan konstribusi efektif atas kesuksesan organisasi. 
Kekuasaan diperlukan untuk mempengaruhi proses kerja, praktik 
keorganisasian, kebijakan dan strategi. Penghargaan untuk 
menyatukan kepentingan pribadi karyawan dengan keberhasilan 
organisasi. 
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Secara tradisional empat hal tersebut dikosentrasikan di puncak 
organisasi, namun pada model MBS dilimpahkan ke tingkat paling 
rendah, yaitu sekolah. Kebanyakan orang berpendapat bahwa 
pendesentralisasian MBS hanya pada kekuasaan, dan kurang 
memperhatikan tiga hal lainnya. Model MBS yang lebih terinci 
menggambarkan pertukaran dua arah dalam hal pengetahuan, 
kekuasaan, informasi dan penghargaan. Alur dua arah memberikan 
pengaruh yang saling menguntungkan secara terus-menerus antara 
pemerintah daerah dengan sekolah dan sebaliknya. Model ideal ini 
dimaksudkan untuk menerapkan MBS pada keseluruhan aspek 
pendidikan melalui pendekatan sistem. Yang menjadi pertanyaan 
adalah mungkinkah semua aspek pendidikan diserahkan kepada 
sekolah secara langsung? 


Model ideal yang dikembangkan Slamet P.H. terdiri dari output, 
proses, dan input. Output sekolah diukur dengan kinerja sekolah, yaitu 
pencapaian atau prestasi yang dihasilkan oleh proses kinerja sekolah. 
Kinerja sekolah dapat diukur dari efektifitas sekolah, kualitas, 
produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral 
kerja. Proses adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. 
Proses sekolah yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, 
proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program dan 
proses belajar mengajar. Input adalah segala sesuatu yang harus 
tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sejumlah 
input sekolah adalah visi, misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, 
input manajemen dan input sumber daya (Nurkholis, 2005:78-82). 
Wallahu Alam. 
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Bab 


Penjaminan Mutu Pendidikan 


A. Pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan 


Kualitas (guality) adalah ukuran seberapa mampu suatu barang 


atau jasa memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan standar 
tertentu. Standar tersebut berhubungan dengan waktu, bahan, kinerja 
atau karakteristik yang bisa dikuantitaskan. 


Banyak pakar dan organisasi yang mencoba mendefinisikan 


kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Walaupun 
definisi tersebut tidak ada yang diterima secara universal, tetapi 
terdapat beberapa kesamaan, yaitu dalam elemen-elemen berikut 
(Nanang dan Suhana, 2010:81): 


1. 


2: 


3, 


Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan 
pelanggan. 

Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan 
lingkungan. 

Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 


Berdasarkan elemen-elemen tersebut, Goetsch dan Davis yang 


dikutip oleh Tjiptono (2000), membuat definisi kualitas yang lebih 
luas cakupannya, yakni “kualitas merupakan kondisi yang dinamis 


Problematika Pendidikan Kontemporer - 111 


yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.” Adapun menurut 
Permadi kualitas jasa pendidikan bersifat relative (sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan), dan bukan bersifat absolute. Dengan kata lain, 
kualitas jasa pendidikan akan baik dan memuaskan jika sesuai atau 
melebihi kebutuhan para pelanggan yang bersangkutan (Nanang dan 
Suhana, 2010:82). 


Dalam konteks pendidikan yang dimaksud dengan pelanggan 
atau klien (client) dibagi menjadi dua, yakni pelanggan internal dan 
pelanggan eksternal. 


1. Pelanggan internal (internal customer) adalah orang-orang yang 
berada dalam organisasi sekolah, yaitu guru, staf tata usaha, 
pesuruh (office boys), cleaning service, pelayan teknis, dan 
komponen lainnya. 

2. Pelanggan eksternal (external customer) adalah orang-orang 
yang berada di luar organisasi sekolah yang memperoleh 
layanan dari sekolah. Pelanggan eksternal dibagi menjadi dua 
macam, yaitu: 

e Pelanggan Primer (primary customer) adalah pelanggan 
utama, yaitu orang-orang yang langsung bersentuhan 
dengan jasa-jasa pendidikan yang diberikan oleh sekolah, 
seperti peserta didik. 

e Pelanggan Sekunder (secondary customer) adalah pihak- 
pihak lain yang secara tidak langsung terimbas dari 
layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah, yaitu 
orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan dunia 
usaha/industri sebagai pengguna tenaga kerja. 


Definisi kualitas menurut ISO 2000 dalam Erfi Ilyas (2001:13), 
kualitas adalah totalitas karakteristik suatu produk (barang dan jasa) 
yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 
dispesifikan atau ditetapkan. Adapun menurut Welch Jr dalam Ilyas 
(2000:13), “kualitas adalah jaminan kesetiaan pelanggan, pertahanan 
terbaik melawan saingan dari luar, dan satu-satunya jalan menuju 
pertumbuhan dan pendapatan yang langgeng.” 
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Dari definisi-definisi tersebut, secara umum, kualitas adalah 
gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 
menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang 
diharapkan atau yang tersirat. 


Dari pengertian di atas jelas bahwa kualitas (guality) berpusat 
pada pelanggan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan disebut 
berkualitas jika program pendidikan dan pelayanan sekolah memenuhi 
atau melebihi kebutuhan pelanggan, yaitu orang tua siswa, 
masyarakat, pemerintah, dunia usaha/industri, dan lembaga atau 
organisasi lainnya yang terkait secara langsung atau tidak langsung 
dengan pelayanan sekolah. 


Ouality assurance in education adalah istilah penjaminan mutu 
atau kualitas yang dipakai dalam hal pendidikan. Bagi kebanyakan 
orang, mutu atau kualitas sekolah itu sangat penting tapi bagi sebagian 
lagi hal itu tidak begitu diperhatikan, mengingat alasan ekonomi yang 
memaksa mereka untuk memasukkan anaknya di sekolah yang dapat 
terjangkau oleh ekonomi mereka. 


Penjaminan mutu pendidikan (Ouality Assurance in Education) 
adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program 
pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, 
pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan 
tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Peraturan 
Mendiknas No. 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu 
pendidikan pasal 1 ayat 2). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
(SPMP) memperkenalkan sebuah pergeseran dari paradigma yang 
bertumpu kepada inspeksi eksternal menuju paradigma yang bertumpu 
kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk 
menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu 
internal oleh satuan pendidikan adalah Pengelolaan satuan pendidikan 
pada jenjang dikdasmen menerapkan manajemen berbasis sekolah: 
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas 
(Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan pasal 49). Satuan Pendidikan mengembangkan visi dan 
misi dan evaluasi kinerja masing-masing. Satuan Pendidikan wajib 
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melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau 
melampaui SNP. Secara singkat, implementasi SPMP terdiri dari 
rangkaian proses/tahapan yang secara siklus dimulai dari: 


Pengumpulan data, 

Analisis data, 

Pelaporan/pemetaan, 

Penyusunan rekomendasi, dan 

Upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program 
peningkatan mutu pendidikan. 


asa se Sa an 


Tahapan-tahapan proses SPMP ini merupakan suatu siklus yang 
saling terkait dan berlangsung secara sustainable (berkelanjutan). 
Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas perlu dilaksanakan secara 
kolaboratif oleh berbagai stakeholders sekolah sesuai dengan amanat 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sekolah perlu membentuk Tim 
Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari berbagai unsur 
stakeholders yaitu, kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan 
guru, komite sekolah, orang tua, dan perwakilan lain dari kelompok 
masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan 
karena kepedulian yang tinggi pada sekolah. Dalam melaksanakan 
SPMP, Pengawas Pendidikan yang bertugas sebagai pembina sekolah 
juga harus dilibatkan dalam TPS, sebagai wakil dari pemerintah 
(Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan pasal 91). 


Jaminan mutu adalah pemenuhan spesifikasi produk secara 
konsisten atau menghasilkan produk yang selalu baik sejak awal (right 
first time every time). Mutu barang atau jasa yang baik dijamin oleh 
sistem, yang dikenal sebagai sistem jaminan mutu, yang 
memposisikan secara tepat bagaimana produksi seharusnya berperan 
sesuai dengan standar. Standar-standar mutu diatur poleh produser- 
produser yang ada dalam sistem jaminan mutu (Salis, 2006:58). Mutu 
(kualitas) pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, ia 
merupakan hasil dari suatu proses pendidikan. Jika suatu proses 
pendidikan berjalan baik, efektif dan efisien, maka terbuka peluang 
yang sangat besar memperoleh hasil pendidikan yang bermutu. Mutu 
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pendidikan mempunyai kontinum dari rendah ke tinggi sehingga 
berkedudukan sebagai suatu variable. Dalam konteks pendidikan 
sebagai suatu sistem, variabel kualitas pendidikan dapat dipandang 
sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 
kepemimpinan, iklim organisasi, kualifikasi guru, anggaran, 
kecukupan fasilitas belajar dan sebagainya. 


Ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana 
gedung yang bagus, guru yang profesional, nilai moral yang tinggi, 
hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan 
orang tua, bisnis dan komunitas lokal, sumber daya yang melimpah, 
aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, 
perhatian terhadap pelajaran anak didik, kurikulum yang memadai, 
atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Salis, 2006:30-31). 
Pernyataan tersebut menunjukan banyaknya sumber mutu dalam 
bidang pendidikan, sumber ini dapat dipandang sebagai faktor 
pembentuk dari suatu kualitas pendidikan, atau faktor yang 
mempengaruhi kualitas/mutu pendidikan. 


B. Pentingnya Penjaminan Mutu Pendidikan 


Istilah penjaminan mutu atau guality assurance pada awalnya di 
gunakan di lingkungan dunia bisnis barang dan jasa, dengan maksud 
untuk menumbuhkan budaya peduli mutu untuk memberikan 
kepuasan bagi konsumen. Dalam perkembangan selanjutnya, 
penerapan konsep jaminan mutu ini merambat ke berbagai bidang 
misalnya dalam bidang pendidika sejalan dengan adanya akuntabilitas 
pendidikan. 


Dalam lingkungan sistem pendidikan, khususnya persekolahan 
tentu tuntutan akan penjaminan mutu adalah hal yang wajar, karena 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah akuntabilitas 
publik. Setiap komponen pemangku pendidikan baik orang tua, guru, 
maupun masyarakat dalam peranannya masing-masing mempunyai 
kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
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Dalam arti kesesuaian untuk tujuan atau penggunaan atau sering 
disebut kualitas menurut produsen. 


Makna kualitas dipertimbangkan pula dari sisi memenuhi syarat 
yang dituntut oleh customer, pandangan ini didasarkan oleh alasan 
sederhana bahwa penilai akhir dari mutu adalah konsumen. Sehingga 
dalam istilah jaminan mutu pendidikan ini yang merasakan 
dampaknya adalah masyarakat yang memakai jasa layanan 
pendidikan. 


Besarnya antusiasme publik dalam menilai sekolah perlu 
diimbangi dengan pemahaman yang jelas dan terbuka kepada 
masyarakat akan jaminan mutu (guality assurance). Idealnya jaminan 
mutu (guality assurance) meliputi standar mutu masukan (input) dan 
standart mutu keluaran (out put) atau disebut juga standart kelulusan. 
hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impac) dari 
pendidikan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk mutu layanan yang 
diberikan kepada pengguna jasa pendidikan. Terkait dengan mutu 
standart, data menunjukkan bahwa masih banyak atau sekitar 88,876 
sekolah di Indonesia belum mencapai standart pelayanan minimal 
(SPM), padahal dari sekolah sebagai jasa layanan public, masyarakat 
sudah selayaknya mendapatkan pelayanan prima atau yang terbaik 
(service excellence). 


Untuk itu akan lebih baik bila sejak dini publik itu tahu, 
minimal seperti apa standart mutu layanan dan seberapa mutu standart 
yang dicanangkan untuk dicapai siswa saat lulus kelak. Di beberapa 
sekolah swasta mapan, sejak awal jaminan mutu diintegrasikan 
dengan akad ketika orang tua siswa mendaftarkan anaknya. Sehingga 
lebih awal juga terjadi akad mutu. Di sekolah-sekolah tersebut 
jaminan mutu lulusan biasa disebut dengan lulusan standart atau profil 
lulusan. 


Lewat jaminan mutu (guality assurance) publik akan 
mengetahui sebagian peta, mana sebenarnya sekolah yang bermutu 
dan mana sekolah yang sekedar diopinikan bermutu. Sehingga 
masyarakat akan semakin cerdas dalam menentukan sekolah pilihan. 
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Mitos unggul dan popularitas sekolah tidak akan lagi menjadikan 
masyarakat sebagai pembeli “kucing dalam karung”. 


Dengan kejelasan jaminan mutu (guality assurance) masyarakat 
juga akan semakin sadar bahwa mutu sekolah tidak hanya ditentukan 
parsial oleh super ketatnya sekolah dalam menyaring calon siswa. 
Justru dengan input siswa yang sudah unggul, bila sekolahnya 
meluluskannya dengan hasil unggul adalah hal yang biasa. Sekolah 
unggul yang sejati itu justru yang berani menerima siswa biasa-biasa 
atau apa adanya tetapi dapat meluluskannya dengan mutu luar biasa 
baiknya. Pada konteks itu yang dinilai oleh masyarakat adalah sekolah 
yang mau menerima siswa dengan nilai Ujian Nasional (UN) yang 
biasa-biasa saja. 


Jaminan mutu (guality assurance) yang dipublikasikan secara 
terbuka juga bisa menjadi penambat komitmen sekolah dalam 
mencapai mutu. Pada sekolah akan terjadi penguatan motivasi untuk 
selalu berbenah sekaligus menjadi ikatan janji kepada publik akan 
perbaikan yang dilakukan terus-menerus (continous improvement). 
Sekolah akan terdorong keluar dari zona nyaman dan akan terjadi 
peningkatan tanggung jawab kinerja sekolah terhadap publik. 
Dampaknya lambat laun tidak ada tempat bagi guru-guru untuk 
menunggu gaji atau pencairan tunjangan. 


Bila jaminan mutu (guality assurance) dilakukan oleh semua 
sekolah secara luas maka akan terjadi demitosisasi terhadap sekolah 
unggulan atau favorit. Akan terjadi pemerataan mutu yang sampai saat 
ini menjadi bagian masalah dalam pendidikan. saatnya disadari oleh 
sekolah dan pemerintah bahwasanya masyarakat menginginkan 
pendidikan yang tidak hanya memenuhi legalitas dan formalitas saja 
akan tetapi juga diimbangi dengan mutu dari sumber daya manusianya 
sendiri. Apalah artinya selembar kertas yang di sebut ijazah, piagam, 
atau sertifikat bila itu bukan hasil riil dari pemikirannya sendiri. 


Tentu saja dalam waktu ke depan ukuran mutu sekolah tidak 


terpatok pada hasil nilai UN saja, tapi meliputi segala komponen yang 
meliputi proses, produk, maupun layanan. Bila yang diperhatikan 
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hanya nilai UN nya saja maka sisi-sisi yang lain akan terabaikan. 
Dengan payung kebijakan publik standar pelayanan minimal (SPM) 
serta potensi dan tekad berbagai daerah dengan barometer nasional 
mutu pendidikan, keterbukaan dan jaminan mutu pendidikan sudah 
saatnya untuk digalakkan sehingga akan terbuka peluang bagi 
pendidikan nasional kita untuk menjadi yang terdepan. 


C. Tujuan dan Prinsip Penjaminan Mutu 
Pendidikan 


Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya 
kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan 
oleh pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Tujuan antara 
penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP termasuk: 


1. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, 
dan/atau informal: 

2. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan 
proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal 
dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, 
penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah 
kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah, 

3. Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan 
mutu pendidikan formal dan/atau nonformal, 

4. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan 
nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, 
dan satuan atau program pendidikan, 

5. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan 
nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang 
andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan 
atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program 
pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah (Permendiknas No. 63 Tahun 2009 
Pasal 2 ayat 1-2). 
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Dalam Permendiknas No. 63 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 1-2, 


penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma: 


1. 


2. 


Pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak 
mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun, 
Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang 
memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik 
menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan 
berkewirausahaan: dan 

Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau 
pembangunan berkelanjutan (education for sustainable 
development), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan 
peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam. 


Menurut Permendiknas No. 63 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 1-2, 


penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip: 


1. 


Keberlanjutan, 

Terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target- 
target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan 
mutu pendidikan formal dan nonformal, 

Menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan 
nonformal: 

Memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan 
dengan regulasi negara yang seminimal mungkin, 

SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan 
secara berkelanjutan. 


D. Mekanisme Jaminan Mutu Pendidikan 


Substansi utama sistem penjaminan mutu penididikan (SPM) 


pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan siklus PDCA (Plan — Do 
— Check — Action) pada proses penyelenggaraan pendidikan. 


1. Perencanaan Mutu (Plan) 
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Plan, adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu, 
meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu 
beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur 
untuk pencapaian tujuan mutu. 


2. Pelaksanaan (Do) 
Do, adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan. 
Maka untuk menjamin mutu pendidikan, seluruh proses 
pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan 
dilaksanakan sesuai dengan Standart Operation Procedure 
(SOP) yang telah ditentukan. 


3. Evaluasi (Check) 
Adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan dan hasil pelasanaan termasuk audit mutu 
internal. 


4. Action, adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi 
menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan 
pelaksanaan program pendidikan. 


Manfaat penjaminan mutu bagi pendidikan adalah untuk: 


Memeriksa dan mengendalikan mutu, 

Meningkatkan mutu, 

Memberikan jaminan pada stakeholders, 

Standarisasi, 

Persaingan nasional dan internasional) 

Pengakuan lulusan, 

Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan 
terus meningkat secara berkesinambungan, dan 

8. Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi 
bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh 
kegiatannya 


Nae nu Na 


Landasan yuridis SPMP adalah UU No: 20 tahun 2003 tentang 
Sisdiknas Pasal 1 ayat 21: “Evaluasi pendidikan adalah kegiatan 
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pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan .... sebagai 
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.” Pasal 35 
ayat 1, Standar Nasional pendidikan terdiri standar isi, proses, 
kompetensi lulusan .... dst., dan Pasal 50 ayat 2: “Pemerintah 
menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk 
menjamin mutu .... dst.” 


Beberapa Model SPM antara lain adalah: 


1. Penetapan Standar Mutu, 

2. Pelaksanaan: 

3. Evaluasi: 

4. Pencapaian dan peningkatan standar, dan 
5. Benchmarki. 


Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Bab II pasal 
2, lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: 


Standar isi: 

Standar proses, 

Standar kompetensi lulusan, 

Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 
Standar sarana dan prasarana, 

Standar pengelolaan, 

Standar pembiayaan, dan 

Standar penilaian pendidikan. 


PO TAN NA NA 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 Tahun 
2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 5-11 
dan ayat 24-28, penjabaran dari kedelapan standar tersebut adalah 
sebagai berikut. 


1. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan 


tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 
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Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan 
pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan 
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria 
pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta 
pendidikan dalam jabatan. Pendidikan prajabatan adalah 
pendidikan formal untuk mempersiapkan calon pendidik dan 
tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan 
Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang 
terakreditasi, sesuai dengan perundang-undangan. Kelayakan 
fisik dan mental pendidik dan tenaga kependidikan adalah 
kondisi fisk dan mental pendidik dan tenaga kependidikan yang 
tidak mengganggu pembelajaran dan pelayanan pendidikan. 
Adapun, pendidikan dalam jabatan adalah pendidikan dan 
pelatihan yang diperoleh pendidik dan tenaga kependidikan 
selama menjalankan tugas untuk meningkatkan kualifikasi 
akademik dan/atau kompetensi akademiknya. 

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional 
pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang 
ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, 
tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang 
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang 
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 
kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi 
dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen 
dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku 
selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah 
bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai 
kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya 
kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan 
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secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri 
atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 

8. Standar Penilaian Pendidikan adalah proses pengumpulan 
dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 
belajar peserta didik. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan 
pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan 
terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, 
jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Ulangan 
adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 
kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 
pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil 
belajar peserta didik. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai 
pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu 
satuan pendidikan. Akreditasi adalah kegiatan penilaian 
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan. Wallahu A'lam. 


E. Pendidikan Bermutu (Berkualitas) 


Pendidikan berrmutu (kualitas) adalah pendidikan yang mampu 
melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang 
dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari 
ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, 
ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan (Mulyasana, 
2011:120). 


Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik 
dengan materi dan sistem kelola yang baik, dan disampaikan oleh guru 
yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu. 


Dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas mencakup input, 


proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu 
yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. 
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Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta 
harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. 


1. Input sumber daya, meliputi sumber daya manusia (kepala 
sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumber 
daya lainnya (peralatan, perlengkapan, dan bahan). 

2. Input perangkat lunak, meliputi struktur organisasi sekolah, 
peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, dan 
program. 

3. Input harapan-harapan, berupa visi, misi, tujuan, sasaran- 
sasaran yang ingin dicapai sekolah. 


Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung 
dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya kualitas (mutu) input 
dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Semakin tinggi kesiapan 
input, semakin tinggi pula kualitas input tersebut. 


Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi 
sesuatu yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), 
proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses 
pengelolaan, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan 
evaluasi. Sebagai catatan, proses belajar mengajar merupakan prioritas 
tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. 


Proses dapat dikatakan bermutu tinggi jika pengkoordinasian 
penyerasian serta pemaduan input sekolah (pendidik, peserta didik, 
kurikulum, dan peralatan) dilakukan secara harmonis sehingga mampu 
menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu 
mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu 
memberdayakan peserta didik. 


Antara proses dan hasil pendidikan yang berkualitas saling 
berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, 
mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan dulu oleh sekolah. 
Selain itu, harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau 
kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu 
pada mutu hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain, 
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tanggung jawab sekolah dalam school based guality improvement 
bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada 
hasil yang dicapai (Nanang dan Suhana, 2010:86). 


Bervariasinya kebutuhan peserta didik dalam belajar, 
beragamnya kebutuhan pendidik dan staf lain dalam pengembangan 
profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dan yang lainnya, 
dan ditambah dengan harapan orang tua dan masyarakat akan 
pendidikan yang bermutu bagi anak, serta tuntutan dunia usaha untuk 
memperoleh tenaga yang bermutu. Hal ini memberikan keyakinan 
bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan 
kualitas/mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori, 
perspektif, dan kerangka acuan dengan melibatkan berbagai kelompok 
masyarakat, terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. 
Karena sekolah berada pada bagian terdepan dari proses pendidikan 
maka sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan 
keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara 
masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, 
sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal 
menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan. 


Menurut Depdikbud (1998), ada tiga hal yang berkaitan dengan 
prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total yaitu: 


1. Perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus 
memberitahuan peningkatan mutu atau kualitas, 

2. Kualitas /mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, 
prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan 
pemaksaan aturan, 

3. Sekolah harus menghasilkan peserta didik yang memiliki ilmu 
pengetahuan, keterampilan, sikap arif, bijaksana, serta memiliki 
kematangan emosional. 


Berdasarkan bukti empirik di lapangan, mutu pendidikan di 
Indonesia belum beranjak naik. Upaya-upaya peningkatan mutu 
pendidikan telah dilakukan sejak lama, di antaranya melalui proyek- 
proyek pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan 
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menengah serta pendidikan tinggi, baik yang berasal dari APBN, 
APBD, maupun yang berasal dari pinjaman luar negeri. Termasuk 
juga pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tenaga pendidik 
maupun tenaga kependidikan. Walaupun demikian, tetap pemerintah 
Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara 
terus-menerus dan berkelanjutan. 


Untuk menjaga komparabilitas dan pengakuan kualitas, baik 
input, proses, maupun output dari setiap penyelenggara pendidikan 
maka pemerintah memandang perlu adanya akreditasi. Oleh karena 
itu, didirikan suatu lembaga penentu dan penjamin mutu pendidikan di 
Indonesia, yakni Badan Akreditasi Sekolah-Madrasah (BAN-SM) dan 
Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT). Proses akreditasi 
pendidikan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan 
memberdayakan lembaga pendidikan agar mampu mengembangkan 
sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. 


Untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan pendidikan 
yang berkualitas, pimpinan lembaga pendidikan mesti melakukan 
langkah-langkah yang lebih efektif, efisisen, dan produktif. Para 
penyelenggara pendidikan setidaknya mampu memberdayakan 
lembaganya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya (Mulyasana, 
2011:123). Untuk membangun sistem penyelenggaraan pendidikan 
yang bermutu, dibutuhkan juga suatu sistem penjamunan mutu 
pendidikan. Dengan sistem tersebut diharapkan sistem tata kelola akan 
berkembang sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Sistem 
penjamin mutu yang dimaksud diambil dari Permendiknas nomor 63 
tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 


F. Usaha Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan 


Pembangunan pendidikan adalah merupakan bagian dari upaya 
peningkatan sumber daya manusia (SDM), melalui pembangunan 
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pendidikan diharapkan dapat dibentuk manusia yang lebih cerdas, 
komprehensif, kompetitif, dan bermartabat. Pada periode 2005-2009 
Depdiknas telah berhasil mengmbangkan kebijakan-kebijakan 
trobosan, yaitu: 


1. Pendanaan massal pendidikan. 

Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik secara missal. 
Peningkatan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) secara 
masal untuk e-learning atau e-administrasi 

4. Pebangunan sarana dan prasarana pendidikan secara missal. 

5. Rehabilitasi massal sarana dan prasarana. 
6 
7 


» 


Reformasi pembukuan secara mendasar. 
Peningkatan mutu dan daya saing pendidik dengan pendekatan 
komprehensif. 

8. Pendekatan rasio peserta didik SMA:SMK. 

9. Otonomisasi satuan pendidikan. 

10. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan informal dan non 
formal untuk menggapaikan layanan pendidikan kepada peserta 
didik yang terjangkau. 

11. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan 
dengan pendekatan komprehensif. 


Berkat terobosan pendidikan tersebut, pembangunan pendidikan 
telah menunjukkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan 
meskipun masih banyak yang harus ditingkatkan. Pendidikan 
merupakan salah satu aspek dalam penentuan Human Development 
Index (HDI). Berdasarkan data dalam Education for All (BEFA) Global 
Monitoring Report yang dikeluarkan UNESCO, indeks pembangunan 
pendidikan Indonesia menempati urutan ke 69 dari 127 negara yang 
disurvey. Tahun lalu dengan ukuran yang sama, peringkat Indonesia 
berada pada urutan ke 65, banyak yang menyambut gembira atas 
pencapaian itu, namun sekarang kita harus kembali kecewa karena 
peringkat tersebut tidak kembali dipertahankan. 


Angka HDI Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, 


tetapi masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara seperti 
Philipina, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hal 
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ini disebabkan oleh penanganan HDI seperti buta aksara, lama 
bersekolah, angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi serta 
pendapatan per kapita yang masih rendah. Oleh karena itu 
peningkatan pendidikan perlu terus ditingkatkan pada semua jalur, 
jenis dan jenjang pendidikan. Baik yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, maupun masyarakat secara terpadu. Reformasi 
pendidikan adalah proses panjang untuk mendorong terwujudnya daya 
saing bangsa. 


Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya 
degan mengembangkan kurikulum lokal dan nasional, meningkatkan 
kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, pengadaan buku dan alat 
pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, 
dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian 
sebagian indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan 
yang berarti. Sebagian sekolah telah menunjukkan peningkatan mutu 
yang signifikan, namun sebagian lainnya masih belum karena 
kondisinya berada di daerah terpencil. Karena kondisi medannya yang 
sulit, banyak sekali daerah terpencil yang belum tersentuh bahkan 
kondisi masyarakatnya yang masih terbelakang dalam hal pendidikan. 


CE. Beeby (Konsultan Proyek Penilaian Nasional) 
mengemukakan bahwa kelemahan pendidikan di Indonesia adalah 
bahwa kita cukup hebat dalam merumuskan tujuan, tapi tidak diikuti 
dengan kemampuan menjabarkannya dalam pelaksanaan kehidupan 
sehari-hari. Selain itu, kelemahan yang sering dilontarkan adalah 
bahwa pembaharuan pendidikan kita sering tidak utuh dan sistematis 
(cenderung tambal sulam), atau dalam setiap pembaharuan, kita 
cenderung mulai lagi dari awal (tidak ada kesinambungan ) atau 
dengan kata lain “ganti Menteri ganti kebijakan”. Kelemahan yang 
lain yang juga relevan adalah bahwa dalam perumusan kebijakan 
terdapat kecenderungan menonjolnya intervensi ideologis kekuasaan 
dalam sistem dan proses pendidikan elitis sentralisme. 


Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis 


besarnya meliputi hal-hal yang bersifat lunak, personalia, dan 
management sebagai berikut: 
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Laporan penyelenggaraan pendidikan oleh a.seleksi yang lebih 

rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan 

PT. 

Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi 

lanjut, misalnya melalui pelatihan, penataran, seminar, 

kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain. 

Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi 

yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang 

menantang dan menggairahkan belajar, dan melaksanakan 

evaluasi yang beracuan PAP. 

pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang 

tenteram untuk belajar. 

Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media 

pembelajaran dan peralatan laboratorium. 

Peningkatan administrasi manajement semua lembaga 

pendidikan khususnya yang mengenai anggaran. 

Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan: 

e Supervisi dan monitoring pendidikan oleh penilik dan 
pengawas. 

e Sistem ujian nasional/negara seperti jian nasioanl (UN), 
Sipenmaru/UMPTN/SNPTN. 

e Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan 
status suatu lembaga (Rahardja dan Sulo, 2005:234). 
Wallahu A'lam. 
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Bab 


Demokrasi Pendidikan 


Impian adanya pendidikan bermutu hanya dapat diwujudkan 
dalam alam demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan hanya 
dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara yang demokratis. Sampai saat ini, tatanan kehidupan 
yang demokratis masih lebih banyak merupakan “keinginan” daripada 
“kenyataan”. 


Demokrasi, termasuk demokrasi pendidikan, memang bukan 
untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit pembangunan, 
termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, tetapi 
“demokrasi” memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan 
kesempatan yang sama dan adil, menghormati harkat dan martabat 
sesama manusia, dan peluang kerjasama yang dapat memenangkan 
semua pihak. Sampai saat ini masih terjadi diskriminasi dalam 
pendidikan (Mastuhu, 2003:85) 


A. Pengertian Demokrasi Pendidikan 


Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan 
sebagai pembebasan pendidikan dan manusia dari struktur dan sistem 
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perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen. Lebih 
jauh, demokratisasi adalah pembebasan manusia dari ketergantungan 
atas realitas objektif yang sering menghambat pengembangan diri. 
Demokratisasi dalam pendidikan tidak saja melestarikan sistem nilai 
masa lalu, tetapi juga bisa mempersoalkan dan merevisi sistem nilai 
tersebut. Hal ini dapat dilakukan jika memang sistem nilai yang ada 
dinilai sudah tidak memiliki relevansi dengan konteksnya (Naim dan 
Saugi, 2008:61). Dengan demikian, pendidikan demokratis merupakan 
pendidikan yang bisa memahami manusia. Pendidikan semacam ini, 
dalam proses penyelenggaraannya, haruslah bisa menjelaskan tentang 
manusia bagi kepentingan pendidikan, yang berpegang pada lima 
prinsip, yakni: 


1. Manusia memiliki sejarah. Maksudnya adalah manusia mampu 
melakukan self-reflection, mampu keluar dari dirinya dan 
menengoik ke belakang, kemudian mengadakan penelitian dan 
perenungan yang merupakan koreksi terhadap masa lalu untuk 
sebuah rekonstruksi baru di masa depan. 

2. Manusia adalah makhluk dengan segala individualitasnya. 
Artinya, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri 
berdasarkan potensi yang dimiliki sehingga anusia adalah 
sebagai subjek, bukan lagi hanya sebagai objek. 

3. Manusia selalu memmbutuhkan sosialisasi untuk menyatakan 
eksistensinya dalam hubungan sosial antarmanusia. 

4. Manusia mengadakan hubungan juga dengan alam 
sekitarnya.Kesadaran manusia menyatakan bahwa ketersediaan 
alam belum semuanya cocok untuk memenuhi kebituhan 
manusia. Oleh sebab itu, manusia harus bekerja. Bekerja di sini 
merupakan perbuatan mencipta dengan tetap mengandung 
dimensi kemanusiaan. Ia merupakan gabungan antara budi dan 
rasa yang berdaya untuk menafsirkan dunianya. 

5. Manusia dalam kebebasannya mengolah alam pikir dan rasa 
sehingga bisa menemukan yang transendental. Hunungan antara 
manusia dengan Tuhan yang terlembagakan dalam kepercayaan 
atau iman merupakan terobosan manusia untuk keluar dari 
eksistensi empirisnya yang terbatas menuju sumbernya yang 
pertama dari eksistensi dirinya dan dunia (Waidl, 2000:22-23). 
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Demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas patut 


selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktek 
kehidupan dan pendidikan yang mengandung tiga hal, yakni: 


1. 


Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. 


Demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama 
untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak 
memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan 
bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan 
dengan memandang segala perbedaan itu agar saling 
menghargai dan saling menghormati antar sesama. 


Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pemikiran 
yang sehat 


Dari acuan prinsip inilah timbul keyakinan bahwa manusia itu 
harus dididik, karena dengan pendidikan manusia akan berubah 
dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik dan sempurna. 
Berkaitan dengan hal ini, maka lembaga pendidikan diharapkan 
dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir 
dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, 
sistematis dan komprehensif. Tentunya dalam proses seperti ini 
diperlukan sikap demokratis dan tidak terjadi pemaksaan 
pandangan terhadap orang lain. Sikap dalam pendidikan untuk 
mengajak setiap orang berpikir lebih sehat seperti ini akan 
melahirkan warga negara yang demokratis. 


Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan 
bersama. 


Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya akan dapat tercapai 
apabila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat 
mengembangkan tenaga dan pikirannya untuk memajukan 
kepentingan bersama. Kebersamaan dan kerjasama ini adalah 
pilar penyangga demokrasi (Ihsan, 2003). 
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B. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pendidikan 


Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan 
masalah-masalah, antara lain: 


1. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. 
Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh 
pendidikan. 

3. Hal dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. 


Dari prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa ide dan nilai 
demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh alam 
pikiran, sifat dan jenis masyarakat di mana mereka berada, karena 
dalam kenyataannya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan dan 
penghidupan masyarakat, misalnya masyarakat agraris akan berbeda 
dengan masyarakat metropolitan dan modern. 


Jika pengembangan demokrasi pendidikan yang akan 
dikembangkan berorientasi kepada cita-cita dan nilai-nilai, berarti 
akan selalu memperhatiakn prinsip-prinsip: 


1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan 
nilai-nilai luhurnya, 

2. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang 
bermartabat dan berbudi pekerti luhur: 

3. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk 
memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan 
memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka 
mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merugikan 
orang lain. 
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C. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pandangan 
Islam 


Acuan pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam 
pandangan Islam rumusannya dapat dipahami sebagai berikut: 


1. Di dalam Al-Our'an, antara lain: 
a. OS. As-Syuura ayat 38 Artinya: 


Ca. Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 
antara mereka.....” (OS. As-Syuura: 38) 


b. OS. Al Bagarah ayat 213 Artinya: 


“Manusia itu adalah ummat yang satu. (Setelah timbul 
perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi, sebagai 
pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan...” (OS. Al 
Bagarah: 213) 


c. OS. Yunus ayat 19 Artinya: 


“Manusia dulunya hanyalah satu ummat, kemudian mereka 
berselisih...” (OS. Yunus: 19) 


Dari beberapa ayat di atas dapat dimengerti adanya prinsip 
musyawarah dan persatuan dan kesatuan ummat sebagai salah satu 
sendi dan pilar demokrasi disamping pilar yang lain semisal tolong- 
menolong, rasa kebersamaan, toleransi dan lain sebagainya. 

2. Dalam Hadits Nabi SAW: 
b. Hadits riwayat Baihagi yang Artinya: 


“Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim dan 
muslimat” (HR. Baihagi) 
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c. Hadits riwayat Buhari dan Muslim yang Artinya : 


“Barang siapa menghendaki keduniaan yangbaik maka dapat 
dicapai dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki akhirat 
yangbaik maka dapat dicapai dengan ilmu. Dan barang siapa 
menghendaki keduanya (dunia dan akhirat yang baik) maka 
dapat dicapai dengan ilmu.” (HR. Buhari-Muslim) 


Pemahaman terhadap hadits di atas adalah bahwa kewajiban 
menuntut ilmu terletak pada pundak muslim laki-laki maupun 
perempuan, tanpa kecuali dan tidak ada seorang pun yang tidak 
memperoleh pendidikan. Dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan 
teknologi akan diperoleh, dan dengan ilmu, kebahagiaan dan 
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat akan bisa dicapai. Oleh 
karena itu pendidikan harus disebarluaskan ke segenap lapisan 
masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan situasi dan kondisi 
penduduk yang harus dilayani. 


D. Demokrasi Pendidikan di Indonesia 


Sebenarnya bangsa Indonesia telah menganut dan 
mengembangkan asas demokrasi pendidikan sejak diproklamirkan 
kemerdekaan hingga masa pembangunan sekarang ini. Hal ini dapat 
dipahami pada apa yang terdapat dalam: 


1. Undang-Undang Dasar 1945 
Pasal 28 
1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahauan dan teknologi, 


seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 
demi kesejahteraan umat manusia. 
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— 
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2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan hakya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa, dan negaranya. 


Pasal 31 


Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya. 

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional — yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. 

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- 
kurangnya 2096 dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 
manusia. 


bk — 


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 


BAB III 
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 


Pasal 4 


Pendidikan diselenggarakan secara demokratis danberkeadilan 
serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, nilai keaagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 
bangsa. 

Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik 
dengan sistem terbuka dan multimakna. 
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(3) Pendidikan diselenggarakan sebgaai satu proses pembudayaan dan 
pemberdayaaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 
membangun kemauan, danmengembangkan kreativitas peserta 
didik dalam proses pembelajaran. 

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 
membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 

(6) Pendidikan diselenggrakan dengan memberdayakan semua 
komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan 
dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 


BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, 
MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH 


Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Warga Negara 


Pasal 5 


(l) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu. 

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 
intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 
khusus. 

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 
masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan 
layanan khusus. 

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan 
pendidikan sepanjang hayat. 


Pasal 6 


(l) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun 
wajib mengikuti pendidikan dasar. 
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(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan 
penyelenggaraan pendidikan. 


Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Orang Tua 


Pasal 7 


(l) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan 
dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan 
anaknya. 

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 
pendidikan dasar kepada anaknya. 


Bagian Ketiga 
Hak dan Kewajiban Masyarakat 


Pasal 8 


Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. 


Pasal 9 


Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 


Bagian Keempat 
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah 


Pasal 10 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, 
membimbing, membantu. dan mengawasi penyelenggaraan 


pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pasal 11 


(Jl) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan 
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan 
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya 
dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara 
yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 


BAB V 
PESERTA DIDIK 


Pasal 12 


1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: 


a. 


b. 


Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 
dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, 
Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 
minat dan kemampuannya, 

Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang 
tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, 

Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang 
tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, 

Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan 
pendidikan lain yang setara, 

Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan 
belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan 
batas waktu yang ditetapkan. 


2) Setiap peserta didik berkewajiban : 


a. 


b. 


Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin 
keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, 

Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali 
bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
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Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, 

Ketetentuan mengenai hak dan kewajiban peserta dididk 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 


3. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Sektor 
Pendidikan. 


a. 


Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan 
harkat danmartabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur 
hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, 
sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan 
tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan 
pemerintah. 

Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada 
peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta 
perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan 
menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar 
untuk pendidikan menengah tingkat pertama. Dalam rangka 
peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu lebih 
disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan 
alam dan matematika. 

Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan perlu ditetapkan dan diperhatikan kesempatan 
belajar dan kesempatan meningkatkan keterampilan bagi anak 
yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, menyandang 
cacat ataupun bertempat tinggal di daerah terpencil. Anak 
didik berbakat istimewa perlu mendapat perhatian khusus agar 
mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai tingkatan 
pertumbuhan pribadinya. 


Masih banyak lagi bagian-bagian dari Garis-garis Besar Haluan 


Negara di sektor pendidikan yang di dalamnya terkandung unsur- 
unsur demokrasi pendidikan di Indonesia. 
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E. Urgensi Kepemimpinan Pendidikan yang 
Demokratis untuk Masa yang akan Datang 


Lambert (1998b) menegaskan, “kepemimpinan berhubungan 
dengan belajar bersama, dan mengkonstruksi tujuan dan pengetahuan 
secara kolektif dan kolaboratif”. Dalam maknanya yang luas, 
kolaborasi berarti keterlibatan seluruh konstituen pendidikan. 
Ketidakhadiran satu konstituen saja bisa mengakibatkan gagalnya 
usaha perubahan. Kolaborasi yang dimaksud bukan hanya sekedar 
berarti setiap orang dapat menyelesaikan pekerjaannya, tapi yang 
terpenting adalah semuanya dilakukan dalam suasana kebersamaan 
dan saling mendukung (collegiality and supportiveness). Tujuan dan 
tanggung jawab kepemimpinan yang demokratis ialah untuk 
memperbaiki pembelajaran di sekolah. Inti peningkatan pembelajaran 
ialah memperbesar aktivitas guru dalam kelas. Praktek kepemimpinan 
yang demokratis dapat membantu guru-guru untuk memandang 
dirinya secara positif, memungkinkan untuk menerima mereka sendiri 
dan orang-orang lain serta memberikan kesempatan yang luas untuk 
mengidentifikasikan diri dengan teman sejawatnya. 


Penggunaan metode kepemimpinan yang demokratis oleh 
personal pendidikan memungkinkan guru-guru untuk membina kelas 
secara demokratis pula dengan meletakkan titik berat pada aktivitas 
bersama dengan penghargaan akan keperluan, integritas dan potensi 
semua anggota kelompok. Kelas yang demikian menyediakan 
kesempatan luas untuk memperoleh sukses dan hasil yang kreatif. 


Kepemimpinan pendidikan yang demokratis akan mendorong 
terciptanya iklim yang kondusif bagi terciptanya kualitas 
pembelajaran yang optimal untuk mengembangkan seluruh potensi 
peserta didik (Mulyasa, 2006). Di samping itu, kepemimpinan yang 
demokratis akan mampu menjadikan semua pihak memiliki tanggung 
jawab terhadap keputusan yang diambil beserta pelaksanannya. Apa 
yang sekarang kita ketahui dan manfaatkan dari kepemimpinan yang 
demokratis akan banyak membebaskan manusia dari berbagai ikatan, 
sehingga dengan demikian akan banyak menentukan bagaimana masa 
yang akan datang. Wallahu A'lam. 
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Bab Pendidikan Seumur Hidup 


A. Pengertian Pendidikan Seumur Hidup 


Pendidikan mencakup ruang lingkup yang amat komperehensif 
yakni pendidikan kemampuan mental, pikir (rasio, intelek), 
kepribadian manusia seutuhnya. Untuk membina kepribadian 
demikian, jelas memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, 
bahkan berlangsung seumur hidup (long life education). 


Asas pendidikan seumur hidup merupakan salah satu asas 
utama dalam sistem pendidikan nasional. Asas pendidikan seumur 
hidup secara formal tercantum pada Ketetapan MPR No.IV/MPR/ 
1973 jo Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 Jo Ketetapan MPR 
No.II/MPR/1983 yang menyatakan: 


Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam 
lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu 
pendidikan merupakan tanggung bersama antara keluarga, 
masyarakat dan pemerintah. 


Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 
Tahun 2003 pasal 4 ayat 2 juga dijelaskan bahwa: “Pendidikan 
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diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.” 


Konsep pendidikan seumur hidup merupakan arah 
pembangunan manusia jangka panjang, yakni pembangunan nasional 
yang dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan 
demikian jelaslah bahwa pendidikan bagi warga negara Indonesia 
berlangsung sejak manusia lahir sampai meninggal dan dilaksanakan 
di lingkungan rumah tangga (keluarga), sekolah dan masyarakat. 


Asas pendidikan seumur hidup bertitik tolak pada keyakinan, 
bahwa proses pendidikan dapat berlangsung selama hidup, baik di 
dalam sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip dasar yang 
terkandung dalam diktum ini cukup mendasar dan luas, yakni meliputi 
asas-asas : 


1. Asas pendidikan seumur hidup, berlangsung seumur hidup, 
sehingga peranan subyek manusia untuk mendidik dan 
mengembangkan diri sendiri secara wajar merupakan kewajiban 
kodrati. 


2. Lembaga pelaksana dan wahana pendidikan, yang meliputi : 


a. Dalam rumah tangga (keluarga) sebagai unit masyarakat 
pertama dan utama. 
Dalam lingkungan sekolah (lembaga pendidikan formal) 

c. Dalam lingkungan masyarakat sebagai lembaga dan 
lingkungan pendidikan non formal, sebagai wujud kehidupan 
yang wajar. 


3. Lembaga penanggung jawab pendidikan mencakup kewajiban dan 


kerja sama tiga lembaga pendidikan (tri pusat pendidikan): 
lembaga keluarga, lembaga sekolah, dan lembaga masyarakat. 
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B. Dasar Pemikiran 


Prinsip pendidikan berlangsung seumur hidup didasarkan atas 


berbagai landasan yang meliputi (Ahmadi, 2007:236-23T7): 


1. 


Dasar Idiologis 

Semua manusia dilahirkan sama dan mempunyai hak yang 
sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan 
peningkatan pengetahuan dan keterampilannya. Pendidikan 
seumur hidup akan memungkinkan setiap orang 
mengembangkan potensinya sesuai kebutuhan hidupnya. 


Dasar Ekonomis 

Dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pasti setiap manusia 
ingin hidup layak berkecukupan bahkan lebih (kaya), dan 
mereka tahu cara yang paling efektif untuk keluar dari lingkaran 
setan kemelaratan dan kebodohan ialah melalui pendidikan. 
Sebab dengan pendidikan seumur hidup akan memungkinkan 
seseorang untuk : 


a. Meningkatkan produktivitasnya 

b. Memelihara dan mengembangkan sumber sumber yang 
dimilikinya. 

c. Memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih 
menyenangkan dan sehat. 

d. Memiliki motivasi yang kuat dalam mengasuh dan 
mendidik anak-anaknya secara tepat. 


Dasar Sosiologis 

Salah satu problem pendidikan di negara berkembang adalah 
banyak anak yang gagal, putus sekolah atau bahkan tidak 
sekolah sama sekali. Sehingga dengan adanya pendidikan 
seumur hidup merupakan pemecahan atas masalah tersebut. 


Dasar Politis 
Pendidikan kewarganegaraan harus terus diberikan secara terus 


menerus kepada semua warga negara agar dapat memahami 
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negaranya, cinta, dan memiliki jiwa patrotisme terhadap 
negaranya. Pendidikan seumur hidup memungkinkan 
terciptanya pendidikan kewarganegaraan yang lebih baik. 


Dasar Teknologis 

Semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan seakan tidak pernah berhenti, memaksa semua 
elemen masyarakat untuk terus memperbarui ilmu 
pengetahuannya agar jangan sampai tertinggal dengan 
kemajuan Iptek yang ada, maka mereka harus terus mengenyam 
pendidikan secara berlanjut (continue). 


Dasar Psikologis dan Paedagogis 

Perkembangan iptek yang semakin luas dan kompleks 
mempunyai pengaruh yang cukup luas terhadap konsep, teknik 
dan metode pendidikan. Sehingga tidak mungkin semua itu 
diajarkan seluruhnya kepada anak didik. Tugas pendidikan 
formal yang utama ialah bagaimana mengajarkan cara belajar, 
menanamkan motivasi yang kuat kepada anak didik untuk 
belajar terus sepanjang hayatnya, memberikan keterampilan 
(skill) kepada anak didik untuk secara lincah menyesuaikan diri 
dengan lingkungan masyarakat yang dengan cepatnya berubah- 
ubah. Untuk itu semua perlu diciptakan sebuah kondisi yang 
merupakan penerapan asas pendidikan seumur hidup. 


C. Implikasi Konsep Pendidikan Seumur Hidup 


Implikasi ialah akibat langsung atau konsekuensi dari suatu 


keputusan. Jadi sesuatu yang merupakan tindak lanjut dari suatu 
kebijakan atau keputusan (Noor Syam, 1981). Implikasi konsep 
pendidikan seumur hidup dapat dibagi dalam tiga bagian, yakni 
implikasi pada program pendidikan, implikasi pada sasaran 
pendidikan (Ahmadi, 2007:237-240), dan implikasi pada status dan 
fungsi sekolah. 
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1. 


Implikasi pada Program-program Pendidikan 


Penerapan asas pendidikan seumur hidup terhadap isi program 


pendidikan dalam masyarakat mengandung kemungkinan yang luas 
dan bervariasi. Dalam garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 6 
kategori, sebagai berikut : 


ad. 


Pendidikan baca fungsional 

Pengetahuan-pengetahuan baru terutama dasar akan diperoleh 

melalui sumber : 

1) Memberikan kecakapan 3 M (menulis, membaca dan 
menghitung) 

2) Menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk 
mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang dimiliki. 


Pendidikan kejuruan 

Kemajuan teknologi dan industrialisasi menuntut kemajuan 
pendidikan kejuruan secara terus-menerus agar tetap sesuai 
dengan kebutuhan dunia usaha/industri yang ada. Karenanya 
pendidikan kejuruan tidak boleh dipandang sekali jadi dan 
selesai. 


Pendidikan profesional 

Hendaknya para profesional selalu mengikuti perubahan dan 
perkembangan, kemajuan metode, perlengkapan, terminology 
dan sikap profesionalnya. Ini merupakan realisasi dari 
pendidikan seumur hidup. 


Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan 

Peralihan abad yang serba canggih dan serba teknik sangat 
mempengaruhi segala segi kehidupan manusia dan masyarakat. 
Pengaruh iptek telah menyusup dalam berbagai lini kehidupan. 
Asas pendidikan seumur hidup merupakan konsekwensi penting 
untuk mengikuti perubahan sosial dan pembangunan. 
Pendidikan harus dilakukan secara terus- menerus. 


Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik 
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Dalam pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, maka 
kedewasaan warga negara dan para pemimpinnya dalam 
kehidupan negara sangat penting. Untuk itu pendidikan 
kewarganegaraan dan kedewasaan politik merupakan bagian 
yang penting dari pendidikan seumur hidup. 


Pendidikan kultural dan pengisian waktu luang 

Orang yang berpendidikan (educated man) hendaknya 
memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam 
sejarah, kesusasteraan, falsafah hidup, kesenian dari bangsanya 
sendiri. Pemahaman tentang nilai itu di samping memperkaya 
khasanah hidupnya, juga memungkinkan untuk mengisi waktu 
luangnya yang lebih menyenangkan. Atas dasar itu pendidikan 
kultural dan pengisian waktu luang secara konstruktif 
merupakan bagian penting dari pendidikan seumur hidup. 


Implikasi Pada Sasaran Pendidikan 


Ahmadi (2007:239-240) mengklasifikasi enam kategori yang 


perlu memperoleh pendidikan seumur hidup, masing-masing dengan 
prioritas programnya, sebagai berikut: 


ad. 


Cc. 


Para remaja yang putus sekolah 

Mereka ini keluar dari sekolah karena berbagai sebab, misalnya: 
kurangnya biaya, kurang bakat, bosan, atau sebab lainnya. 
Mereka ini perlu diberikan pendidikan yang kultural dan 
kegiatan-kegiatan yang rekreatif serta pendidikan yang bersifat 
remedial. 


Para anggota masyarakat yang sudah tua 

Karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
banyak pengetahuan yang belum mereka ketahui pada waktu 
mudanya. Pendidikan seumur hidup merupakan konsekwensi 
penting agar mereka mampu menyesuaiakn perubahan ilmu 
pengetahauan dan teknologi mutakhir. 


Para pemimpin masyarakat 
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Hendaknya para pemimpin masyarakat ini mampu 
mensinergikan antara pengetahauan dengan berbagai skill di 
samping harus memperbaruhi sikap dan paradigma berpikirnya, 
sesuai dengan kemajuan dan pembangunan. Biasanya 
pengetahuan tersebut tidak pernah mereka peroleh di lembaga 
pendidikan formal. 


Para petani 

Di negara agraris yang sedang berkembang para petani ini 
merupakan populasi yang terbesar. Biasanya cara hidup mereka 
masih tradisional dan masih percaya kepada mitos-mitos dan 
lain-lain. Hal ini disebabkan oleh dasar pendidikan mereka yang 
rendah, atau mungkin sama sekali tidak memperoleh pendidikan 
formal. Maka pendidikan yang diberikan hendaknya: 

e Menolong meningkatkan produktivitas dengan cara 
mengajarkan berbagai keterampilan dan teknik bertani, 
yang memungkinkan meningkatkan hasil pertaniannya. 

e Mendidik mereka agar dapat memenuhi kewajibannya 
sebgaai kepala keluarga dan warga negara yang baik, 
sehingga mereka menyadari akan pentingnya pendidikan 
bagai anak-anaknya. 

e Mendidik mereka bagaimana memanfaatkan waktu 
luangnya dengan kegiatan produktif dan menyenangkan. 


Para pekerja yang berketerampilan 
Supaya dapat menghadapi setiap tantangan masa depan mereka, 
hendaknya diberikan kepada mereka program pendidikan 
kejuruan dan teknik yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan yang telah mereka miliki. Program pendidikan 
yang diebrikan minimal harus mengandung dua tujuan: 
e Mampu menyelelamatkan mereka dari bahaya ketinggalan 
jaman (tradisional). 
e Membuka jalan bagi mereka untuk naik tingkat dalam 
rangka promosi kedudukan yang lebih baik. 


Para teknisi dan golongan professional 
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Pada umumnya kelompok ini menduduki status penting dalam 
masyarakat. Kelompok ini sangat menentukan keberhasilan 
pembangunan. Pendidikan seumur hidup sangat penting 
baginya agar selalu menambah dan meng up-date pengetahuan 
dan skill-nya. 


3. Implikasi pada Status dan Fungsi Sekolah 


Dengan adanya dasar pemikiran atas asas pendidikan seumur 
hidup akan membawa konsekuensi perubahan pandangan tentang 
pendidikan khususnya pendidikan formal. Maka status dan fungsi 
sekolah mengalami perubahan secara radikal dan fundamental sebagai 
berikut : 


a. Sekolah tidak lagi bertugas utama memberikan pelajaran berupa 
fakta-fakta dan pengetahuan hafalan kepada siswa melainkan 
tugas utama dari sekolah adalah mengajar bagaimana caranya 
belajar (learning how to learn). 

b. Sebagai konsekuensi dari tugas utama sekolah yaitu mengajar 
bagaimana caranya belajar, maka peran guru juga mengalami 
perubahan yakni sebagai motivator, simulator, dan pembimbing 
dalam belajar. 

c. Fungsi sekolah menjadi pusat kegiatan belajar (learning center) 
bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga terjalin integrasi antara 
masyarakat dengan sekolah. 

d. Sekolah tidak lagi merupakan sistem tertutup tetapi harus 
merupakan sistem terbuka sebagai konsekuensi dari 
pengeterapan asas pendidikan seumur hidup. 


D. Pendidikan Manusia Seutuhnya 


Membahas pendidikan manusia seutuhnya, sebenarnya adalah 
menganalisa secara konsepsional (teoritis dan praktis) apa dan 
bagaimana perwujudan manusia seutuhnya itu. Konsepsi tradisional, 
seutuhnya (kebulatan) yang dimaksud ialah kebulatan atau integritas 
antara aspek jasmaniah dan rohaniah, antara akal dan keterampilan, 
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atau lebih luas sedikit antara konsepsi kebulatan (keseimbangan) 
antara head (akal), heart (hati nurani) dan hand (keterampilan). Ada 
pula teori ilmu jiwa daya dari Herbart (dalam Syam, 1981) yang 
menyatakan bahwa daya-daya jiwa seperti ingatan, pikiran, perasaan, 
tanggapan dan sebagainya, saling berasosiasi. 


Manusia seutuhnya menurut konsepsi modern perlu kita analisa 
menurut pandangan (berdasarkan sistem nilai dan psikologis) sosial- 
budaya Indonesia. Sehingga dapat diuraikan konsepsi manusia 
seutuhnya itu secara mendasar, yakni mencakup pengertian (Syam, 
1981): 


1. Keutuhan potensi subyek manusia sebagai subyek yang 
berkembang. 
Kepribadian manusia lahir-batin ialah satu kebulatan yang utuh 
antara potensi-potensi hereditas (bawaan) dengan faktor-faktor 
lingkungan (pendidikan, tata-nilai, dan antar-hubungan). Potensi 
manusia secra universal mencakup tujuh potensi, yakni : 


a. Potensi jasmaniah: fisik, badan dan panca indra yang sehat 
(normal): 
Potensi pikir (akal, rasio, intelegensi, intelek), 

c. Potensi rasa (perasaan, emosi) baik perasaan etis-moral 
maupun perasaan estetis, 

d. Potensi karsa (kehendak, kemauan, keinginan, hasrat, atau 
kecenderungan-kecenderungan, nafsu, termasuk prakarsa), 

e. Potensi cipta (daya cipta, kreativitas, fantasi, khayal, dan 
imajinasi), 

f. Potensi karya (kemampuan menghasilkan, kerja, amal sebagai 
tindak lanjut dari a— e, atau tindakan dan lakon manusia), 

g. Potensi budi nurani (kesadaran budi, hati nurani, kata hati, 
yang bersifat superrasional). 


Ketujuh potensi ini merupakan potensi bawaan dan watak 
bawaan yang potensial, artinya dalam proses berkembang atau 
tidak. Perkembangan atau aktualitasnya itu akan menentukan 
kualitas pribadi seseorang. Inilah yang dimaksud dengan istilah 
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self-realization, atau self-actualization, atau realisasi —kedirian, 
atau mandiri. 


2. Keutuhan wawasan (orientasi) manusia sebagai subyek yang sadar 
nilai (yang menghayati dan yakin akan cita-cita dan tujuan 
hidupnya) 

Manusia bersikap, berpikir, bertindak dan bertingkah laku 
dipengaruhi oleh wawasan dan orientasinya terhadap kehidupan 
dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Wawasan dimaksud 


mencakup : 

a. Wawasan dunia dan akhirat, 

b. Wawasan individualitas dan sosial secara berkeseimbangan, 
c. Wawasan jasmaniah dan rohaniah, 

d. Wawasan masa lampau dan masa depan. 


Keempat wawasan ini akan memberikan aspirasi dan motivasi 
bagi sikap dan tindakan seseorang menurut kadar kesadaran 
wawasannya masing-masing. Seseorang berbuat atau tidak atas 
sesuatu hal, banyak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan 
yang bersumber atas dasar wawasan tersebut. Contohnya: sifat 
penonjolan diri (ego) yang dapat melanggar kepentingan bersama 
(masyarakat, negara), kita taklukkan demi martabat kita dihadapan 
kehidupan bersama dan demi kebenaran dan keadilan. 


2. Dasar Pendidikan Manusia Seutuhnya 
Prinsip pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung seumur 
hidup didasarkan atas berbagai landasan yang meliputi(Syam, 
1988:136-139): 
a. Dasar-dasar filosofis 
Bahwa sesunguhnya secara filosofis (filsafat manusia) hakekat 
kodrat dan martabat manusia merupakan kesatuan integral segi 
segi/potensi-potensi (essensia) : 


e Manusia sebagai mahkluk pribadi (individual being) 


Problematika Pendidikan Kontemporer - 152 


e Manusia sebagai mahkluk sosial (sosial being) 
e Manusia sebagai mahkluk susila (oral being) 


Ketiga essensia ini merupakan potensi-potensi dan kesadaran 
yang integral (bulat dan utuh) yang dimiliki oleh setiap 
manusia. Bahkan ketiganya ini menentukan martabat, derajat 
dan kepribadian manusia. 


Dasar dasar psikofisis 

Dasar psikofisis ialah dasar-dasar kejiwaan dan kejasmanian 
manusia. Realitas menunjukkan bahwa pribadi manusia 
merupakan kesatuan antara : 


1) Potensi-potensi dan kesadaran rohaniah baik segi pikir, 
rasa, karsa, cipta maupun budi nurani, 

2) Potensi-potensi dan kesadaran jasmaniah yakni jasmani 
yang sehat dengan pancaindera normal yang secara 
fisiologis bekerja sama dengan sistem syaraf dan 
kejiwaan, 

3) Potensi potensi psikofisis ini juga berada dalam suatu 
lingkungan hidupnya baik alamiah (fisik) maupun sosial 
budaya (manusia dan nilai-nilai) 


Ketiga kesadaran ini menampilkan watak dan kepribadian 
seseorang sebagai suatu keutuhan. 


Dasar-dasar sosio-budaya 

Walaupun manusia adalah makhluk Tuhan yang merupakan 
bagian dari umat manusia dan alam semesta, namun manusia 
Indonesia terbina pula oleh tata nilai sosial budayanya sendiri. 
Kesadaran tersebut akan berkembang jika manusia Indonesia 
menyadari dan menghayati bahwa dirinya merupakan bagian 
yang bulat dari rakyat/bangsa Indonesia dan kebudayaannya. 


Adapun segi-segi budaya bangsa itu mencakup : 


1) Tata-nilai warisan budaya bangsa yang menjadi filsafat 
hidup rakyatnya seperti nilai ketuhanan, kekeluargaan, 
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musyawarah, mufakat, gotong-royong dan tenggang rasa 
(tepa slira), 

2) Nilai-nilai filsafat negaranya yakni Pancasila, 

3) Nilai-nilai budaya dan tradisi bangsanya seperti bahasa 
nasional, adat-istiadat, unsur-unsur kesenian dan cita-cita 
yang berkembang. 


Pendidikan berkewajiban menanamkan kesadaran penghayatan 
untuk mampu mengamalkan dan melestarikan tata-nilai yang 
dimaksud, karena tata-nilai tersebut tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan manusia Indonesia. Dan pendidikan merupakan 
usaha dan lembaga untuk mewariskan dan melestarikan 
keseluruhan tata-nilai sosial budaya bangsanya, di samping 
menguasai nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi. 


Tujuan Pendidikan Manusia Seutuhnya 


Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup 


adalah: 


a. 


Untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai 
dengan kodrat dan hekekatnya, yakni seluruh aspek 
pembawaannya seoptimal mungkin. Dengan demikian secara 
potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya 
supaya bisa berkembang secara wajar. Potensi manusia yang 
dikembangkan, yaitu : Potensi jasmani (fisiologis dan 
pancaindera) dan potensi rohani (psikologis dan budi nurani). 
Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan 
kepribadian manusia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan 
wajar berlangsung selama manusia hidup. 


Dengan keseimbangan yang wajar hidup jasmani dan rohani 


kita itu, berarti kita mengembangkan keduanya secara utuh sesuai 
dengan kodrat kebutuhannya, maka akan dapat terwujud manusia 
seutuhnya. Tegasnya, tujuan pendidikan manusia seutuhnya ialah 
mengembangkan potensi-potensi kodrati manusia secara proposional 
sesuai dengan martabat kepribadiannya. 
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4. Implikasi Pendidikan Manusia Seutuhnya 


Segi-segi implikasi dari konsepsi pendidikan manusia 
seutuhnya dan seumur hidup : 


Manusia seutuhnya sebagai subyek didik atau sasaran didik. 
c. Proses berlangsungnya pendidikan, yaitu waktunya seumur 
hidup menusia. Karenanya lebih menekankan tanggung jawab 


pendidikan : 
e Oleh subyek didik sendiri (tidak terikat pada pendidikan 
formal), 


e Untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan 
potensi- potensi dan minatnya, 
e Berlangsung selama ia mampu mengembangkan dirinya. 


d. Isi yang didikkan 
Dengan mengingat potensi-potensi manusia seutuhnya itu yang 
meliputi tujuh potensi, maka dapatlah dikembangkan wujud 
manusia seutuhnya dengan membina dan mengembangkan 
sikap hidup : 


1) Potensi jasmani dan pancaindera 
Dengan mengembangkan sikap hidup: sehat, memelihara 
gizi makanan, olah raga, yang teratur, istirahat yang cukup, 
lingkungan hidup yang bersih, 


2) Potensi pikir (rasional) 
Dengan mengembangkan kecerdasan, suka membaca, 
belajar ilmu pengetahuan yang sesuai dengan minat, 
mengembangkan daya pikir yang kritis dan obyektif. 


3) Potensi perasaan dikembangkan : 

e Perasaan yang peka dan halus dalam segi moral dan 
kemanusiaan (etika) dengan mengahayati tata nilai 
Ketuhanan/keagamaan, kemanusiaan, sosial budaya, 
dan filsafat: 
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4) 


5) 


6) 


7) 


e Perasaan estetika dengan mengembangkan minat 
kesenian dengan berbagai seginya, sastra dan budaya. 


Potensi karsa atau kemauan yang keras 

Dengan mengembangkan sikap rajin belajar/bekerja, ulet, 
tabah menghadapi segala hambatan dan tantangan, berjiwa 
perintis (pelopor), suka berprakarsa, termasuk hemat dan 
hidup sederhana. 


Potensi-potensi cipta 

Dengan mengembangkan daya kreasi dan imajinasi baik dari 
segi konsepsi-konsepsi pengetahuan maupun seni budaya 
(sastra, puisi, lukisan, desain, model) 


Potensi karya 

Konsepsi dan imajinasi tidak cukup diciptakan sebagai 
konsepsi, semuanya diharapkan dilaksanakan secara 
operasional. Inilah tindakan, amal, atau karya yang nyata. 
Misalnya gagasan yang baik tidak hanya cukup dilontarkan 
tetapi kita harus merintis penerapannya. 


Potensi budi nurani 

Kesadaran Ketuhanan dan keagamaan, yakni kesadaran 
moral yang meningkatkan harkat dan martabat manusia 
menjadi manusia yang berbudi luhur dan insan kamil, 
ataupun manusia yang bertagwa menurut konsepsi agamanya 
masing masing. 


Dengan mengembangkan ketujuh potensi itu dengan sikap 


hidup dan isi pendidikan secara mendasar, maka pendidikan manusia 
seutuhnya itu secara teoritis konsepsional telah memadai. Untuk 
merealisasikannya merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah dan 
masyarakat, bahkan tanggung jawab individu manusia Indonesia 
(terutama yang sudah dewasa). Wallahu A'lam. 
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PROBLEMATIKA PENDIDIKAN 
KONTEMPORER 


Problema pendidikan timbul akibat 
dari pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) moderen yang semakin 
banyak mempengaruhi sistem pendidikan di 
negara berkembang dan sedang berkembang. 
Meskipun kemajuan IPTEK itu sendiri mula- 
mula bersumber dari sistem kependidikan 
yang telah ada, akan tetapi dampaknya 
terhadap kehidupan masyarakat sangat 
kompleks. Karena pengaruh dari IPTEK pula, 
berbagai sistem kehidupan yang telah ada 
terdorong ke arah berbagai perubahan sosial, 
baik yang mengandung akses negatif maupun 
positif. Yang jelas dapat terlihat, bahwa 
perubahan sosial yang demikian menuntut 
perubahan sistem kependidikan yang telah 
ada, yang tentu saja menyisakan berbagai 
macam problem di dalamnya 
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